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No • 44 ; 1 9 5 9 • TANDA~TANDA KEHORMATAN. Undang-rn1dang Ho. 4 Drt. ta­
hun 1959, tentang Ketentuan-ketentuan um.wn mengenai 
Tanda~tanda Kehormatan (P.endj elasan dalam Tambahm1 
Lem baran-·N egara No. 1798) • 

Menimbang 

Mengingat 

Mendengar 

Menetapkan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

: Bahwa untuk mendjaga tata-tertib de..n persama;-m daJ_mn 
tjara pemberian dan pemakaian matjam-matjam ·canda-tanda 
kehormatan perlu diadakan ketentUc..w-ketentuan umum ; 

: a. Pasal 87 dan pasal 96 Undang-undang Dasar Sementara 
Republik Indonesia ; 

b. Undang-undang No. 29 tahun 1957 ( Lembaran Negara 
tahun 1957 No. 101 ) 

Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-177 pada tanggal 8 

Mei 1959 

Memutuskan 

Undang-undang Darurat tentang Ketentuan-ketentuan Umum. mengenai 

Tanda-tanda Kehormatan. 

KETENTUAN Ul'1UM 

Pasal 1 • 

. ( 1 ) Tan.da-tanda kehormatan di berikan dengan Keputusan Presiden me­

nurut ketentuan-ketentuan dalarn Dndang-undang ini. 

( 2) Warga-negar2, Indonesia tidak diperkenankan menerima dan memakai 
tanda kehormatan asing tan.pa izin Presiden jang diberikan a.engan Ke­

putusan Presiden. 

(3) Keputusan Presiden tersebut dalam ajat 1 dan ajat 2 ditanda- ta­
ngani serta oleh Perdana IvJ:enteri. 

(4) Semua keputusan tentang pemberian tanda kehormatan dan pemberian 
izin untuk memakai tanda kehormatan asing dimasukkan dalam register 
chusus dan diumumkan dalam Berita-Negara. 
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Pasal 2, 

( 1) Diadakan tiga matjam tanda-tanoa kehormatan, jaitu bintang; sn­

tya-lantjnna dan s1:.unkaryanugraha dengan perbedaan sebagai ber::.:. :ut 

a. Bintang diadakan dengan Undang-undang, Satyalantjana cl ::>..n Sam­

karyanugraha din.dakan dengan Peraturan Pemerintah atas kuasa 

Undang-undc.1.ng ini ; 

b. Bintang bersegi tiga ata.u lebih dengan o8gala variasi untuk 

tanda-tanda kehormatan, jang pemilik-pemiliknja terikat oleh 

suatu kodG kehormatan jang berat, tertulis ataupun tidal>: ter·-· 

tulis ; pelanggaran kode i tu membawa akibat ditjabt:i.tnja hale 

milik o;tas binta.ng i tu ; 

c. Saty8.lantjan<>. bulat atau bersegi, tetapi tidalc merupalcan. bin~ 

tang; dengan segala variasi untuk tanda-tanda kehormatan,jang 

pemiJ_ik~pemiliknya terikat oleh kode kehormatan jang ringan ; . 

d, Samkaryanugraha berbentuk ular-ular dan patra, jang pemilik ~ 

pemiliknja terikat oleh kode kehormatan jang ringan. 

( 2) Bintang c1an Satyalantjana diberikan kepada perseorangan; sedang­

kan Sanikaryanugraha diberikan kepada kesatuan-kesatuan Angkatan Pe­

ran.g atau kesatuan-kesatuan. Polisi Negara. 

(3) Tiap-tiap Undan.g-undang jang mengatur suatu bintang harus mene -

tapkan puJ..a deradjat bintang itu terhadap bintang-bintang lain jang -

telal.1 ada. 

(4) Deraclj a t sernua satyalantjana adalah sama. 

Pasal 3. 

Presiden Republik Indonesia adal8J1 pemilik pertama semua dje­

nis bintang kelas satu. 

Pasal 4. 

( 1) Bintang bersegi tudjuh hanja disedialcan untuk tanda kehormatan 

j ang t erti.nggi. 

(2) Bin.tang dan Sa tyalantjano.. do.pat dibagi dalam kelas-kelas. 

( 3) Untuk meTibedalcan kelas dapat diadakan p.erbedaan dalam logam dan 

dalam ukuran tanda kehormatan, perbedaan bentuk dan ladjur pita; dan 

diadakan atau tichi.k dis.dakan patra atau roset. 

(4) Untulc setiap kelas tanda kehormaton hanja diadakan satu ukuran 

pada semua u:patj c.ixa don kesempatan lain. 

( 5) Bin-bang, Patra d.an Satyalan tj ana di buat dari pada loga.m. 
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Pasal 5. 

(1) Da.18.ffi sistim bintang berkelas lima pita selempang dipaka i untuJ.c 

bintang-bintang kelas I ; pita kalung untuk bintang-bintang kelas II; 
pita gantung untuk bintang-bintang kelas III dan kelas selandjutnj a 

dan untuk satyalantj::uJ.a . 

(2) Pita dibuat dari pada 11moire- zijde". 

( 3) Pita memptmj ai uarna-dasur dan warna ladj ur j e:lllg menandai per­

bedaan kelas. 

( 4) Do.lam sistim termclrnud sub 1 

a. Pita-selempang bintang kelas I lebarnja 90 mm. 

b. Pita-kalung bintang kelas II lebarnja 35 mm. 
c. Pita-gantung bintang-bintang kelas III dan seterusnja beruk~~ 

an 35 iTu11 lebar c18n 40 mm pandjang. 

d. Pita-gontung semua. satyalantjana ialah 25 mm lebar dan 35 mm 
pandjang. 

( 5) Dalam sistim bin tang berkelas di udj udkan dalam pi ta se baga i ber--~ 

lieut 

Ke las I dengan ladjur 6 
It II :i II 5 
11 III a ii 4 
II IV t i II 3 
n v ll II 2 

( 6) Satyalantj ana j an g tidak berkelas memakai p :: .. ·;a dengon 5 ladj ur 

jang membagi pita do.laJn 6 bagian jang sarna. 

Pasal 6. 

( 1) Djika s ua tu tanda kehormatan sipil diberikan kepada anggota .Ang·­

katan Perane; atau anggota Poliai Negara maka tanda kehormatnn i tu cli-~ 

beri tambaha.n tanc1a dua pedang bersilang. 

( 2) Pita-selempang dan pita-kalung untuk anggota Angkatan Perang dan 

Palisi Negara disertai sebilah pedang kehormatan. 

(3) Dalam sistim bintang berkelas lima semua bintang kelas satu dan 

kelas dua disertai dengan patra. 

SJARAT-SJARAT UNTUK MENDAPAT TANDA KEHORM.AT.AN 

Pasal 7. 

( 1) Untuk mendapat t anda kehormatan harus dipenuhi sjarat umum dan 

sjarat chusus. 

/ 



( 2) Sj a.rat um um ialah : 

10. Untuk bintang : 

a. warga-warga Indonesia 9 
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b, berachlalr dan berbudi-pekerti baik, 

c. tidal;: pernah dihukum pendjara lebih dari Datu tahun karena me 

J_akukan kedj ahatan ; 

20. Un.tuk Satyalantj ana 

a, warga-warga Indonesia, 

b, berachlak dan berbudi-pekerti baik. 

(3) Sjarat chusus untuk bintang ialah paling sedikit: setia dan be~­

djasa luar biasa terhadap nusa dan bangsa dalarn satu bidang atau be­

berapa bidang. 

Apa.rat chusus untuk satyalantjana ialah paling sediki tg setia dalam 

melakU:kan tugasnja untul-c kepentingan nusa dan bangsa. Sjarat chusus-­

tersebut masing-masing ditetapkan lebih landjut dalam tiap-tiap ]/era­

turan tentang sesuatu tanda kehormatan. 

(4) Sjara-'c untuk Samkaryai.'1.ugraha ialah djasa-djasa pada operasi mi~~ 

liter atau personil. 

PEMBERIAN TANDA KEHOill.'fATAN 

Pasal 8. 

( 1) Pemberian tanc1a kehormatan dan pemberian izL1. dimaksud claJ_am pa­

sal 1 Undang~·W.1.dang ini dilakukan atas usul Dewc..r1 rvienteri setelah men 

dengar pertimbangan Dewan Tanda-tanda Kehormatan seperti dimaksud c1a­

lam pasal 10. 

( 2) Ke·l;juali dalam hal-hal jang sangat hal-hal jang sangat luar bia-· 

sa; pemberian tanda kehormatan hanja dilakukan atas dasar pertirnbang­

an Dewan Tanda-tanda Kehormatan. 

(3) Tanda kehormatan dapat diberikan kepada warga-negara asing jang 

berdjasa terhadap Negara Republik Indonesia. Dalarn masing-masing pe~ 

aturan tentang sesuatu tanda kehormatan di tentukan dengan dj elas c1a·-· 

pat a.tau tidalr dapat tanda kehormatan i tu diberikan kepada warga·-neg.~ 

ra asing. 

(4) Tanda kehormatan dapat diberikan setjara anwnerta. 

( 5) Masing-masing anak buah kesat uan Angkatan Perang a tau kesa tuan-­

Polisi Negar0 jang turut menghasilkan perbuatan djasa sehingga kos8.t.~ 

an itu mendapat suatu sarnkaryanugraha, diberi tanda saml'.:c-:1ryanugraha 

terse but. 
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(6) Tanda kehormatan tidak diberikan kepada kesatuan - kesa­

tuan organisasi lain dari pada jang tersebut dalam ajat (5). 

(7) 1.I'jaJ.'"'a pemberian tanda - tanda kehormatan tersebut diatas 

diatur l ebih landjut dengan Peraturan Pemerin tah. 

TENTAlifG PENTJABUTAi'J FI.AK i\IIEMAKAI 

TANDA KEHORJYI.ATAN 

Pas al 9. 

( 1) Hak memaka i suatu tanda kehormatan di tjabut apabila sja-· 

rat - sjarat umum tersebut dalam pas al 7 ajat ( 2) at ::,u sjarat­

sjarat dimaksud dalam pasal 2 tidak dipenuhi lagi oleh pemi ... 

J_iknja. 

( 2) Kode-kehormatan dimaksud dalam pasal 2 ;.,j at ( 1) sub b; c 

dan d ditetapk8ll l ebih landj ut dengan Peraturan Peme:d _ntah . 

DEW.AN T.Al.\fD.A-T.ANDA KEHORM.AT.AN 

Pasal 10. 

( 1) Diafl.akan DeT:an Tanda:..tanda Kehormatan ~; ang terdiri dari 

seorang Ketua merangkap anggota dan sediki t - diki tnj a empat 

orang anggota l a in. 

( 2) Dewan tanda-tanda Kehormatan diserahi tugas memberi per·· 

timbBngan kepada Dewan Menteri : 

a. mengenai pemberian tanda kehormata.n. 

b. tent:.mg mengadakan ta.nda kehormatan j ang baru a t a u me-~ 

nia dakan tanda kehormat an jang ada. 

c. tentang l a in-lain hal mengenai ta.nda kehormatan. 

( 3) Ketua dan .Anggota Dewan diangkat oleh Presiden dari mere-· 

ka j ang telah menerima tanda kehormatan j ang tertinggi deradj <::(~ 

nj a . 

( 4) Sebelum •••••• 
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(4) Sebelum mungkin dibentuk Dewan menurut ajat (3) diatas 
maka oleh Presiden dibentuk Dewan Sementara, jang terdiri 
dari pemimpin - pemimpin tertinggi dari alat - alat per -
lengkapan Negara ketjuali Kepala dan Wakil Kepala Negara. 

( 5) Ket ua dan anggota - anggota Dewan diangkat un tuk lima 
tahun dan dapat diangkat kembali setelah djangka waktu dja­
batannja habis. 

( 6) Ket ua dan anggota - anggota Dewan mendapat ua...ng kehor­
ma tan. 

(7) Ketua dan anggota Dewan diberhentikan / berhenti k8XG~· 

na : 

a. pernd.ntaan sendiri. 

b. meninggalkan wilajah Republik Indonesia lebih dari S§ 

tu tahun. 

c. lebih dari satu tahun dibebaskan dari tugasnja menu­
rut ajat (9) pasal ini. 

d, ditjabut haknja mema.kai tanda kehormatan jang ber -
sangkutan9 

e. meninggal dunia. 

(8) Lowongan jang terdjadi karena ketentuan dalam ajo.t (7) di­
atas harus segera diisi. 

(9) Ketua dan anggota dibebaskan dari tugasnja untulc sementa~ 

ra waktu selama mereka dalam penjelidikan suatu perkara ke­
djaJ1atan. 

( 10) Kepada Dew~m Tanda - tanda Kehormatan diperbantul\:an sua­
tu Biro j ang dip imp in oleh seorang Sekretaris Dj enderal De·~ 

wan. 

(11) Susunan dan tugas Biro diatur dengan Peraturan Pemerin -
tah. 

(12) Peraturan tata - tertib Dewan diatu:ra oleh Dewan sendi-
ri. 

Pasal 11. • ••• 
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Pasal 11. 

Pemerintah dapat mengadakan Dewan Tanda-tanda Kehormatan ter~ 

sendiri misalnja untuk tanda-tanda kehormatan militer jang merupakan 
bagian dari Dewan termaksud dalam pasal 10. 

PEMBAGIAN DAL.AM KELAS 

Pasal 12. 

Penentuan kelas didasarkan pada : 

a. luas-~ketjilnja pengaruh suatu perbuatan djasa kepada pembe~ 
laan, pemeliharaan kemadjuan atau kehormatan da.."l martabat nu 
sa dan bangsa ; dan 

b. besar-ketjilnja usaha djasmani, rochani dan kebendaan seseo­
rang; jang telah ditjurahkan untuk melaksanakan sesuatu per~ 
buatan djasa. 

WAKTU Pill!I.AKAIAN TANDA KEHORMATAN. 

Pasal 13. 

( 1) Tanda Kehormatan dipakai upatjara resmi dan kesempatan lain jang 

lebih landjut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

( 2) Dengan menjimpang dari ketentuan dalam ajat ( 1), bintang dan Sa~­

tyalantjana dapat dipakai sehari-hari oleh angg ·-a Angkatan Perang 
dan Palisi Negara dalam bentuk pi ta harian. Pi ta Sarnkaryanugraha da~~ 
pat dipakai sehari-hari oleh anggota kesatuan-kesatuan tersebut. 

TJ ARA PEM.AKAIAN ·rANDA KEHORMATAN 

Pasal 14. 

Tanda kehormatan berupa bintang jang berkelas lima, berupa sa­

tyalantjana atau samkaryanugraha dipakai setjara berikut 

1 o. Bintang kelas satu : 

a. bintang aseli digantungkan pada udjung pita-selempang (lebar 
90 mm) jang dikenakan dari pundak kanan kepinggang kiri ; 

b. patra dipakai pada dada kiri sebelah bawah ; 

2°. Bintang kelas dua : 

a. hintang aseli digantungkan pada pita-kalung selebar 35 mm. 

b. patra dipaJrai pada dada kiri sebelah bawah ; 
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3° Binta.ng kelas tiga da.n seterusnja dipakai pada pita-gantung ja.ng 

berukuran 35 mm lebar dan pandjang 40 nun pada dada sebelah kiri. 

4° Satyalantjana dipakai seperti bintang kelas tiga, jaitu pada pi­
ta gantung jang berukuran 25 mm lebar dan 35 mm pa.ndja.ng 9 

5° S8.mkaryanugraha j ang berbentuk ular-ular d~· empatkan disebelah 
atas bendera kesatuan pada tiang bendera atau tiang kapal. 
Samkaryanugraha ja.ng berbentuk patra ditempelkan pada tempat jang 
terhormat dikapal pera.ng, pesawat terbang, panser dan sebagainja 
dari kesatuan j ang bersangkutan ; 

6° Bintang dan Satyalantjana jang dipakai harian berbentuk pita hg 
rian jang pandjangnja selebar pita-gantung dan lebarnja (tinggi 
nja) 10 mm. 

(2) Tanda Kehormatan hanja boleh dipakai pada pakaia.n resmi atau Pf.l; 

kaian lengltap. 

( 3) Pi ta harian dipalcai pada pakaian seragam mili ter harian da.."1. pa~-· 

kaian seragam kepolisian harian pada dada sebelah kiri diatas saku, 
sedanggan tanda samkaryanugraha dipakai pada tempatjang alcan di teta:;_:i, 
kan lebih landjut dalam Peraturan Pemerintah. 

(4) Tanda-tanda kehormatan pada pita-gantung dipakai berdampingan dg 

ri kanan kekiri dai~ dari atas kebawah, berturut-turut menu.rut dera -
djat djenis tanda-tanda kehormatan dan menurut kelas tanda-tanda ke­
hormatan jang sederadjat dan menu.rut urutan waktu pemberian tanda 
ta.nda kehormatan jang sederadjat dan sekelas. 

(5) Ketentuan tersebut pada ajat (4) berlaku djuga untuk pita hari~ 

an. 

(6) Apabila dipakai bersama-sama lebih dari satu bintang kelas satu 
jang berselempang; maka jang dipalcai ialah bintang aseli dan pita-s.§. 
lempang dari bintang jang tertinggi, sedang patra masing-masing bin·­
tang itu ditempatkan menu.rut urutan ditentukan dalam ajat (4). 

(7) Apabila diprucai bersama-sama lebih dari satu bin.tang kelas dua 
jang berpi ta-kalung, maka jang dipakai ialah bintang aseli den pita~· 

kalung dari bintang jang tertinggi, sedang patra masing-masing bin -
tang itu ditempatkan menu.rut urutan ditentukan dalam ajat (4). 

(8) Deradjat bintang lebih tinggi dari deradjat satyalantja.na. _ 

( 9) Uruta.n tanda-tanda kehormatan Republik Indonesia dan tanci .. a-tan­
da kehormatan asing adalah sebagai berikut :, 
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1°. bintang negara Republik Indonesia, 

2°, satyalantjana negara Republik Indonesia, 
3°. bintang negara asing 9 

4° • .satyalantjana negara asing. 

(10) Tanda kehormatan negara asing harus selalu dipakai bersama-sama 

dengan paling sedikit satu tanda kehormatan Republik Indonesia. 

Pasal 15. 

( 1) Pemberian tanda kehormatan bintang dapat mengakibatkan pemberi"M 

an kehormatan lain1 seperti pemakaman dengan kehormatan . militer; pe­
makaman atas tanggungan negara, pemakaman ditaman Pahlawan; pemberi­
an tempat jang lajak dalam aturan tata-tempat. 

(2) Pemberian kehormatan dimaksud dalam ajat (1) ditetapkan dengan 
Undang-undang jang mengatur bintang jang bersangkutan. 

Pasal 16. 

(1) Pemberian tanda kehormatan dapat diserta hadiah uang sekaligus 

atau tundjangan berkala untuk selama hidup. 

(2) Pemberian hadiah uang diberikan apabila keadaan atau kehidupan 
sehari-hari dari orang jang akan diberi tanda kehormatan itu tidak 
seimbang dengan cikibat dari djasa jang telah dibuatnja untuk nusa 
dan baJ.1.gsa, 

( 3) Pemberian hadiaJ.1 baik sedj umlah uang sekaiigus maupun tundj ang­

an berkala un·tuk selama hid up di berikan dengan keputusan lain dari 

pada keputusan tentang pemberian tanda kehormatan. 

(4) Pemberian hadiah uang di tetapkan dalam Undang-undang jang men&~ 
tur padu kehorrn.atai1. j ang bersangkutan; 

Pasal 17. 

Rak ri1emakai tanda kehormatan tidal{ beralih kepada istri atau a­

nak t urunai1. penerirna. Istri dan anak turunannj a boleh menj impannj a 

tanpa hak memperdjual-belikan. Djika tidak ada istri da.n anal\: turu­
nannja; maka tandu kehormatan harus dikembalikan kepada Kepala Nega~ 

ra. 

BI.AJA T.ANDA-T.ANDA KEHORM.AT.AN. 

Pasal 18. 

Pembuatan tanda-tanda keh0rmatan dibiajai oleh Pemerintah dan 
diberikan setjara tjuma-tjuma kepada jang berkepentingan. 
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NMIIA PERSE~I..\NGAN PADA BINT.Al\TG • 

. Pasal 19. 

Pada bintang tidak ditjantumkan nama perseorangan. 

SOAL Im:KUATAN UNDANG-UNDANG INI. 

Pasal 20. 

( 1) Kctentuan-kot entuan dalam Undang-undang ini tidak mempwijai da-

( 2) Keterd~ua.a~-kotentuan dalam Undang-~undang ini berlaku bagi semua 

ta.nda-tand.8. kehorma ta..'1.; jang akan diadakan dan diatur dalcun Undang­

undang lain atau diatur dala.m Peraturan Pemerintah~ ketjuali djika 

undang-undang lain itu menentukan lain. 

Pasal 21. 

Undo.ng-undang Darurat ini dapat disebut "Undang-undang Ketentu-
; 

an-ketentuan Umurn Tanda-tanda Kehormatan 11 dan mulai berlaku pada ha-

ri di UJ.1.dcmgkan. 

k ga:c supuj o. s ctiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pell.8 

undang-undangai1 UnO.ang-undang Darurat ini dengan penempatan da.lam L0!1! 

baran Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan 
pada tanggal 4 DjuJ.i 1959 

Menteri Kehakiman; 

Disjahk:,.;. i. di Djakarta 

pada tanggal 26 Djuni 1959 
Pedjabat Presiden Repub1ik Indonesia, 

SARTONO 

Perdana Menter!; 

DJUANDA 

-----·.--~---
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TAMBAHAN 

L E M B A R AN - N E G A R A R.I. 

~----'--··· · ,._ .. ... _,. ... . .. -... . _. . .. - - . ..... . ... . ~ •• _ ... . ,..____ _ - ---- ....... . .. .... .... . --- · - .. ..... . .. .. - .-4> ......... _._,. 

No a 1789. TANDA-'J:AND.A KEHORMATAN. Pendjelasan Undang-undang No. 4 
Drt. tahun 1959, tentang ketentuan-ketentuan Umum menge~ 
nai Tanda-tanda Kehormatan. 

PENDJELASAN 
UND.AJ:JG-UNDANG No. 4 Drt. 'I'AHUN 1959 

ten tang 

K.DTENTUAN-ICETENTUAN MENGEUAI TA!'JDA-TANDA 

KEHORMA'J:.A.N. 

PENDJELASAN UMUM. 

Pada waktu :pemberian tanda kehormatan. jang oleh Negara diada ~ 

kan untuJc menghargai djasa-djasa seseorang, baru berada pada tingkat 
permulaan ini, dan r.iolahan belum satu tanda kehormatan-pun clikelua.r~ 
kan untuk menghargai cljasa-djasa dalam bidang sipil; maka perlulah 
dibentuk peraturan jang memuat satu sistim bagi pemberian itu dan 
jang dapat mendjamin keseragaman dalam segala sesuatu jang mengenai 
rnateri ini. 

Djika bagi tanda-tanda kehormatan jang, karena kebutu11.an pada­
nja telah sangat terasa, harus dikeluarkan itu tidal{ ditetapkan sis~ 
tim tadi terlebih dulu; dan tidak · pula diadakan aturan-aturan umum 
mengenei pemakaian dan sebagainja, maka dapat dichawatirkan timbul­
nj a s uatu anarchi dalam hal ini. 

Sistim dimaksud dalam peraturan ini berdasarkan pertimbang2n -
bahwa bagi tiap dj asa j ang tj ukup besarnj a untuk dihargai dengai1. Sl! 

atu tanda kehormatan harus diadakan penjaluran pemberian tanda ke­

l.Lurmatan itu menurut sifat dan besarnja djasa. 

Bagi dj asa jang sw1gat luar biasa diadakan satu 11 b5-ntang 11 jang 
meliputi baik bidane militer maupun sipil. Bintang ini adalah tan­

da kehormatan j ang tertinggi di Indonesia. 

Bagi djasa jang luar biasa diadakan "bintang-bintang li bagi bi~4 

dang militer dan bidang sipil tersendiri, jang deradjatnja sama. 
~intang militer dan bintang sipil jang dimaksud ini deradjatnja ad.a. 
lah langsung dibawa...h bintang tertinggi tersebut diatas. 

Selandj utnj a claJ_am bidang mili ter dapat diadakan bintang-bin -
tang lain1 misalnja chusus untuk djasa-djasa pada .Angkatan Darat. 
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Angkata.n Laut atau Angkata.n Udara, sedang dalam bidang sipilpun da­
pat diadakan bintang-bintang chusus misalnja untuk menghargui djasg 
dj asa kepolisiaJ.1.. 

Bagi djasa jang besar diadakan "satyalantjana-satyalantjana 11 

jang berbeda menurut bidang militer da.n 
djuga menurut sifat -djasa jang dihargai 
unan; bidang soaiaJ.; bidang kebudajaan, 

sipil, lagi pula berbeda 
( mist..Ln j a bida.ng pembang·· 

bidang keamanan ) • 

Sistim ini tjuk up flexibel untuk memungkinkan menutupi segaJ.a 
kebutu.han terhadap pemberia.n tanda kehormata.n. 

PENDJELASAN PAS.AL DEMI PAS.AL 

PasaJ. 1. 

(1) Sesuai dengan pasal 87 Unda.ng-undang Dasar Sementara Republilc 
Indonesia. 

(2) Izin Presiden untuk menerima ta.nda kehormatan asing dalam ke­

adaan luar biasa dapat diberika.n sesudah tanda kehormata.n asing itu 
diterima. 

(3) Tidalc memerlukan pendjelasan. 

(4) Tidak memerlukan pendjelasan. 

PasaJ. 2. 

(1) Undang-undang ini mengatur lebih djelas t -:.:. 'rwa jang diadalcan d,e, 
ngan Undang-unda.ng hanja binta.ng s adja. SatyaJ.antjana dan samkaryg 
nugraha diatur dengan Peraturan Pemerintah. Djadi sun.tu delegasi -
dari kekuasaan. 
Ajat 2 dan seterusnja tidak memerlukan pendjelasan. 

PasaJ. 3. 

Sudah sewadjarnja kalau Presiden sebagai KepaJ.a Negara dan se­
bagai pemberi tanda-tanda kehormatan memiliki semua djenis bintang 

kelas satu. 

Pasal 4. 

Tidalr memerluJrnn pendjelasan. 

Pasal 5. 

Tj ukup dj elas. 
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Pasal 6. 

Sudah sepantasnja apabila tanda kehormatan sipil jang diberi~ 

kan kepada anggota .Angkatan Perang dan anggota Kepolisian Negara 
itu ditarabah dua pedang bersilang. 

Pasal 7. 

Pemberian tanda-tanda kehormatan adalah pernjataan pengharga­
an djasa-djasa dengan.maksud untuk memberi dorongan jang kuat bu.at 
memelihara kebanggaan; kegembiraan serta kegiatan bekerdja; dan s~ 
mangat kepahJ_awanan. 

Untuk mentjapai hasil jang sebaik-baiknja dari maksud pemberi­
an tanda-tanda kehormatan i tu, maka pemberian i tu harus dilalrnkan 
dengan sangat berhati-hati, setjara adil dan saksama. Tanda-tanda 
kehormatan harus diberikan kepada mereka jang benar-benar berhak 
memperolehnja. 
Pemberian tanda kehormatan setjara murah akan merusal{ tudj uan jang 

Sebal.iknja; apabila suatu djasa jang pa.tut mendapat pengharga-~ 
an jang sebcnarnja; tidak diberi tanda kehormatan jang selaj aknja, 
i tu pun alcan merusalc tudj uan j ang mulia dari pemberian tanda-tana_a 
kehormatan. Oleh karena ·itu maka teranglah, bahwa pertimbangan dan 
keputusan tentang pemberian tanda kehormatan itu adalah persoalan 
jang sungguh-sungguh jang harus diserahkan kep r- -:-1a orang·-orang jang 
berhubungan dengC::tll nama dan kedudukannj a memp ·.x.:..~ ai keperbawaan dan 
kepertjajaan penuh dari masjarakat. Tugas jang berat ini diserah­
kan kepada Dewan Tanda-tanda Kehormatan jang terdiri dari pemilik­
pemilik bin.tang tertinggi, jaitu Bintang Republik Indonesia, jang 
diatur dalam pasal 8 . 

Sebagai petundjuk untuk menentukan siapa jang berhak mendapat 
tanda-tru1.da kehormatan maka dalam pasal 7 ini diadakan sjarat-sja­
rat um.um dan sj arat·-s j a.rat chusus selandj utnj a ditetapkrui dalam ti 
ap-tiap peraturan tentang sesuatu tanda kehormatan. 

Pasal 8. 

Lihat pendjelasan pasal 7. Selandjutnja tidak memerlukan pen­
djelasan. 

Pasal 9. 

Tida.k memerlukan pendjelasan. 
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Pasal 1 O. 

Perlu sekali bahwa pemberian tanda kehormatan melalui suatu 
Dewan bermutu tinggi sebagai badan penasehat jaitu untuk mendjamin 
adanja keseragaman dic1alam penghargaan. Djika ketentuan pengharg_a. 

an ini diserahlcan kepada kementerian-kementeri2.ll masing- masing , 

maka dapat dichawatirkan keseragaman itu tidak ada. Selandjutnj a 

lihat pendjelaoan pasal 7. 

Pasal 11. 

Kemungkinan diadakan Dewan tersendiri- ini untuk tai1da - tanda 

Kehorma.tan mili ter dianggap perlu, berhubung dengan sifat kemili t.E?. 
ran jang mungkin 11embutuhkan penindjauan dan persoalan da.n penje ~ 
lesaian tersendiri. 

Pasol 12 sarupai dengan pasal 19. 

Tidak memerlukan pendjelasan. 

Pasal 20. 

Haksud pasal ini ialah untuk menjatakan bahwa ketentuan-keteg 

tuan dalam Undang-undang ini hanja berlaku untuk tanda-tanda kehoJ: 
matan jang belum diadal-can. Djadi apabila ada ketentuan - ketentua.n 
jang bertentai1gan dengan ketentuan~ketentuan dalam Undang-undang -

lain jang telah menjatakan pemberian tanda kehormatan; maka keten­
tuan-ketentufu.1 dalarn Undang-undang jang tersebut belakangan ini t~E?. 

tap berlalcu bagi tanda-tanda kehormatan jang bersangkutan. 

Pasal 21. 

Tidak memerlulcc:J'.l pendj elasan. 

Termasul-c Lembaran Negara No. 44 tahun 1959. 

Diketahui : 

Menteri Kehakiman. 

G. A. I'-lA.El\J GK Or.I. 



Menimbang 

Mengingat 

PRES IDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

UNDANG-UHDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 1 0 TAHUN 1 980 

TEN TANG 

TANDA KEI-IOID"J..ATAN BINTANG BUDAYA P ARAMA DHARMA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa perlu mengadakan suatu tanda kehormatan bery: 

pa bin tang untulc menghargai jasa-jasa yang besar 

terhadap nusa, bangsa dan Negara dalam bidang ke~· 

budayaan; 

b. bahwa pemberian tanda kehormatan i tu merupal;:an do­

rongan bagi setiap warga negara Republik Indonesia 

untuk berbakti demi kejayaan dan kebesaran. nusa, 

bangsa dan negara khususnya melalui bidar1g kebuda~ 

ya.an ; 

c, bahwa tanda kehormatan itu merupakan deraj at ter-­

tinggi bagi p enghargaan terhadap jasa-jasa dalam 

bidang kebudayaan, dan perlu diberi nama yang se­

suai dengan kedudulcan, fungsi, dan tujuannya ; 

1. Pas aJ_ 5 ayat ( 1), Pasal 15, Pas al 20 ayat ( 1) dan 

.Pasal 32 Undang-Undang Das ar 1945 ; 

2 , Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 (Lembaran N.~ 

eara Tahun 195 9 Nomor 44, Tambahan Lembaral1. Negara 

Nomor 1798 ) jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 

(Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3; Tcunbahan Lem­

bara.n Negara Nomor 2124 ) ~ 

3. Undang-undang Nomor 5 ·rahun 1963 (Lembaran Negara 

TDl1.un 1963 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara No­

mor 2575 ) ; 

- 15 -
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Denga.n persetujua.n 

DEWAN P:CRW.AKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

Menetapkan 

MEHUTUSKAN 

UNDJu\fG-UNDANG TENT.ANG TANDA KEHORM.ATAN BINTANG 
BUDAYA PAR.AM.A DH.ARMA. 

Pasal 1. 

(1) Bintang Budaya Parama Dharma diadakan clengan tu­
j uan untuk memberi penghargaa.n hanya kepacla war-· 
ga negara Republik Indonesia yang berakhlalc dan 
berbudi pekerti baik serta berjasa besar dalam 
bidang kebudayaan nasional. 

( 2) Bintang Budaya Parama Dharma dimaksudkan un-ct,tl;: 
menghargai budi daya warga negara Repunlik Indo­
nesia yang melebihi tuntutan kewajibannya dalarn. 
bidang kebudayaan. 

(3) Bintang Budaya Parama Dharma adaJ..ah tanda kehor­
matan yang tertinggi dalam bidang kebudayaan,yang 
setingkat dengan Bintang Jasa kelas Utama. 

(4) Bintang Budaya Parama Dharrna diberikan tan.pa ke­

las. 

PasaJ.. 2. 

( 1) Bintang Budaya Pararna Dharma berwuj ud sebagai b.~. 

r:ikut : 

a. Bentuk 

b. 

Bintang bersudut lima, dengan inti sebuah 
gong yang dilingkari penunjuk mata a..'Yl.gin de-~ 

lapan serta padi dan kapas, dan yang digan­

tungkan pada sehelai pi ta kal ung ; 

Ukuran . . 
1. Bin tang 

Jari-jari bin tang seluruhnya . 25 mm . 
Jari-jari lingkaran mata angin . 17 mm . 
Jari-jari gong dengan padi dan 

kapas 10 mm 
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2. Pita : 

Lebar pita 

Lebar pita hijau tua di sisi pita 

merah putih masing-masing : 

Lebar pita merah putihy masing-ma~ 

sing warna 

c. Warna : 

35 mm 

8 mm 

9' 5 lll.J.11 

1. Bintang Budaya Parama Dharma berwa.rna emas. 

2. Pi ta kalung berwa.rna. merah putih di atas dg 

sar pita berwarna hijau tua. 

( 2) Bintang disertai patra yang bentuk, lrarna da:n 

ukurannya sama dengan bintangnya. 

(3) Arti : 

(a) Bintang bersudut lima perlambang cita - cita 

luhur atas dasar Pancasila. ; 

( b) Pen unj uk ma.ta angin dela.pan melam bangkan; ba.J:l 

wa. pemakai Bin tang Buda.ya Parama Dha:rma c1ia ~· 

kui kemampuannya oleh rakyat segena1J penj uru 

tanah air, dah j asanya berguna bagi 03elurtth 

bangsa Indonesia 

(o) Gong a.da.lah a.lat kesenian khas Indonesia yang 

terdapat di seluruh wila:' .'.:ili Indonesia,yan.g 

mampu menghasiJ_kan suara yang menggema, mela.t~ 

bangkan pemakai Bintang Buda.ya Para.ma Dharma 

membuktikan bahwa karya budayanya telah mampu 

menggera.kkan dan memberi arah serta corak khas 

lrnhidupan budaya bangsa. ; 

(d) Pa.di dan kapa s melarnbangkan keadila.n sosiaJ. 

dan kesejahteraan ra.kyat 9 

( e) Vlarna rn.erah putih menunj ukkan pengertian na~· 

sional dan warna hij au tua menunj uldcan penge;s 

tian kesuburan tr.:.nah air Indonesia. 

Pasal 3 

(1) Presiden Repunlik Indonesia adalah pemilik pertg 

ma Bintang Buda.ya Para.ma Dharma. 
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( 2) Bintang Budaya Parama Dharma di berikan keJJada W8£ 

ga negara Republik Indonesia yang berjasa besar 

terhadap nusa, bangsa dan negara dalam bidang ke­

budayaan serta memenuhi syarat-syarat umum seba -
gaimana ditentukan dalam Pas2.1_ 7 Undang~~m1.c1ang No 

mor ~- Drt. Tahun 1959 untuk ri:mdapatkan bintang. 

(3) Bin.tang Budaya Parama Dharma dapat diberikan secg 
ra J\..numerta. 

Pasal 4 

(1) Bintang Budaya Parruna Dharma diberikan dengan Ke~ 

putusan Presiden, berdasarkan usul Menteri Pendi~· 

dikan dan Kebu(~_2yaan setelal1. mendapat pertimbang·­

an dari Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik In·~ 

donesia. 

(2) Tiap pemberian Bintang Budaya Parama Dharma di­

sertai dengan penyerahan suatu piagam yang memuat 

uraian singkat tentang alasan pemberian anugerah 

tersebut. 

(3) Kepada pemilik Bintang Budaya Parnma Dharma dapat 

pula di berikan hadiah, yang pelalcsanaarmya diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

( 4) Pelaksanaan ponganugerahan B.:...~itang Budaya Parama 

Dharma dilakuk:an oleh Presiden. 

Pasal 5 

Tata ca.ra pengusulan, pemberian, dan penganugerahan 

Bintang Budaya Parama Dharma diatur dengan Peratur::m 

Pemerinta...h.. 

Pasal 6 

Huk atas Bin.tang Buda.ya Parama Dharrna clicabut; apabi­
la y;x.~g menerima 

a. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang ditentukan 

dalam Pas al 2 aya t ( 1 ) huruf b dan Pasal 7 Un.dang~~ 
1.u1dang N omor 4 Drt • Tahun 1 9 59 
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b. Dengan. Keputusan Pengadilan yang tidak d.:1;_). -:,-l:; di·-

ubah lagi dikenakan pida.na penj ara yang l am2J1ya 

lebih dari 1 (satu) tahun ; 

o. Dengan Keputusan Pengadilan yBng ticlak dapat cli-~ 

ubaJ.1 lagi dikenakan pidana ke ~ ._ :_1a sesuatu kcj aha~ 

an terhadap keamanan n ega:ra ; 

d. :Menjadi anggota organis a s i terlarang menurut per­

aturan perundangan yang berlaku ; 

e. Memberontak terhadap nega:ra Republik Indonesia ; 

f. Masuk dinas .Angkatan Bersenj ata sesuatu nega:t"'a 

a.sing tanpa mendapat izin dari Pemerintah Hepublik 

I.n.donesia. 

g. Kehilangan kewarganegai"'aan Republik Indonesia. 

Pasal 7 

Segala sesuatu mengenai Bintang Buda.ya Parama Dharma 
yang belu.111 diatur, diatur lebih lanjut dengan Perat~ 

an Pemerintah berdasarkan Undang--undang ini. 

Pasal 8 

Undang~undang ini dapat disebut ;;Undang.~undang Bin -

tang :Suda.ya Parama Dharme. 11 • 

Pasal 9 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundang 

kan. 

Ag8.:r supuya setiap orang mengetahuinya, memerin tal1.kW1. 

p engundangan Undang-undang ini dengan penempatan.nya 

dalam Lembaran Ne gara Republik Indonesia, 

Ditetapkan di Jakarta 

Di undangl(an di J al>.:arta 

Pada tanggal 2 Agustus 1980 . 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

pada ta.nggal 2 Ag ustus 1980 

MENTERI/SEKRETARIS NEG.ARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd ' 

SUDH.A.ID10N 0 I S, H. 

tts 

SOEHARTO 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 45. 
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PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

P E N J E L A S A N 

AT AS 

UNDAl~G-DNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 1 0 TAHON 1 980. 

TEN TANG 

TAHDA KEHOPJiIATAN BHTTANG BUDAYA P .AR.AM.A DH.A.RM.A 

Usaha untuk meletakkan ha.rkat manusia dan kemanusiaan pada tem~ 

pat yang sewajarnya dalam kaitannya dengan pembentukan manusia Ig 

donesia seutuhnya tidak dapat dilepaskan dari usaha memaj uli:a.n k§. 

budayaan nasional. 

Pasal 32 Un1lang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa 11Pemerintah 

memaj wean ke buday8.on nasionnl Indonesia 11 
• 

Kebudayaan adalc:.i.11. segenap perwuj udan dan keseluruhan hasil oip­

ta, rasa clan ka.rsa manusia dalam rangka perkembangan kepribadian 

manusia . dengan segala hubungannya, yaitu hubungan manusia dengan 

manusia; manusia dengan alam dan hubungan mai.'1.L.1sia dengan Tuhan 

Yang Mahe.\ Esa. 

Hubungan msnusia dengan Tuhan Yang Maha Esa mempunyai dua aspek, 

keagamaan dan kebudayaan. .Aspek keagamaan ialah bila dilihat da-· 

ri hubungannya dengan wahyu Ilahi serta Kitab suci. Sedangkan 

aspek kebudayaan ialah; bila hubungan i tu dilihat dari manusia 

sendiri, ya.ng roenyatalcan hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa 

melalui sarana pengabdian atau kebaktian yang diwuj udkan misal·· 

nya dalam menoiptakan bangunan - bangunan tempat ibadeb., kebakti­

an; pemujaan serta ritual yang dilakukannya seperti yang ber -

kai tan dengan budaya bangsa/ daerahnya. .Aspek inilah yang di.J.nal-c~4 

sudkan dalam sebutan 11 hubungan manusia dengan Tuhan Yang l'fa .... ha 

Esa 1
; dalam kai tannya dengan kebudayaan, bulcan aspek agama yaJ.1£; 

menyangkut wahyu Ilahi. 

Perwujudan ••••••• 
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Perwuj udan semaoam ini atau semua usaha meningkatkan per~xi.ikan­
nya pada hakekatnya merupakan suatu budi daya yang sulit diberi 
nilai seoara fisik, 

Mengingat bahwa kebudayaan bersifat dina.mis dc.!1 selalu beraa.a 

dala.m perkembangan sesuai dengan sejarah dan perkembangan bang­
sa maka perlu diberi dorongan kepada masyarakat Indonesia un­
tuk berusaha sepenu.hnya agar kebudayaan beserta kepribadian dan 
watak bangsa berkembang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945. 

Salah satu dorongan yang kuat adalah dengan mengadakan bintan@ 
khusus yang tinggi derajatnya bagi warga negara Republik Indone­
sia yang berjasa dalam memajukan kebudayaan nasional. Ini ber .. 
arti perlu diberikan tanda kehormatan atas karya yang telah mam­
pu menggerakkan kepribadian dan watak bangsa menuju ke a.rah ke­
majuan adab; budaya dan persatuan, sehingga dapat mempertinggi 

derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. 

Buah usaha budi ctaya yang demikian ini telah pula memperkokoh 
terwujudnya kesatuan sosial budaya dalam rangka wawasan nusan­
tara dan ketahanan nasional. Dengan demikian tanda kehormatan 
sebagai penghargaD.n perlu diberikan kepada warga negara Repu~ 

blik Indonesia yang telah berjasa besar kepada nusa; bangsa 
dan negara dalam bia.ang kebudayaan. Penghargaan yang berupa Bin.­

tang Budaya Parama Dharma i tu mempunyai makna p engakuan ; peng -
hormatan ; pelestarian; pengembangan, pengamanan dan pengama.lan 
terhadap jasa dalam bidang kebudayaan. 

Penghargaan itu diberikan karena merupakan suatu kewajiban mo -
ral bagi suatu bangsa untuk menghargai warga negara.nya yang te­
lah menunjukkan hasil ka.rya yang melebihi penunaian tuntutan 
kewajibannya dalam bidang kebudayaan. Penghargaan sebagai tanda 
kehorrnatan berupa bintang disebut Bintang Buda.ya Parama Dharma, 
Parama berarti utama dan Dharma berarti kewajiba.n, sehingga Big 
tang Budaya Parama Dharma yang dimaksud adalah bin tang bagi me~4 

reka yang ·telah menyumbangkan nilai ~~ nilai luhur sebagai darma 
baktinya dalru-11 bi dang ke budayaan. 

P ASAL DEMI P ASAL ••••• 
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PAS.AL DEl'U PAS.AL 

PasaJ_ 1 

Ayat (1) 

Yang dirnaksud dengan jasa besar di sini ialah yang cli 

dalam jasa itu berhasil meningkatkan, memajukan atau 

membina kepribadian nasional dan watak bangsa -melalui 

bidang kebudayaan dengan bersikap tanpa pamrih, jau..~ 

melampaui tuntutan kewajibannya sebagai warga ne.gara R.E?. 

publik Indonesia. 
11H8llya kepada warga negara Republik Indonesian, berarti 

tidak dapat diberikan kepada warga negara asing. 

Ayat (2) 

Cul-cup j elas. 

Ayat (3) d8ll (4) 

Pembagian kelas dianggap tidak perlu karena merupakan 

tanda kehormatan yang tertinggi dalam bidang kebudayaan 

yang derajatnya setingkat dengan Bintang Jas a kelas Utg 

ma. 

Pas al 2 

Ayat (1) dan (2) 

Wujud dari Bintang Budaya Parama. Dharma bersama patra -

nya dapat dilihat pada gambar terlampir. 

Ayat (3) 

HurtJ~ a 

Cukup j elas. 

Hurui' b 

Cul.cup j elas. 

Huru:f c 

Rhas Indonesia, karena tidal-c terdapat di luar wil~ 

yah budaya Indonesia dengan bentuk dan fungsi yang 

sama 

Hurui' d 

Cukup jelas. 
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Huruf e 
Cukup j elas. 

Pas al 3 

Ayat ( 1) 

Cul-cup jelas. 

Ayat ( 2) 
Cul-cup j elas. 

Ayat (3) 

Pasal 4 

Anemerta di sini termasuk juga orang-orang Indonesia 
yang rnemenuhi persyaratan Undang-undang ini clan telah 
meninggal dunia sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945. 

Ayat (1) 

.Ayat 

Hal ini mengingat ketentuan yang didapat dalam Undang­
undang tentang ketentuan-ketentuan umum mengenai tanda­
tanda kehormatan. 

( 2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup j elas. 

Ayat (4) 
Cukup j elas. 

Pasal 5 

Cukup j elas . 

PasaJ. 6 

Penoabutan dilakukan untuk menjaga nilai tanda kehormatan 
yang dimaJcsud. 

Yang dimal{sud .Angkatan Bersenjata sesuatu negara asing adg 
lah Angkatan Perang dan Polisi negara asing. 

Pasal 7. • ••• 
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Pas al 7 

Cukup jelas 

Pas al 8 

Cukup j elas. 

Pas al 9 

Cukup jelas. 

T.AJYIBAHAN LE~IB.ARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3173. 



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 6 TAHilliJ 1 9 8 2 

TENTANG 

H A K - C I P T A 
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Menimbang 

Mengingat 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 6 TAHUN 1982 

TEN TANG 

HAK C I P T A 

DENGAi"'f RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa dalam rangka pembangunan di bidang hulrnm s.f?. 
bagaimana termaksud dalam Garis-garis Besar Halu­
an Negara ( Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rajs 
yat Nomor IV/MPR/1978 ), serta lUltuk mendorong dan 
melindungi penciptaan, penyebar-luasan hasil kebu­
dayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra ser·­
ta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan -
bangsa dalam Wahana Negara Republik Indonesia ber-
dasarkan Pancasila 
maka perlu disusun 
Ci pt a 

dan Undang-Undang Dasar 1945 1 

Undang-illldang tentang Hak 

b. bahwa berdasarkan hal terse bu+; pada hurui' a di at as 
maka pengaturan ten tang hak .:: : .:/~a berdasarkan Au­
teu.rswet 1-912 Staatsblad Nomor 600 tahUJ.1. 1912 
perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan ke~­
butuhan dan ci ta-ci ta hul{urn Nasional 

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasai 32 
Undang-Undang Dasar 1945 ; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/ 
MPR/1978 tentang Garis-garis Besar HaJ.uan Negara; 

Dengan persetujuan 

DEWAN PERW.AKIL.AN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

- 26 -



Menetapkan 
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lVIEMUTUSKAN 

Dengan mencabut Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 

tahun 1912. 

UNDANG-illJDANG TENTANG HAK CIPTA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Pertama 

Arti beberapa Istilah 

Pas al 1 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 

a. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang seoa­
ra bersa.ma-sama yang atas inspirasinya.1~~1ir suatu 
oiptaan berdasarkan kema.mpuan pikiran; imajinasi, 
kecekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituang­
kan dalam bentuk yang khas dan bersifat prioadi ;; 

b. Ciptaan adalah hasil setiap karya penoipta . dalam 

bentulr khas apapun j uga dalarn lapangan ilmu; seni 
dan sastra 

c. Pengumuman adalah pembacaan, peny~'ll'aan; penyiaran, 
atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan mengguna -
kan a.lat apapun dan dengan cara sedemikian rupa s~ 
hingga suatu ciptaan dapat dibaca , didengar atau 
dilihat oleh orang lain; 

d. Perbanyakan adalah menambah jumlah sesuatu ciptaan, 
dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau meny.~ 
rupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan­
bahan yang sama maupun tidak sama, termasul;: menga~ 
lih vmj udkan sesu.atu ciptaan ; 

e. Potret adalah gambaran dengan cara dan alat apapun 
dari waj ah orang yang digambarkan baik bersa.i"Ila ba·~ 

gian tubuh lainnya maupun tidak. 

Bagian •••••• 
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Bagian Kedua 

Fungsi dan Sifat Hak Cipta 

Pas al 2 

Hak oipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun pener~ 

ma hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya 
rnaupun momberi izin untuk i tu dengan tidal{ mengm .. angi 

pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-un -
dangan yang berlaku. 

Pas al 3 

(1) Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. 

(2) Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluru~ 
nya ma~pun sebagian karena : 

a. Pewarisan 
b, Hi bah ; 

o. Hasiat ; 

d. Dijadikan milik negara ? 

e. Perjanjian, yang harus dilakukan dengan akta, de 
ngan ketentuan bahwa perjanjian i tu hanya menge~· 

nai wewenang yang disebut di dalam r:tl:ta itu. 

Pas al 4 

Hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, demildan pula hale 

oipto. yang tidak diumumkan yang setelah penciptanya rne·­
ninggal dunia menjadi milik ahli war:i.snya atau penerima 

wasiat; tidal{ dapat disita. 

Bagian Ketiga 

Pencipta 

Pas al 5 

(1) Kecuali jika ada bukti tentang hal sebaliknya; maka 

yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang ug 
tuk ciptaan itu namanya terdaftar sebagai pencipta 
menurut ketentuan . Pasal 29, atau jika ciptaan itu 
tidalc didaftarkan, orang yang dalam atau pada cip­
taannya i tu disebut atau dinyatakan sebagai pencip·-
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ta.nya; atau orang yang pada pengumuman sesuatu cip~· 

taan diumumkan sebagai penciptanya. 

(2) Jika pada ceramah yang tidak tertulis tidak · ada 

pemberitahuan siapa yang menjad: penciptanya, maka 

orang yang berceramah dianggap iJc ~;:; o.gai penciptanya, 

kecuali terbukti hal sebaliknya. 

Pas al 6 

Jika suatu ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersen~ 

diri yang diciptakan dua orang atau lebih, malrn, yang d~ 

anggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin sertn 

mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan i tu; atau jika 

tidak ada orang it~ orang yang menghimpunnya, dengan 

tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian 

ciptaannya. 

Pas al 7 

Jika auatu ciptaan diwujudkan menu.rut rancangan seseo­

rang dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan 

dan pengawasannya, maka orang yang merancang itu adalah 

penciptanya. 

Pas al 8 

( 1) Jika suatu ciptaan di buat dalam hubungan. dinas de­

ngan pihak lain d:'.lam lingkungan pekerj aannya; maka 

pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu di­

kcrjakcin adalah pemegang hak cipta, kecuaJ.i ada pe~ 

janjian lain antara kedua pihak, dengan tidak meng,_u. 

rBngi hak sipembuat sebagai penciptanya apabila pe·­
nggunaan ciptaan itu diperluas keluar hubungan di-

nas. 

( 2) Jika suc:'cu ciptaan di buat dalam hubungan kerj a de­

ngan pilu.k lain dalam lingkungan pekerjaannya1 malca 

pihalc yc:ng membuat karya cipta i tu sebagai pencip-Ga 

adalah :>emegang hak cipta, kecuaJ.i apabila diperj ~ 

jikan l :J.in antara kedua pihak. 

Pasal 9 ••••••• 
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Pas al 9 

Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal 

dari padanyaadengan tidak menyebut seseorang sebagai 
penciptanyat maka badan hukum tersebut dianggap sebagai 
penoiptanya, kecuali jika dibuktikan sebaliknya. 

Bagian Keempat 
Pemegang Hak Cipta Benda 

Budaya Nasional 

Pasal 10 

( 1) Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan 

sejarah; pra sejarah, paleo antropologi d8ll benda­
benda budaya nasional lainnya. 

(2) a. Hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik ber­
sarna; . seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, 
babad, lagu, kerajinan tangan, koreograf'i, tari­
sn; kaligrafi dan karya seni lainnya dipeliha -
ra dan dilindungi oleh negara ; 

b. Negara memegang hak cipta atas ciptaan tersebut 

pada ayat (2) a terhadap luar negeri. 

(3) Hal~ cipta suatu karya demi kepentingan nasional de­
ngan sepengetahuan pemegangnya dapat dijadikan miu 
lik nogara dengan Keputusan Presiden atas dasar pe,!: 
timbangan Dewan Hale Cipta. 

(4) Kepada pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud da­

lam ayat (3) diberi imbalan penghargaan yf:Ulg dite -
tapkan oleh Presiden. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipe­

gang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 
ini; diatur lebih lanj ut dengan Peraturan Pemerin·· 
tab.. 

Bagian Kelima ••••••• 
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Bagian Kelima 

Ciptaan Yang dilindungi 

Rak Cipta 

Pasal 11 

unclang-undang ini ciptaan 
ciptaan dalarn bi dang ilmu 

yang me~iputi karya 

yang clilino_ 
sastra dan seni 

1. Buku; pamflet dan semua hasil karya tulis lain­
nya ; 

2. Ceramah, kuliah, pidato dnn sebagainya ; 
-

3. Karya pertunj wean seperti musik, karawi tan; dra-
ma, tari, pewayangan, pantomim dan karya siaran 
antara lain untulc media radio, televisi; film da.n 
rekaman 

4. Ciptaan musik dan tari (koreografi), dengan a.tau 

tanpa teks ; 

5. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis dan 
seni patung ; 

6. Karya arsi tektur 

7. Peta ; 
. . 

8, Karya sinematografi 

9. Karya fotografi ; 

10, Terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bu~ 

nga rampai. 

(2) Terjemahan, tafsir, saduran, perfilman; rekaman, 

gubahan musik, himpunan beberapa ciptaan dan lain­
lain cara memperbanyak dalam bentuk mengubah dari 
pada ciptaan asli, dilindungi sebagai ciptaan ter­
sendiri; dengan tidak mengurangi hak cipta atas 
oiptaan aslinya. 

(3) Dalam perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) dan ayat (2) termasuk juga semua ciptaan yang 
tidalc atau belum diumumkan, akan tetapi sudah me­
rupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang me­
mungkinkan perbanyakan hasil karya itu. 
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Pasal 12 

Tidalc ada hak cipta atas : 

a. Hasil rapat terbuka Lembaga Tertj_nggi N ec;c:: 

Lembaga Tinggi Negara serta lern~~:.ga kons-!; j 
lainnya ; 

b. Peraturan perundang-undanga.n 
c. Putusan penga.dila.n dan penetapan halcim } 

d. Pidato kenegaraa.n dan pidato peja.bat Pemerintah 
e. Keputusan badan arbitrase. 

Bagian Keenarn 

Pembatasan Hak Cipta 

Pasal 13 

Tidalc dianggap sebagai pelanggaran hak cipta : 

a. Pengumuman dan perbanyakan da.ri larnbang negara dan 

lagu kebangsaan menurut sifat yang asli 

b. Pengumuman dan perbanyalcan dari segala sesuatu yang 
diumumkan oleh a.tau atas nama Pemerintah ; keouali 
apabila hak cipta itu dinyatalcan dilindungi baik de­
ngan peratura.n perundang-undangan maupun dengan per­
nyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaa.n 
i tu diumumkan ; 

c. PengB.mbila.n, baik selui'uhnya. maupun sebagian~ berita 
dari kc::i.ntor berita, badan penyiar radio atau televi­
si dan surat kabar setelah 1 x 24 ( satu kali dua pu­
lt1h em pat) jam terhi tung dari saa.t pengumuman perta­

ma berita itu dan sumbernya harus disebut secara leng 
kap. 

Pasal 14 

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebut seoara -

lengkap 1 maka tidak dianggap sebagai pelanggaran hale 
oipta : 

a. Pengutipan ••• 
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a. Pengutipan ciptaan pihak lain sampai sebanyak-banyajf_ 

nya 10% ( sepuluh persen ) dari kesatuan yang bulat 
tiap ciptaan yang dikutip sebagai bahan untuk mengu­
raikan masalah yang dikemukakan ; 

b. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya mau -
pun sebagian guna keperluan pembelaan di dalam dan 
di luar pengadilan ; 

c. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya mau­
pun sebagian guna keperluan 

1. ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan 
dan ilmu pengetahuan ; 

2. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut 
bayaran. 

d. Perbanya.kan suatu ciptaan dal.arn bidang ilmu; seni 
dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para 
tuna netra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat k£ 
mersial ; 

e. Perbanyaka.n suatu ciptaan secara terbatas dengan fo­
tokopi atau proses yang serupa oleh perpusta.kaan umum, 
lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat 
dekumentasi yang non komersial semata-mata untuk ke­
perluan aktifitasnya ; 

f. Perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seper­

ti ciptaan bangunan ber.dasarkan pertimbangan pelak­
sanaan teknis. 

Pasal 15 

( 1) Untulc kepentingan nasional, tiap terjemahan dari ci]. 

ta.an berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau 
bahasa daerah tidak dianggap sebagai pelanggaran hal{ 

cipta dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. ciptaan berasal dari negara lain sedikitnya 3 
(tiga) tahun sejak diterbitkan belum pernah di­
terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atnu baha­
sa daerah ; 

b. penterj emah •• 
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b. penterjemah telah meminta izin terjemahan dari 

pemegang hak cipta, tetapi izin i tu tidak diper-­
oleh dalam waktu 1 ( satu) tahun sejak perminta­
an di aj ulcan. 

(2) Untuk penterjemahan sebagaimana Jimaksud dalam ayat 
(1) huruf b, diperlukan izin dari Menteri Kehakiman. 

(3) Menteri Kehakiman menetapkan imbalan kepada pemegang 
hak cipta dan dalam memberikan izin untuk penterje­
mahan itu mendengar pertimbangan Dewan Halt Cipta se­
bagaimana dimaksud dalam Pasal 39. 

Pasal 16 

(1) Dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 48 Sub b 
maka untuk kepentingan nasional ciptaan orang bu.kan 
warga negara Indonesia dan badan asing dapat cliper­
banyak untuk keperl uan pemakaian dalam wilayah Repu­
blik Indonesia, dengan ketentuan-ketentuan sebagai 
berikut : 

a. ciptaan orang bukan warga-negara Indonesia dan b~ 
dan asing tersebut, selama 2 (dua) tahun sejak 
diumwnkan belum cukup diperbanyak di dalam w:i.la-· 
yah Republik Indonesia ; 

b. telah dimintakan izin untuk memperbanyak ciptaan 
tersebut, tetapi izin itu tidak diperoleh daJ.am 
waldu 1 (satu) tahun sejak permintaan diajukan, 

(2) Perbanyakan 8 ebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hu­
ruf b tersebut di atas, tidak dianggap sebagai pe­

langgaran hak cipta. 

(3) Untuk memperbanyak ciptaan sebag8,imana dimaksud da­
lam nyat ( 1) diperlukan izin dari Men-Geri Kehakiman. 

(4) I\'Ienteri Kehakiman menetapkan imbalan kepada pemegang 
hak cipta dan dalam memberi izin perbanyaJ;:a.n i tu, meg 
dengar pertimbangan Dewan Hak Cipta sebagaimana di~· 

malrnud dalam Pasal 39. 

Pasal 17 • • • • • • • • • 
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Pasal 17 

( 1) Pengwnwnan sesuatu ciptaan melalui penyiaran rac1io 
atau televisi yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
untuk kepentingan nasional dapat dilakuka.n dengan t;h 
dak mernerlukan izin terlebih d:.1 :<~ 1::_ dari pemegang ... 
hal( cipta 51 dengan ketentuan bahwa kepada pemegang -
hak cipta itu diberi ganti rugi yang layak. 

(2) Badan penyiar radio atau televisi yang berwenang un~ 
tul;: mengurnumkan ciptaan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1); berwenang mengabadikan ciptaan itu dengan 
alat-alatnya sendiri clan semata-mata untulc siaran 
radio atau televisinya sendiri 1 dengan ketentuan bag 
wa untuk penyia1~an selanj utnya badan penyiar terse~· 
but memberikan gan-ci rugi yang layak kepada pemegang 
hak cipta yang bersangkutano 

Pasal 18 

( 1) Pemegang hak cipta atas potret seseorang; untuk mem-~ 

perbanyak atau mengumumkan ciptaannya, harus terle­
bih dahulu mendapat izin dari orang yang dipotret; 
atau dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah 
orang yang dipotret meninggal dt; · :La , mendapat izin 
ahli warisnya. 

( 2) Jika suatu potret memuat 2 ( dua) orang atau lebih., 

maJ.;:a untuk perbanyakan atau pengumuman masing - ma­
sing yang dipotret~ apabila pengumuman atau perba -
nyakan itu memuat juga orang lain dalam potret itu; 
pemegang hak cipta harus terlebih dahulu mendapat -
izin dari masing-masing dalam potret itu; atau da­
lam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah yane 

bersangkutan meninggal dunia dengan mendapat izin 
ahli wa.ris masing-masing. 

(3) Pasal ini hanya berlaku terhadap potret yang dibuat: 

a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret; 
b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang 

yang dipotret ; 
c. untuk kepentingan orang yang dipotret. 

Pasal 19 . ~ ~ .... 
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PasaJ. 19 

:Oti.lam hal suatu potret dibuat 

a. tanpa persetujuan dari orang yanp, dipotret ; 

b. tanpa persetuj uan orang lain at8 ,:, aama ya rg dipotret; 
c. tidak untuk kepentingan yang dipotret, 

maka pemegang hak cipta atas potret itu tidak boleh meng 
umumkannya1 apabila pengumuman itu bertentangan - dengan 
kepentingan yang wajar dari orang yang dipotrett atau 

apabila ia sudah meninggaJ. dunia, kepentingan yang wa­
j ar dari salah seorang ahli warisnya. 

Pasal 20 

Tidal: dianggap sebagai pelanggaran hak cipta; pemotretan 

untuk diumumkan dari pada seseorang pelaku atau lebih 
dalam suatu pertunjukan umum, waJ.aupun yang bersifat ko­
mersial1 keouali dinyatakan lain oleh orang yang berke -
pentingan. 

Pasal 21 

Untuk kepentingan keamanan umum dan atau untuk keperlu­
an proses peradilan pidana, potret ; eseorang dalam kead~ 
an bagaimanapun j uga, dapat diperbanyak dan diumwnkan o .. ~ 
leh instansi yang berwenang. 

Pasal 22 

Keouali ada persetujuan lain antara pemegang hak oipta 
dan pemilik suatu karya ciptaan yang berupa karya :foto­

grafi, lukisan, gambar, karya arsitektur, pahatan dan 
hasil seni lainnya, pemilik berhak tanpa persetujua~ da­
ri pemegang hak cipta untuk mempertunjukkan ciptaan di 
dalam suatu pameran untuk umum atau memperbanyalmya da­
lam satu katalogus, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 18 

d.an Pasal 19 apabila hasil karya seni tersebut berupa 
potret. 

Pasal 23 • I • I • 
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Pasal 23 

KBcuali adn persetujuan lain antara pencipta dan peme -
gang hal{ cipta, pencipta suatu ciptaan karya pahat; ciQ 

taan lukisan tetap berhak untuk meml mt ciptaan yang sg 
ma, walaupun ,pencipta telah menyerari.Kan hak oiptanya k.~ 
pada orang lain. 

Pasal 24 

(1) Penci~ta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut 
kepada pemegang hak cipta supaya nama pencipta te .. 

tap dica.ntumka.n dalam ciptaannya. 

(2) a. Tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu 

ciptaan kecuali dengan persetujuan pencipta atau 
altli warisnya. 

b. Dalam hal pencipta telah menyerahkan hak oiptanya 
kepada orang lain, selama penciptanya masih hidup 

diperlukan persetujuannya w1tuk mengadakan peru­
bahan termaksud dan apabila pencipta telah mening 
gal dunia, izin Qari ahli warisnya. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2); ber·· 
laku juga terhadap perubahan ju ll dan anak judul 

ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau n:::una 
samaran pencipta. 

(4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada cip.­
taa'Yl.nya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. 

Pasal 25 

( 1) Hak cipta suatu hasil ciptaan tetap ada ditangan pe~ 

cipta selama kepada pembeli hasil ciptaan i tu tidal~ 

diserahkan seluruh hak ciptanya. 

( 2) Hal;: cipta yang dij ual untuk seluruh a tau sebagiannya 

tidak dapat dij ual untuk kedua kalinya oleh penj ual 

yang sama. 

(3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli 

hak oipta yang sama atas sesuatu ciptaan;. perlindu­
ngan diberikan kepada pembeli yang terdahulu mempe~ 
oleh hak cipta itu. 
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BAB II 

VJ.ASA BERLAKU RAK CIPTA 

Pasal 26 

( 1) Hak cipta berlaku selarna hidup pencipta dan 25 ( dua 

puluh lima) tahun sesudah ia meninggal dunia. 

( 2) Jika hal{ cipta itu dimiliki 2 ( dua) orang atau le­

bih, mal{a hak cipta berlaku selama hidup peno:llpta -

yang terlama hidupnya dan 25 ( dua puluh lima) tahun 
sesudah ia meninggal dunia. 

(3) Jika pada suatu ciptaan tidak dicantumkan sama sekg 

li nama pencipta, atau dicantumkan sedemikian rupa 

sehingga nama pencipta yang sebenarnya tidak dike -
tahui, maka hak cipta itu berlaku selama 25 ( dua 
puluh lima) tahun sesudah ciptaan i tu diumumkan UJ.1.­

tuk pertama kalinya. 

(4) Jangka T·raktu sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 3) 

berlaku juga terhadap ciptaan yang hale ciptanya di­

miliki oleh suatu badan hukum. 

Pasal 27 

Hak cipta at au ciptaan karya f otografi atau karya sine­

matografi serta ciptaan yang dibuat menurut cara penger­

jaan yang sejenis, berlaku selama 15 (lima belas) ta..hun 
dihitung mulai tanggal ciptaan itu diumumkan untuk pert§ 

ma ka1inyar tanpa mengtrt.,angi ketentuan Pasal 11 ayat 

(3). 

Pasal 28 

(1) Jangka waktu berlakunya hak cipta atas ciptaan yang 

diumumkan bagian demi l.Jagian, dihitung mulai tangga.l 

pengumuman bagian yang terakhir. 

( 2) Da.lam •••••••••• 
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( 2) Dalam menentukan jangka uaktu berlakw.1ya hak cipta. 

ciptaan yang terdiri dari 2 (dua) jilid atau lebih; 
demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan se 
cara tercetak dan tidak bersamaan waktunya; maka t.i. 
ap jilid. atau ikhtisar dan berita itu masing-masing 
dianggap sebagai ciptaan tersena~ri. 

BAB III 

PENDAFTARAN CIPTAAN 

Pasal 29 

(1) Departemen Kehakiman menyelenggarakan pendaftaran 

ciptaan dalam daftar wnum ciptaan dan pengumwnan 
resmi tentang pendaftaran itu. 

( 2) Daftar un1wn ciptaan terse but dapat dilihat oleh se­
tiap · orang tan pa dipungut biaya di kantor Departe~· 

men Kehakiman. 

(3) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri 
suatu petikan dari daftar umwn ciptaan tersebut de-~ 

ngan memenuhi biaya yang di tetapkan oleh l':Ienteri 
Kehakiman. 

Pasal 30 

Pendaftaran ciptaan dalam daftar wnum ciptaan tidalc me­
ngandung arti sebagai pengesahan atas isi; arti a.tau 
bentuk dari ciptaan yang didaftarkan. 

Pasal 31 

( 1) Pendaftaran ciptaan dalam daftar umwn ciptaan dila­
kukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta 
atau oleh pemegang hak cipta. 

(2) Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada Nen­
teri Kehakiman dengan surat rangkap dua yang ditu­
lis dalam bahasa Indonesia dan disertai 

a. biaya • • • • • • • • • 
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a. biaya pendaftaran yang ditetapkan oleh :Menteri 

Kehakiman 9 

b. contoh ciptaan atau penggantinya. 

( 3) Ketentnan lebih lanj ut ten tang ~ .ITat permohonan 
ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. 

Pasal 32 

Permohonan pendaftaran ciptaan yang dilakukan atas na­
ma lebih dari seorang dan atau satu badan hukum, diper­
kenanl::an j ika orang a tau badan i tu bersama-sai11a berhalc 
atau menyatakan persetujuan secara tertulis bahwa mere­
ka akan bersama-sama berhak atas ciptaan tersebut dan 
kepada Departemen Kehakiman yang melakukan pendaftaran. 
diserahkan suatu turunan resmi dari akta atau keterang~­
an tertulis yang mernbuktikan hal tersebut. 

Pasal 33 

DaJ.am daftar urnum ciptaan dimuat antara lain 

a. tanggaJ. penerim~~ surat permohonan 9 

b. tanggal lengkapnya persyaratan menurut ketentuan 

Pasal 31 9 

o. nomor pendaftaran ciptaan. 

Pasal 34 

(1) Penda:ftaran ciptaan dianggap telah dilakukan pada 
saat diterimanya permohonan pendaftaran di Depar­
temen Kehakiman dengan lengkap menurut ketentuan 
Pasal 31 atau pada saat diterimanya permohonan 
pendaftaran dengan lengkap menurut ketentuan Pa~ 

sal 31 dan Pasal 32 jika perrnohonan pendaftaran 
diajuka.n oleh lebih satu orang atau badan-badan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32. 

(2) Pcndaftara.n sebagaima.na dimaksud dalam ayat (1) 

diumumkan dalam Tambaha.n Berita Negara Republik 
Indonesia oleh Departemen Kehakima.n. 

( 3) Jika •••••. 
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(3) Jika permohonan pendaftaran diajukan dengan leng­
kap sebagaimana dimaksud dalaro ayat ( 1) dalam wak­

tu 1 (satu) tahun setelah pengumuman pertama suatu 
oiptnan; maka permohonan pendaft9,ran i tu dianggap 
telsh diajukan pada saat pengumuman pertama oipta­
an i tu. 

Pasal 35 

(1) Pemindahan hak atas pendaftaran ciptaan yang ter -

daftar menurut Pasal 33 yang terdaftar dalam Batu 
nomor, lw.nya diperkenankan jika seluruh ciptaan 
yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada pene­
rirna hak. 

(2) Pemindahan hak tersebut dicatat dalaro daftar umum 
ciptaa.n atas permohonan tertulis dari kedua belah 
pihak atau dari penerima hak. 

(3) Menteri Kehakirnan menetapkan biaya pencatatan 
pemindahan hak tersebut. 

(4) Penoatatan pemindahan hak tersebut diumwnkan dalara 
TarnlJahan Beri ta Negara Republik Indonesia oleh 

Departemen Kehakiman. 

Pasal 36 

·~. 

(1) Jika ciptaan yang didaftar menurut PaseJ. 33 tidak S.§. 

suai denga.n ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pa~ 
sal 13t Pasal 14 . sub a, b, c. e da.n f; Pasal 15; Pa­
sal 16; Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 23 
maka orang lain yang menurut Pasal 2 berhak atas hak 
oipta dapat mengaj uka.n gugatan kepada Pengadilan Ne-· 
geri Jakarta Pusat dengan surat gugatan yang ditanda 
tangani pemohon sendiri atau kuasanya agar supaya 
pendaftaran ciptaan tersebut dibatalkan. 

(2) Gugatan tersebut harus dilakukan penggugat dalam wajf 

tu 9 ( sembilan) bulan setelah pengumuman dalaro Tam­
bahan Berita Negara Republik Indonesia termaksud dg 
lam Pasal 34 diterbitkan • 

(3) Sehabis •••••• 
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(3) Sehabis tenggang waktu sebagaim!Jlla dimaksud dalarn 
ayat (2), gugatan pembatalan pendaftaran oiptaan 
itu masih juga dapat diajukan jika hak penggugat 
terbukti dari suatu putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap . 

Pasal 37 

( 1) Perubahan nama atau perubahan alamat dari orang a·~ 

tau suatu badan hukum yang namanya tercatat dalam 
daftar umum ciptaan sebagai pencipta atau pemegang 
hak cipta, dicatat dalam daftar wnum ciptaan atas 
permintaan tertulis dari pencipta atau pemegang hak 
cipta yang mempunyai nama dan alamat i tu, dengan m.~ 
menuhi biaya yang ditetapkan oleh :Menteri Kehakiman. 

(2) Perubahan nama atau perubahan alamat tersebut di­
umwnkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indo­
nesia oleh Departemen Kehakiman. 

Pasal 38 

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan hapus ka-
rena : 

a. penghapusan atas permohonan orang, suatu badan hukum 

yang namanya tercatat sebagai pencipta atau pemegang 
hak cipta 9 

b, lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 de·"~ 

ngan mengingat Pasal 27 dan Pasal 28 9 

o. dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang te1ah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 

BAB IV •••••••••• 
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BAB IV 

DEWAN HAK CIPTA 

Pasal 39 

( 1) Untuk membantu Pemerintah dalarn memberikan penyUlu[~ 
an dan bimbingan serta untuk pembinaan hak cipta ; 
dibentuk Dewan Hak Cipta. 

(2) Anggota Dewan Hak Cipta terdiri dari wakil departe­
men atau instansi pemerintah yang bersangkutan; se~ 

ta wakil dari organisasi menurut bidang keahlian 
dan profesi yang bersangkutan. 

(3) Syarat organisasi pencipta yang dap~t mengirimkan 
wakilnya dalarn Dewan Hak Cipta, jumlah wakil dan 
syaratnya, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

(4) Penetapan anggota ahli atau wakil profesi dalarn bi­
dang hak cipta dan tambahan keanggotaan diputuskan 
oleh Pemerintah bersama-sarna dengan anggota yang me~ 
waldli organisasinya. 

Pasal 40 

( 1) Ketua; waJ.{i1 ketua, sekretaris, wakil sekretaris 
dan anggota Dewan Hale Cipta lainnya diangkat dan 
diberhentiktm oleh Presiden atas usUl Menteri Ke­
hakiman. 

(2) Ke'bentuan lebih lanjut mengenai tugas 1 fungsi 

susunan, tata-kerja, pembiayaan dan tata cara 

penggantian lowongan dalam Dewan Hak Cipta di tetap-~ 
kan dengan Peraturan Pemerintah. 

(3) Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaima.na dimaksud 
dalam ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Belanja 
Departemen Kehakiman. 

BAB V • • • • • • • • • 
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BAB V 

HAK DAN WEWENANG MENtJN"TUT 

Pasal 41 

Penyerahan hal{ cipta atas seluruh ciptaan kepada orang 
atau badan lain tidak mengurangi hak pencipta atau ah­
li warisnya untuk menuntut seseorang yang tanpa perse­
tuj uannya : 

a. meniadalcan nama pencipta yang tercanturfi pada ciptaan 
itu ; 

b. mencantwnkan nama pencipta pada ciptaannya ; 

c. mengganti atau mengubah judul ciptaan itu ; 

d. mengubah isi ciptaan itu. 

Pasal 42 

(1) Hal{ cipta memberikan hak untuk menyita benda yang 
diur-1umkan bertentangan dengan hak cipta itu serta 
perbanyakan yang tidak diperbolehkan, dengan oa.ra 
dan dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan 
untuk penyi taan benda bergeralc - •.ik untuk menuntut 
penyerahan benda tersebut menjaai miliknya ataupun 
untuJ.c menuntut supaya benda i tu dimusnahkan atau 
dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi. 
Hal{ cipta terse but j uga memberi hak yang sama tm·· 

tuk penyitaan dan penuntutan terhadap jumlah uang 
tanda masuk yang dipungut untuk menghadiri cera.inah, 

pertunj ulcan at au pameran yang melanggar hak cipta 
itu. 

(2) Jika dituntut penyerahan benda sebagaimana dimak­
aud dalam ayat ( 1), maka hakim dapat memerintal1 -
kan bahwa penyerahan itu baru dilaksanakan sete -
lah dibayar ganti rugi oleh orang yang menuntut k§. 
pada pihak yang beritikad baik. 

(3) Jika •••••• 
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(3) Jika ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

merupal:;:an pelanggaran, pemegang hak ci:pta berhak 
mengajukan gugatan ke pengadilan negeri1 selain ug 
tuk mendapat ganti rugi j uga supaya pengadila.n ne­
geri memerintahkan pelanggar me1 '·· 'l.dakan perubahan 
sedemikian rupa, sehingga pelanggaran hak cipta i­
tu ditiadakan, dengan ketentuan bahwa pelanggar d~ 
ha.ruskan memba.yar sejwnlah uang sebaga.i ganti rugi 
apabila dala.m waktu yang ditentukanperintah pengg 
dilan negeri itu tidak dilaksanakan, dengan tidak 
mengurangi tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak 
cipta. 

Pasal 43 

( 1) Hak pemegang hak cipta sebagaimana dimaJrnud dala.m 
Pasal 42 tidak dapat diperlakukan terhadap benda 
yang ada dalam tangan seseorang yang tidak mempeE 
dagangkan benda-benda itu dan memperolehnya untuk 

keperluan sendiri. 

(2) Gugatan sebagaimana dimaksud dala.m Pasal 42 ayat 
(3) hanya dapat diajukan terhadap pelanggar yang 
dengan sengaja mengakibatkan pelanggaran hak oipta 
i tu. 

BAB VI 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 44 

(1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar hak cipta, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (ti­
ga) tahun a.tau denda setinggi - tingginya 
Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ). 

(2) Barangsiapa menyiarkan, memamerkan a.tau menjual k£ 
pada urnurn suatu ciptaan yang diketahuinya melang -
gar hak cipta, dipidana dengan pidana penjara pa­
ling lama 9 (sembilan) bulan a.tau denda setinggi -
tingginya Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ). 
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(3) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pa­

sal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 
6 (enarn) bulan atau denda setinggi - tingginya 
Rp, 500,000,- ( lima ratus ribu rupiah). 

(4) Tindak pidana tersebut dalam pc, ,., ::._ .ini adalah ke­
jahatan. 

Pasal 45 

Tindal{ pidana se bagaimana dimaksud dalam Pas al 44 tidak 
dapat dituntut kecuali atas pengaduan dari pemegang hak 
cipta. 

Pasal 46 

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.4 
dilaku k a.n oleh atau atas nama suatu badan hukum maka 

tuntutan pidana dilakukan dan pidana atau tindak::an tata 

tertib dijatuhkan terhadap badan hukum atau terhadap 
yang memberikan perintah untuk melakukannya atau yang 
memimpin c1alam melakukan tindak pidana i tu. 

Pasal 47 

Segala perbanyakan yang dirampas ka1ana terbukti me~ . 

la.nggar hak cipta, dapat dimusnahkan oleh pengdadilan; 

tetapi pengadilan dalam putusannya dapat menentukan 
bahwa perbanyakan itu diserahkan kepada pemegang hak 

cipta atas permintaannya, yang harus d:Laj ukan selamba~~ 
larnbatnya satu bulan sesudah tanggal putusan itu mem­
peroleh kekuatan hukum tetap. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 48 

Undang-undang ini berlaku terhadap ~ 

a. semua ciptaan warga negara Indonesie , badan hukum 
yang diumumkan pertama kali di dalam negeri. maupun 
di luar negeri 9 

b, semua •••••• 
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b. semua ciptaan orang bukan warga negara Indonesia dan 

badan asing yang untuk pertama kali diumumkan di In·­
donesia. 

Pasal 49 

Undang.~undang ini rn.ulai berlaku pada tanggal diundang .• 
kan. 

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya da­
lam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Di undangkan di Jakarta 

pada tanggal 12 April 1982 

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

tta .• 

SUDHARMONO, S.H. 

Disahkan di Jakarta 
Pada tanggal 12 April 1982 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SOEHARTO 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHON 1982 NOMOR 15. 
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P E N J E L A S A N 

A T A S 

UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 6 TAHUN 1982 

TENTANG 

HAK C I P TA 

1. Dalrun rangka pembangunan di bidang hukum demi mendorong dan 

melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil karya ilmu; seni 

dan sastra serta mempercepat pertumbuhan, kecerdasan kehidup­
an bangsa perlu di bentuk Undang~tmdang ten tang Hak Cipta, Un­
dang-undang tentang Hak Cipta Auteurswet 1912 Staatsblad no. 
600 tahun 1912, perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan 
kebutuhan dan ci ta-ci ta huku.i11 na::.: :: .c:.: al. 

2. Dalam Undang-undang ini selain dimaksudkan unsur baru mengi­

ngat perkembangan teknologi, diletakkan juga unsur kepribadi­

an Indonesia yang mengayomi baik kepentingan individu maupun 
masyaral;:at sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara 
kedua kepentingan termaksud. 

Walaupun a_alam Pasal 2 di tentukan bahwa ha' cipta adalah halt 

khusus tetapi sesuai dengan j iwa yang terKai:i.u.lillg dalam Pasal 
33 Undang-Unda..ng Dasar 1945, maka ia mempunyai fungsi sosial 
dalarn arti ia dapat dibatasi untuk kepentingan umum. 

Hal ini dapat kiranya dilihat 

a. pada kemungkinan membatasi hak cipta demi kepentingan umum/ 

nasional dengan keharusan memberikan ganti rugi pada penoiQ 

tanya (Pas al 1 6) ; 

b. pada penyingkatan waktu berlakunya hak cipta dari 50 (lima 
pulllh) tahun menurut peraturan yang lama menjadi 25 (dua :p~ 
luh lima) tahun (Pasal 26 dan seterusnya) ; 

c. dengan diberikannya hak cipta kepada negara atas benda bu.­
daya nasional (Pasal 10)o 

3. Untuk •••••• 
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3. Untulc.memudahka.n pembuktian dalam hal sengketa mengenai hak 

cipta, dalam Undang-undang ini diadakan ketentuan - ketentuan 
mengenai pendaftaran ciptaan. 

Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, knrena tanpa pendaf­

taranpun hak cipta dilindungi. Ranya menz· "1.8.; ciptaan yang 
tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu 
pembuktian hak ciptanya dari ciptaan yang didaftarkan. 

Dalam hal ini pengumuman pertama suatu ciptaan diperlal{uka.n 

sama dengan pendaftaran. 

Pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa se­
mua permohona.n pendaftara.n diterima denga.n tidal{ terlalu me­
ngadaka.n penelitia.n mengenai hak pemohon~ kecuali jika sudah 
jelas ternyata ada pelanggara.n hak cipta. 

Demikian dalam unda.ng-undang ini dianut sistim pendaftara.n n.§_ 
gatif-deklaratif; seperti juga yang dipergunaka.n dalam pen -
daftara.n merek da.n pendaftara.n tanah. Pada umumnya dalam hal 
terjadi sengketa, kepada hakim diserahkan kewenangan untuk 
mengambil keputusan. 

4. Dalam unda.ng-undang ini diatur pula tentang Dewan Hale Cipta 
yang mempunyai tujuan untuk penyuluhan serta bimbinga.n kepada 
pencipta mengenai hak cipta. Dewan Rak Cipta ini mempunyai ·­
fungsi ganda yaitu sebagai wadah untuk mel~ ·1.dungi ciptaan yang 
diciptakan oleh warga negara Indonesia mc_v -~: .::.. penghubung an~ 
tara dalam dan luar negeri, menjadi tempat berta.nya serta me­
rupal{an badan yang memberi pertimbangan kepada pengadilan ne­

geri atau lain-lain instansi pemerintah. Dengan ada.nya Dewan 
Rak Cipta diharapkan agar kepentinga.n para pencipta akan le­
bih terjamin. 

5. Prinsip dalam pemberia.n perlindungan hak cipta yang dianut 
dalam unda.ng-undang ini, ialah pemberian perlindungan kepada 
semua cipt,aan warga negara Indonesia dengan tidak memandang 
tempat dimana ciptaan diumumkan untuk pertama kalinya. 

Ciptaan orang asing yang tidak diumumkan untuk pertama kalinya 
di Indonesia tidak dapat didaftarkan. 

PAS.AL •••••• 



- 50 -

PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

a .. Pencipta harus menciptakan sesuatu yan1 asli dalam arti 
tidak meniru. 

-
b,. Cukup j elas. 
c. Cukup j elas. 
d. Dengan mengalih wujudkan dimaksud transformasi; seperti 

pa.tung dijadikan lukisan, cerita roman menjadi drama; dra­
ma bisa menjadi drama radio dan sebagainya. 

e. Cukup jelas. 

Pasal 2 

Dengan hak khusus dari pencipta dimaksudkan bahwa tidak ada 
orang lain yang boieh melakukan hak itu a.tau orang lain ke­
cua.1i dengan izin pencipta. 

Pasal 3 

Hak cipta dianggap benda yang bergerak dan immateriil .. 
Hak cipta tidak dapat dialihkan secara lisan, harus dengan ak 
ta otentik atau ak:ta dibawah tangan. 

Pasal 4 

Berhubung sifat ciptaan adalah pribadi dan manunggal dengan 
diri pencipta, maka hak pribadi itu tidak dapat disita dari 
padanya. 

Pasal 5 

Ayat ( 1) 

Cukup j elas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud . disini hanya ceramah saja dan bukan pemain 
ciptaan musik1 karena hampir semua pembawa lagu bukanlah 
penciptanya. 

Pasal 6 dan Pasal 7 
Ketentuan dalam pasal-pasal ini dimaksudkan untuk menetapkan 
siapa yang dianggap pencipta. 

Pasal 8 • • • • 
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PaJ iiJ. •;- 8 .J 

( 1) r:Y,:@ g dgnak;sud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepe­
.. , gq:w:?-J-an . negeri deri~~· instaiflH:ftya . 
. ·. :.: . . · . . 

( 2f.Yang d:i.maksud dengan b.ubup.gan kerj a a<1 '-.-J.ah hubungan karya-
·· ·: · ~·.,· , . :rru 

wan dengan pemberi ke:r:ja di leinbaga Swasta .. 

Pasal 9 

Badan hukum sebagai pencipta dalam pasal ini diatur tersendi­
ri karena adan ya beda khusus dari orang atau orang-orang se~ 

bagai pencipta antara lain apabila ditinjau dari sudut masa 
berlakunya hak cipta. 

Dengan badan hukum disini dimaksudkan juga instansi resmi. 

Pasal 10 

Dalam rangka melindungi hasil kebudayaan rakyat yang dimaksud 
dalam ayat ( 2)a pasal in~;,1 ~.emerintah dapat mencegah adanya mg • . __ ..., 

nopoli serta adanya tindakan yang merusak citra kebudayaan te~ 
sebut. 

Pasal 11 

Ayat ( 1) 

Cukup j elas. 

Ayat ( 2) 

Yang dimaksud disini adalah pengolahan selanjutnya dari pa­
da ciptaan yang asli, tetapi yang dalam bentuk pengolahan 
ini merupakan suatu ciptaan yang baru dan tersendiri, se­
hingga pa.tut diberikan perlindungan tersendiri. 

Himpunan beberapa ciptaan s ebagaimana 
bunga rampai ; potpori ensiklopedia, 
ini. 

yang lazim disebut 
termasuk dalam ayat 

Ayat (3) • • • I • 
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Ayat ( 3) 

PasaJ. 

a. 
b. 

c. 

d. 

Dalam hal ini dirnaksudkan sketsa atau manuskrip dan yang 

semac8l.t"1 itu yang sudah merupakan suatu kesatuan yang leng­

kap wal2upun belum diumumkan. 

12 

Cukup j elas. 
Cukup j elas. 
Cukup jelas. 

Ouk.up jelas. 

e. Yang dimaksud dengan ayat e ini adalah keputusan seperti 

keputusan Mahkamah Pelayaran, keputusan Panitia Penyeles~ 

an Perselisihan Perburuhan, keputusan Badan Urusan Piutang 

Negara dan lain-lain o 

Pasal 13 

a. Walaupun pengumuman dan perbanyakan lambang negara dan la·~ 

gu kebangsaan bebas, tetapi demi kepentingan negara tetap 

diadakan pencegahan terhadap perubahan dan/ atau penyeleng--

garaannya. 

b. Contoh dari pengumuman yang dilindungi, ialah publikasi m.~ 

ngenai sesuatu hasil riset ya_r1g dilakuJ _-- n dengan biaya ne­

gara. 

c. Pengertian "berita11 harus ditafsirkan termasuk berita foto, 

sedangkan cerita pendek, cerita bergambar, novel dan seba­

gainya tidak termasuk dalam pengertian 11 berita 11
• 

Pas al 14 

a. Cukup jelas. 

b. Ouk up jelas. 

c. Cukup jelas. 

d. Ouk up jelas. 

e. Cukup jelas. 

f. Ada • • • • 
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f. Ada kemungkinan bahwa suatu bangunan menurut gambar sketsa, 

sketsanya; pemagaran balkon tingkat atasnya terlaLu rendah, 
sehingga perlu dipertinggi menyimpang dari gambar sketsa. 
Karena itu dibuka kemungkinan untuk men (Sadakan perubahan 
atas dasar pertimbangan teknis. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Ayat ( 1) 

Orang yang tidalc berkewarganegaraan termasuk bukan warga 
negara Indonesia. 

Ayat ( 2) 

Cukt1p j elas. 

Ayat (3) 

Cukup j elas. 

Pasal 17 

Cukup j elas. 

Pasal 18 

Tidak selalu orang yang dipotret akan setuju bahwa potretnya 

diumwnkan tanpa diminta persetujuannya. 
Karena i tu ditentu..."kan bahwa harus dimintakan persetuj uannya, 

utau persetujuan ahli warisnya. 

Pasal 19 

Dapat terjadi; bahwa seseorang tan.pa diketahuinya telah dipo~ 
tret daJ.am keadaan atau sikap badan yang.dapat merugikan ba~ 

ginya. 

Pasal 20 

Dal.am suatu pameran mode pakaian, seorang peragawati yang me­

mamerkan pakaian tertentu atas dasar kepribadian Indonesia 
dapat berkeberatan jika diambil potret untuk diumumkan. 

Pasal 21 • • • • • 
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Pasal 21 

Cukup j elas • 

Pasal 22 

Cukup j elas. 

Pasal 23 

Ketentuan dalam pasal ini sesuai denga.n sifat manunggal ..hak 

cipta dengan penciptanya. 

Pas al 24 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup j elas. 

Ayat (3) 

CukUJ? j elas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pas al 25 

Ketentuan dalam pasal ini sesuai denga.n sifat manunggal hak 

cipta dengan pencipta.nya. 

Pasal 26 

Ayat ( 1) 

Sesuai , dengan ketentuan hak cipta yang mempunyai fungsi 

sosial; maka berlakunya hak cipta ditetapkan lebih pendek 

dari pada yang berlaku sebelum undang-undang ini berlaku 

agar hak cipta itu tidak terlalu lama berada dalam tangan 
perorangan. 

Ayat (2) 

Ja.ngka waktu 25 (dua puluh lima) tahun sebagaimana dimak­
sud, dalam pasal ini dihitung sejak pencipta meninggal du­
niat atau pencipta yang terlama hidupnya meninggal dunia. 

Ayat (3) •• • 
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Ayat (3) dan Ayat (4) 

Cukup j elas. 

Pasal 27 

Berhubung dengan sifat ciptaan karya fotografi dan karya si~ 

nematografi yang aktuali tasnya tidak begi tu tahan waktu; ma­
ka masa berlakunya hak cipta ini lebih pendek dari pada yang 
bias a. 

Pasal 28 

Ayat (1) 

Ceritera atau karangan yang bersambung dalam majalah atau 

surat kabar misalnya, baru dianggap selesai di umumkan se­
telah pengumwnan bagian yang terakhir. 

Ayat (2) 

Cukup j elas. 

Pasal 29 

Karena undang -undang ini hanya mengatur soal-soal yang pokok 
saja; maka sebaiknya peraturan secara terperinci diserahkan -
pembuatannya kepada Menteri Kehakiman, yang antara lain dapat 
menentukan cara pencatatan dalam daftar jika terjadi pemindag 
an hak cipta. 

Pasal 30 

Pejabat yang bertugas mengadaka.n pendaftaran hak cipta tidak 

berta.nggung jawab atas isi, arti atau bentuk dari ciptaan 

yang terdaftar. 

Pasal 31 

Cukup j elas. 

Pasal 32 
Cukup j elas. 

Pasal 33 
Cukup j elas. 

Pasal 34 ••• 
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PasaJ. 34 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Ayat (1) dan Ayat (2) 

Ketentuan ini dima..~sud.kan memberikan kepastian hukum. 

Ayat (3) 

Cukup j elas. 

Ayat (4) 

Cukup j elas. 

Pasal 36 

Cukup j elas. 

Pasal. 37 

Cukup jelas. 

Pas al. 38 

Cukup j elas. 

Pas al 39 

Cukup jelas. 

Pas al 40 

Cukup jelas. 

Pasa1. 41 

Yang disebut dalam huruf a, b, c dan d adalah hak moril 
yang melekat pada pencipta. 

Pasal 42 •••••• 
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Pasal 42 

Ayat ( 1) 

Cukup j elas. 

Ayat ( 2) 

Ketentuan ini diLlaksudkan untuk melindungi kepentingan hu­
kum orang yang beriktikad baik, yang aka.n mengalami keru -
gian, jika kepadanya tidak diberi ganti rugi. 

Ayat (3) 

Cukup j elas, 

Pasal 43 

Ayat ( 1) 

Dalam ayat ini dilindungi itikad baik dari pada pemilik 

benda ciptaan. 

Ayat (2) 

Cukup j elas. 

Pas al 44 

Ayat ( 1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

~at (4) 

Cukup jelas. 

Pas al 45 

Cukup jelas. 

Pasal 46 ••• 
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Pasal 46 

Cukup j elas. 

Pasal 47 

Cukup j elas. 

Pasal 48 

a. Undang-undang ini berlaku terhadap ciptaan warga nega.ra 

Indonesia yang diurnumkan pertama kali di Indonesia. 

Juga berlaku terhadap ciptaan warga negara Indonesia 

yang diumumkan pertama kali di luar negeri. Jadi ber·­

laku untuk semua ciptaan warga negara Indonesia. 

b. Undang-undang ini berla.ku terhadap ciptaan orang asing9 

yang pertama kali diurnwnkan di Indonesia. 

J adi tidalr berlaku terhadap ciptaan orang asing yang 

pernah diwnumkan di luar negeri. 

Pasal 49 

Cukup j elas. 

T.AJYIBAHAN LEl"YIBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 217. 



Menimbang 

UND.ANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOJ\mR 4 TAHUN 1982 

TEN TANG 

KETENTU.AN-KETENTUAN POKOK 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN 

HID UP 

DENG.AN RAHM.AT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRDSIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

SALIN.AN 

a. bahwa lingku.ngan hidup Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang 
Maha Esa kepada Bangsa Indonesia, merupakan ruang bagi kehidupan 
Bangsa Indonesia dalam segala aspek dan matranya sesuai dengan Wa­
wasan Nusantara ; 

b. bahwa dalB.m mendayagunakan sumber daya alam untulr memaj ulrn .•. '1. 

kesejahteraan umum seperti termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 
dan untu1c mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu 
diusahakan pelestarian kemampuan lingku.ngan hidup yang serasi dan 
seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan dilak­
sanalcan dengan kebijaksanaan terpadu dan menyeluruh serta memper­
hi tungka.n kebutuhan generasi sekarang dan mendatang ; 

c .. bahwa kebijaksanaan melindungi dan men@· . r'<bangkan lingkungan 
hidup dalam hubungan kehidupan antar ba.ngsa adalah sesuai dan se­
laras dengan perkembangan kesadaran lingkungan hidup umat manusia; 

d. bahwa dalam rangka mengatur pengelolaan lingkungan hidup be~ 
dasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh; perlu 
diteta:p kan undang-undang yang meletakkan ketentuan-ketentuan po­
kok untu.k menjadi l andasan bagi pengelolaan lingkungan hidup ; 

Mengingat : 

1. Pasal 5 ayat (1); Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 Undang-Ug 
dang Dasar 1945 ; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 
tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ; 
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Menetapkan : 
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Dengan Persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 

INDONESIA. 

MEMUTUSKAN 

UNDAN~4U1~DANG TENTA.."f\JG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENGELOL.AAN 

LINGKUNGAN HIDUP. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dal2Jn Undang·--undang ini yang dimaksud dengan g 

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, 
daya; keadaan dan mahluk hidup, termasuk didalamnya manusia clcn 

perilakunya; yru"lg mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan ke·~ 
sejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya ; 

2. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu c1aJ.am P§. 

manfaatan, penataan1 pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pem.\:l; 
lihan; dan pcngembangan lingkungan hidup. 

3, Ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh ag 
tara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi ; 

4. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk meg 
dukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya ; 

5. Surnber daya adalih unsur lingkungan hidup yang terdiri atas 
surnber . daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam noA 

hayati1 dan sumber daya buatan ; 

. 6. Balru. mutu lingkungan adalah batas atau kadar mal-chluk hidup1 
zat~ energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur 
pencemar yang ditengga..ng adanya dalam suatu sumber daya tertentu 
sebae:ai unsur lingkungan hidup ; 

7, Pencemara.n lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya In?!: 

khluk hidup; zat; energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan 
dan atau bernbahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia 
oleh proses alam1 sehingga kualitas lingkungan turnn sampai 

tingkat 

a tau 
ke 

•••••• 
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tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau 

tid.ak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntuk:annya ; 

8. Perusakan lingkungan adala.h tindal{an yang menimbulkan peru~ 
bahan langsung atau tidak la.ngsung terhadap sifat-sifat fisik dan 
atau hayati lingkungan1 yang mengakibatkan line:,..6:ungan itu kurang 
at au tidak berfu..11.gsi lagi dalam menunj ang pembangunan yang berke~· 
sinambungan ; 

9. Dampak lingkungan ac1alah perubahan lingkungan yang diakiba! 
kan oleh suatu kegiat::i..n ; 

10. Analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi me­
ngenai dampak suatu kegiatan yang direncanalcan terhadap lingkungan 

adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiata.n yang c1irencru18J.can 
terhadap lingkungan hidu:p, yang diperluk:a.n bagi proses pengambilan 
keputusan ; 

11 • Konservasi sv.mber daya alam adalah pengelolaan sumber daya 
alam yang ri1enj am.in pemanfaatannya secara bij aksana dan bagi sum ... 
ber daya terbaharui menjamin kesinambungan persediaannya dengan t§. . 
tap memeliha.ra dan meningkatkan kualitas nilai dan kea.nekaragaman~ 

nya Lernbaga swadaya masyarakat adalah organisasi yang tmnbuh s.e. 
cara swadaya; atas kehendak dan keinginan sendiri, tengal.1 masyara­
kat dan berminat serta bergerak dalam bidang lingkungan hidup. 

13. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan b.@. 

rencana menggunakan dan mengelola sumber daya ~cara bijaksana da­
lar.a pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hi -
dup. 

14. Menteri adalah Menteri yang ditugaskan mengelola lingkungan 
hidup. 

Pasal 2. 

Lingkungan hidup Indonesia berdasarkan Waws,san Nusantara mempunyai 
ruang lingkup yang meliputi.ruang, tempat Negara Republik Indone -
sia mela."VcsanalGJ..11 kedaulatan, hak berdaulat, serta yurisdiksinya. 

BAB II ••••• 
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BAB II 

ASAS DAN TUJUAN 

Pasal 3 

Pengelolaan l:Lngkungan hidup berasaskan pelesta..1.:ian kemampuan lin3 

kungan Jrang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang 

berkesina.rnbungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. 

Pasal 4 

Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan 

a. tercapainya kesela:rasan hubungan antara manusia dengan lingkung 

an hidup sebagai tujuan membangu.n manusia Indonesia seutuhnya 

b. terkendaJ.inya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana ; 

c. terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup; 

a. terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untul;: lrnpenting 

an generasi sekarang dan mendatang ; 

e. terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah 
negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingku.ngan, 

BAB III 

HAK1 KEWAJIB.AJ.'q' D.Al\T WEWENANG 

Pasal 5 

(1). Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang ba~ 

ik dan sehat. 

(2). Setiap orang berkewajiban memelihara lingkungan hidup da.n 

mencegah serta mena.nggulangi kerusakan dan pencemarannya. 

Pasal 6 

(1). Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan 

serta daJ.am ra11gka pengelolaa.n lingkungan hidup. 

( 2) -. Peranserta sebagaimana terse but dalam ayat ( 1) pasaJ. ini 

diatur dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 7 • • • • 
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Pasal 7 

( 1 ) • Setiap orang yang menj alankan sua tu bi dang usa11a i;raj i b me­

melihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan se-­

imbang untuk menw.1.jang pembangunan yang berkesi ·1 ambungan. 

(2). kewajiban sebagaimana tersebut dalam ayat ( 1) pasal ini d1-. 

canturn.kan c1alarn setiap izin yang dikeluarkan oleh instansi yang be;r:: 

wenang. 

(3). Ketentuan tentang kewajiban sebagaimana dimaksud dalarn. a­

yat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan peraturan perlm -

dang-undangan. 

Pasal 8 

( 1). Pemerintah menggariskan kebijaksanaan dan melalrnkan tindajs 

an ya..'1g mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian kemampuan ling­

kungan hid up unt\JJc menunj ang pembangunan yang berkesinambungan. 

(2). Kebijaksanaan dan tindakan pemerintah sebagaimana tersebut 

dalam ayat ( 1 ) pas al ini diat ur dengan perat uran perundang ·~ undang 

an. 

Pasal 9 

Pemerintah berkewajiban menwnbuh_lrn.n dan mengemba.ngkan kesadaran 

masyarakat akan tanggung~jawabnya dalaro pengelcJ..aan lingkungan hi­
dup melalui penyuluhan1 bimbinga.n, pendidikan dan penelitia.n ten -

tang li.ngkungan hidup. 

Pasal 10. 

( 1). Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan t:in 

tuk sebesar-besar komakmuran rakyat. 

(2). Sumber daya buatan yang menyangkut hajat hidup orang be.-­

nyak diatur penGgw.1aaimya oleh negara untuk sebesar-besar kemalanu­

ran rakyat. 

(j): Hak menguasai dan mengatur oleh negara sebagaimana ·l;erse­

but dulam ~yat ( 1) don ayat ayat ( 2) pasal ini memberikan wewenang 

untuk 

a. mengatur •••• 
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a. mengatur peruntukan, pengembangan, penggunaan kembaJ.i; daur u­

lang penyediaan, pengelolaan, dan pengawasan swnber daya seba-· 

gaj mann. terse but dalam ayat ( 1) dan ayat ( 2) pasaJ. ini ; 

b, mengatur perbua:l:ian hukum dan hubungan hukum antara orang cl.an 

atau subyek daya sebagaimana tersebut dalm 1 ayat ( 1) dan ayat 

(2) pasal. ini ; 

c. mengatur pajak dan retribusi lingkungan. 

(4). Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (3) pasaJ. ini dite­

tapkan dengan peraturan perundang-undangan. 

BAB IV. 

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP. 

Pasal 11 

Keten-'cuan tentang perlindungan sumber daya alam nonhayati ditetal?., 

kan dengan undang-undang. 

Pasal 12 

Ketentuan tontang konservasi sumber daya alam hayati dan ekos is­

temnya ditetapkan dengan undang-undang. 

Pasal 13 

Ketentuan tentang perlindungan sumber daya bun.tan ditetapkan de­

n gan undang~· rn1dang, 

Pasal 14 

Ketentuan tentang p erlindm1gan sumber daya buatan ditetapkan de­

ngan undang-tma.ang. 

Pasal 15 

PerlindlUlg::i11 lingkm1g311 hidup dilakukan berdasarkan baku mutu ling 

kungan yang c1iatur dengan peraturan perundang-undangan ° 

Pasal 16 

Setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap 

lingkungan waj i b a.ilengkapi dengan analisis mengenai clampalc ling ·­

kungan yang peJ.aksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah. 

Pasal 17 . . . . , . 
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Pasal 17 

Ketentua:n tentang penoegahan dan penanggulangan perusakan dan Pea 
cemaran lingkungan hidup beserta pengawasannya yang dilakul{an se-­

oai"a rnenyeluruh dan atau secara sektoral di tetapkan dengan pe:ratut::. 

an perunclang-undangan. 

BAB V. 

KELEMBAGA.AN 

Pasal 18 

( 1 ) • Pengelolaan lingkungan hid up pada tingka t nasional dilak-· 

sanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan yang dipimpin 

seorang menteri dan yang diatur dengan peraturan perundang-undang 

an. 

(2). Pengelolaan lingkungan hidup, dalam kaitan dengun keter­
padUfln pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan ling 

kungan hidup, secai"a sektoral dilakukan departemen/lembaga non de­
partemen sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-ma­

sing. 

(3). Pengelolaan lingkungan hidup, dalam kaitan dengan keter-pg 

duan pelaksa.naan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan ling·­

kungan hidup, didaerah dilakukan oleh Pemerir~ -:::L.h Daerah sesuai de·~ 

ngan peraturan-perundang~undangan yang berlaku. 

Pasal 19 

Lembaga swadaya masyarakat berperan sebagai penunjang bagi pengelQ 

laan lingkungan hidup. 

BRB VI 

G.ANTI KERUGIAN DAN BIAYA PEMULIHAN 

Pasal 20 

(1). Bar.'.:lllgsiapa merusak dan atau mencerminkan lingkungan hi­

dup memikUl tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti kerugi 

an kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkunc;an ~· 

hid up yang baik drui sehat. · 

(2). Tata • • • • • • 
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(2). Tata cara pengaduan oleh penderita, tata cara penelitian, 

oleh t:i.m tentang bentuk; jenis dan besarnya kerugian serta tata cg 

ra penuntutan ganti kerugian diatur dengan peraturan perundang-un-~ 

dangan. Barangsiapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup 

memikul tanggung j awab men~bayar biaya pemulihE..L lingkungan hidup ~ 

kepada Negara. 

(4). Tata cara penetapan dan pembayaran biaya pemulihan ling­

kungan hidup diatur dengan peratura:n perundang-undangan. 

Pasal 21 

Dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu 

tanggung jawab timbuJ_ secara mutlak perusak dan atau pencemar pada 

saat terjadinya perusal{an dan atau pencemaran lingkungan hidup yang 

pengaturannya rliattui dalam peraturan perundang-undangan yang ber·­

sangkutan. 

BAB VII 

ICT~TENTU.AN PID.ANA 

Pasal 22. 

( 1). Barangsiapa dengan sengaj a melakukan perbuatan yang menyg. 

babkan rusalmya lingkungan hidup atau tercema:· :.ya lingkungan hidup 

yang diatlir dalarn. tm.dru.1g-undang ini atau undang-undang lain clian­

cam pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun 

dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.100.000.000,- (oeratus juta 

rupiah). 

(2). Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang 

menyebabkan rus~:knya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan 

hidup yang diatur dal?..m un.drn1g-undang ini atau undang-undang lain 

diancam pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) ta­

hun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.1.000.000,- (satu juta •· 

rupiah). 

(3). Perbuatan sebagai·nana tersebut dalam ayat ( 1) pasal ini 

adalah kejahatan dan perbi.;e.tan sebagaimana terse but dalam ayat ( 2) 

pasal ini adalah pelanggara:n. 

BAB VIII ••••••• 
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BAB VIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 23 

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini semua peraturan per­
undang-undangan yang berhubungan dengan lingkungan hidup tetap 
berla.ku; sep2Xljang tida.k bertentangan dengan undang~undang ini. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 24 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Aga;c 

setiap orang mengetahuinya, memerin tab.lean pengundangan undang·-un­
dang ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Negara Republik Inp 
donesia. 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 11 Maret 1982. 

PRESIDEN REPUBI1IK INDONESIA 

ttd. 

SOEHARTO 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 11 Maret 1982. 

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

SUDHARMONO,S.H. 

LEMBARAN NEGARA REPUBLDC 
nmmrnsu TAHUN 1982 NOMOR 12. 
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PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG - UNDAi"rG 
REPUBLIK INDONESIA 
NOJ'IIOR 4 T.AHUN 1982. 

TEN TANG 

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK 
PENGELOL.AAN LINGKUNGAN 

HID UP 

1 • Lingkungan hidup Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan 
Yang :Maha Esa. kepada Bangsa dan Rakyat Indonesia merupakan rah 
mat dari pada Nya dw1 wajib dikembangkan dan dilestarilcan ke­
mampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup 
bagi Bangsa dan Rakyat Indonesia serta makhluk lainnya demi keu 

langsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. 

Panoasila sebagai dasar dan falsafah negara merupakan kesatuan 
yang buJ...at dan utu..h. yang memberikan keyakinan kepada Rakyat dan 
Bai1gsa Indonesia1 bahwa kebahagiaan hidup ai:. .- ,.n tercapai jika 
didasarkan atas keselarasan dai1 keseimbangan, lJaik dalam hidu:p 
ma.nusia sebagai pribadi,dalam hubungan manusia dengan manusia, 

dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan manusia de­
ngan Tuhan Yang Maha Esa, maupun dalam mengejar kemajuan lahir-
iah dan kebahagiaan batiniah. Antara menusia, masyaralcat clan 
lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik, yang selalu 
harus dibina dan dikembangkan agar tetap dalam kese:i.mbangan yang 
serasi da.n dinamis. 

Unda.ng-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konsti tusional - me1ra~· 

j ibkan agor Sill!lber daya alam dipergunakan untuk sebesar - bosar 
kemalanura.n ralcyat. Kemakmuran terse but haruslah dapat dinik -
ma.ti bailc oleh generasi sekarang maupun generasi mendatrulg. 

Garis-garis Besar Ifriluan Negc:.ra menetapkan bahwa pembangunan 
tidak hanya rnengejar kemakmura.'1'1. lahiriah atau kepuasan batini ... 
ah saja akan tetapi juga keseimbangan antara keduanya. Oleh 
karena itu penggunac.'"Ul sumber daya alam harus seimbang 
keselarasan dan keserasian lingkungan hidup. 

dengan 
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2. Lingkw1gan hidup dalam pengertian ekologi tidaklah menge­

nal batas wilayah.baik wilayah negara maupun wilayah administra­
tif. Akan tetapi; kalau lingkungan hidup dikaitkan dengan penge­
lolaannya; maka haruslah jelas batas wilayah wewenang pengelo -
laan tersebut. 

Lingkungan hidup Indonesia menurut konsep kewilayahan merupakai1 
suatu pengertian hukum. 

Dalam pengertian ini lingkungan hidup Indonesia tidakloh lain 
dari pada kawasan Nusantara, yang menempati posisi silang anta­
ra dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca se~ 
ta musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukai1 dengan 
peranLlll strategis yang tinggi nilainya, tempat Bangsa dan Rah-yat 
Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala as­
peknya. Dengan demikian; maka wawasan dalam menyelenggarakan pe~ 
ngelolaan lingkungan hidup Indonesia adalah Wawasan Nusantara. 

3. Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri 
dari berbagai daerah; illasing-masing sebagai suatu subsistem yang 
meliputi aspek sosial budaya, ekonomi, dan fisik, dengan oorak 
ragam yang berbeda antara subsistem yang satu dengan yang lain, 
dan dengan daya dulcung lingkungan yang berlainan. Pembinaan dan 
pengembangan yang didasarkan kepada keadaan daya dukung lingku -
ngan akan meningkatkan keselarasan dan kesed.mbangan subsistem; 
yang berarti j\lga meningkatkan ketahanan subsistem. 

Dalam pada itu; pembinaan dan pengembangan subsistem yang satu 
akan mempengaruhi subsistem yang lain, yang :pada akhirnya akan 
mempengaruhi pttla ketahanan ekosistem dalam keseluruhan. Oleh 

karenanya; mal;:a pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembang­
kannya suatu sis tem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. 

Ini berarti perlu adanya suatu kebijaksanaan nasional pengelo­

laan l:i.ngkungan hidup. 

4. Pembangunan merupaka.n upaya sadar untulc mengelola d8.ll me­
manfaa·bkan sumber daya guna meningkatkan mutu kehidupan rakyat · 
Dalam pada i tu; sumber daya alam tidak tal{ terbatas baik dalam 
j umlah mauptm kuali tasnya, sedangkan ke butuhan akan sumber daya 

tersebut makin meningkat sebagai akibat meningkatnya jumlah :peg 
duduJ.( serta mening~atnya kebutuhan. 

Sejalan dengan itu; daya dukung lingkungan dapat terganggu 
kualitas lingkungan hidup dapat menurun. 

Pelaksanaan 

dan 

•••• 
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Pelaksanaa.n pemba.ngunan sebagai kegiatan yang makin . menin.gl:at 
mengandung risilco pencemaran dan perusakan lingkungan, sehingga 
struktur da.n fw.1gsi dasar ekosistem yang menjadi penunja.ng ke­
hidupan dapat pUla rusak karenanya. 

Hal semacam itu akan merupakan be ban sosial k :'t. ·ena pada akhirnya 
masyarakat dan pemerintahlah yang harus menanggung beban pemulig 
a.nnya. 

Terpeliharanya ekosistem yang baik dan sehat merupakan tanggung 

jawab yang menunttit per<'m serta setiap anggota masya.rakat untuk 
meningkatkan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu; pembangu -
nan yang bijaks211a harus dilandasi wawasan lingkungan sebagai -
saran".1- untuJ.;: menoapai kesinarnbungan dan menjadi jaminan bagi ke­
sejahteraan generasi sekarang dan mendatang. 

5. Sesuai dengan hakekat Negara Republik Indonesia sebagai 
negara hukum; maka pengembangan sistem pengelolaan lingkunga.n 
hidup Indonesia haruslah diberi dasar hukum yang jelas; tegas; 
dan menyeluruh.t guna menjamin kepastian hukum bagi usaha penge­
lolaan tersebut. Dasa.r hukum tersebut dilandasi oleh prinsip h~ 
kum lingkungan dan pentaatan setiap orang akan prinsip tersebut 
yang keseluruhannya berlandaskan Wawasan Nusantara. 

Undang-w.1da.11g tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan 
Lingkungan Hidup ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut · : 

a. Sederhana tetapi dapat mencakup kemungkinan perkembangan cli~d 

masa depan; sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempat ; 

b. mengandung ketentuan pokok sebagai dasar bagi peraturan pe~ 

laksanaannya lebih lanjut ; 

c. mencal{Up semU2, segi dibidang lingkungan hidup, agar dapat 
menjadi dasar bagi pengaturan lebih lanjut masing-masing segi 

yang alcan di tuan~kan dalam bentu...'ic peraturan tersendiri. 

Selain daripac1a itu, undang-undang ini al{an menjadi landasan un-­
tuk menilai daJ1 men:yesuaikan semua peraturan perw.1a_ang~undangan 
yang memuat keten-tuan segi-segi lingkm1gan hidup yang kini te­
lah berlaku yaitu peratura..l'l perundang - undangan pengairan , 
perte:unbangan dan cnergi, kehutanan, perlindungan dan pengawetan 
alam, industri; pemukiman, tata ruang, tata guna tanah; dan la­
in-lainnya. 

Dengan demik:lun semua peraturan perundang-undangan tersebut di­
atas dapn:b terangklun dalam satu sistem hukum lingkungan Indone­
sia. 
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B. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Istilah-istila11 yang dirumuska.n dalam pasal ini dimal:sudkan agar 

terdapat keseragaman pengertian atas undruig-w_ · ang ini serta pe!: 

aturan-peraturan pelaksa.naannya. 

1. Lingkungan hidup disini merupakan sistem yang meliputi 

lingktmgan al.am hayati, lingkungan al.am non hayati, lingkungan ~ 

buatan, clan lingktmgan sosial yang mempengaruhi kelangsungan pe­

rikehidupan clan kesejahteraa.n manusia serta makhluk hidup lain -

nya. Istilah riLingkungan 11 dipakai dalam pengertian yang sama. 

2. Cukup jelas. 

3. Cukup j elas. 

4. Cukup j elas. 

5. Sumber daya buatan antara lain meliputi waduk, bendungan 

dan j enis unggu..l. 

6. Cukup jelas . 

7. Pencemaran lingkungan hidup oleh proses al.am dimasuld;:a.n dg 

lam perurnusan mengingat bahwa akibatnya perlu dita.nggulangi, 

Penanggulangan ini merupakan kewajiba.n pemerintah. 

Dalam komponen lingkunga.n tercakup informasi. Tata.nan lingkungan 

adalah susunan komponen lingkungan secara ala;·c:_aJ.1. atau hasil upn­

ya manusia. 

8, Cukup jelas. 

9. Damp al;: dapat bersifat posi tif berupa manfaat, dapat pula ... 

bersi:fat negatif berupa resiko, kepada lingkungan fisik dan non -

fisik1 termasuk sosial budaya. 

1 0. Cukup j elas. 

11. Cukup j elas. 

12. Dal.am pengertian organisasi termasuk pula kelompok ma.sya­

rakat. 

13. Penggunaan dan pengelolaan sumber daya secara bijalrnana 

berarti senantiasa memperhitungkan dampak kegiatan tersebut ter­

hadap lingkungan serta kemampuan sumber daya untuk menopa.ng pem­

bangi_msn secara berkesinambunga.n. 

14. Cukup jelas. 

Pasal 2. • • • • 
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- 72 -

Pengertian pelestarian mengandung makna tericapainya kemampuan ling 
kungan yang serasi dan seimbang, dan peningkatan kemampuan terse­
b ut. 
Hanya dalam lingkungan yang serasi dan seimbang dapat dioapai ke­
hidupan yang optirn.al. 

Pasal 4. 
\ 

Pengendalian seoara bijaksana pemanfaatan surnber daya perlu mem-
perhatikan aspek-as:pek antara lain kehematan, daya guna hasilgu ... 
na dan a.aur ulang . 

Pasal 5. 

Ayat 1 

Yang dimaksud dengan orang adalah orang seorang, kelompok orang, 

atau badan hulrnm. 

Aya-t 2 

Kewajiban setiap orang sebagaimana tersebut dalaro ayat ini tidak 
terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat, yang men­
cerminkan harke.t manusia sebagai individu dan makblulc sosial. 

Pasal 6 

Ayat 1 

Rak dan kewajiban setiap orang sebagai anggota masyarakat untuk 
berperanserta dalam kegiatan pengelolaan lingkUhgan hidup menca­
kup baik tal.1.ap perencanaan maupun tahap-tahap pelaksanaan dan 
penilaian. Dengan adanya peranserta tersebut anggota masyarakat 
mempunyai motivasikuat untuk bersama-sama mengatasi masalah ling 
kungan hidup dan mengusahakan berhasilnya kegiatan pengelolaan 
lingkungan hidup. 

Ayat 2 

Peratu.ran perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam ayat ini 
mengatur tata l olrnana peranserta sebagaimana tersebut dalam ayat 
( 1). 

Pasal 7 • • • • 
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Pasal 7 

Ayat 1 

Cukup jelas. 

A;y2.t ( 2) 

Denga.n adanya kewajiba.n tersebut yang dijadika.n salah satu sya~ 
rat dalam pemberian izin, maka penyelenggara bidang usaha sen~ 
tiasa terikat gu.."la rnelakukan tindakan pelestarian kemampuan lin_g 
kungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesiha.mbungan •. 

Ayat (3) 

Pasal 8 

Ketentuan pasoJ.. ini memberi wewenang kepada pemerintah untulc 

mengambil langkah-langkah tertentu, misalnya dalam bidang 
perpajakan; sebagai insentif guna lebih meningkatka.n pemeliha ·­
raa.n linc;lnmgan, dan disinsentif untuk mencegah dan menanggula­
ngi kerusakan dan pencemaran lingkungan. 

Kebijaksanaan dan tindakan sebagaimana tersebut d8lam pasal ini 
dapat pula diarahkan kepada pemberian penghargaan kepada s etiap 
orang.yang amat berjasa dalam pelestarian kemampuan 1ingkungan 
hidup untuk menunjang pernbangunan yang berkesinambungan. 

l?asal 9 

Pendidikan untuk menumbuhka.n dan mengemba.ngkan kesadaran masya~· 

rakat dilaksanakan baik melalui jalur pendidikan formal mulai 
dari tam.an kanak-kanc.'1.k sekolah dasar sampai dengan pergurUBn ·· 
tinggi 1 maupun melalui jalur pendidikan nonformal. 

Penelitian tentang lingkungan hidup meliputi antara lain pe­

ngembangan konsep tentang lingkungan hidup, studi keadaan ling 
kungan yang ada; kecenderungan perubahan lingkungan baik seca-· 
ra alami maupun karena pengaruh kegiatan manusia, serta hubu­
ngan tirn.bal balik antara kebutuhan manusia yang makin meningkat 
dengan lingkungan hayati dan lingkungan nonhayati. 

Pasal 10 

Ayat ( 1) 

Cukup j elas. 

Ayat (2) • • • • 
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Cukup jelas. 

Ayat (3). 
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Wewenang pengatu.ran sebagaimana tersebut dal :.iln ayat (3) pasal 
ini anta.ra lain meliputi tatanan ruang yang merupakan sistem 
pengaturan ruang sebagai upaya sadar untuk mengatur hubungan 
antar berbagai kegiatan dan fungsi guna mencapai keserasian 
dan keseimbangan. 

Ayat (4) 
Cukup j elas. 

Pasal 11 

Ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal ini meliputi tiap j~ 
nis sum.ber daya alam nonhayati, seperti ketentuan tentang air, 

tanab.1 udara, bahan galian, bentang alam, dan formasi ge.ologis 
at au perwuj udan proses alam yang sangat indah yang pen ting un-~ 

tuk ilmu pengetahuan. 

PasaJ_ 12 

Pengertian konservasi . sumber daya alam hayati dan ekosistemnya 
mengandung tiga ~spek; yaitu : 

a. perlindungan sistem penyangga kehidupan ; 

b. pengawetan da .. n pemeliharaan keanekaragaman jenis tumbuhan dan 
satwa serta ekosistemnya pada matra dara.t, air, dan udara 

c. peno..nfnntan secara lestari sumber daya alam hayati dan eko 
sistemnya. 

Dalam pengertian konservasi tersebut diatas termasuk pula per -
lindungan j enis hm·ran yang tatacara hidupnya tidak diatur oleh 
manusia, tun1buh-tumbuhan yang telah menj adi langka atau teran -
cam punah; dan hutan lindung. 

Pasal 13 

Perlindungan sumber daya buatan yang penting ditujukan kepada 
konservasi fungsi sumber daya tersebut bagi kesinambungan pem­
bangu..nan. 

Pasal 14. • •• 
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Pasal 14 

Perlindungan caga.r budaya ditujukan kepada konservasi peningga,1 

an budaya yang rnengandung nilai-nilai luhur. 

Pasal 15 

Agar dapat ditentukan telah terjadinya kerusakan lingkungan hi­

du:p perlu ditetapkan baku rnutu lingkungan, baik penetapan kri­
teria kli.ali tas lingkungan hidup rnaupun kuali tas buangan atau 
lirnbal.1.. 

Kriteria dan pernbo.kuan ini dapat berbeda untuk setiap lingkung~ 

an, wilayah atau waktu mengingat akan perbedaan tata gunanya. 

Perubahan keadaan lingkungan setempat serta perkembangan ·fiekn.o-­
logi ak3ll mempengaruhi kriteria dan pembakuan yang :t;elah dite -
tapkan. 

Pasal 16 . 

Pada dasarnya semLl.a usaha dan kegiatan pembangunan menirnbulkan 

dampaJc terhadap lingkungan hidup. Perencanaan awal suatu usaha 
atau kegiatan pemba.ngunan sudah harus memuat perkiraan dampak ~ 

nya yang penting terhadap lingkungan hidup, baik fisik mauprn1. ~ 

nonfisik, termasulc sosial budaya, guna dijadikan pertimbangan -· 

apal.;;: alJ. illJ.tuk rencana tersebut perlu dibuat analisis mengenai d2f~ 

paJc lingkungan. 
Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih terperinci 
dampak negatif dan positif yang akan timbul dari usaha atau ke­

giatan tersebut, sehingga sejak dini telaJ.1 dipersiapkar1 langkah 
untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dam.pale po-~ 

sitifnya. 

DampaJc yang pen ting di tentukan antara lain oleh 

a. besar jumlah manusia yang akan terkena; 

b. luas wilayah penyebaran dampak; 

c. lamanya dampak berlangsung; 
d. intensitas do.mpak; 

e. banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena; 
:f. sif'at kwnulati:f dampak terse but; 
g. berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) 

dampak. 

Pemerintah • • • • • 
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Pemerintah dapat membantu golongan ekonomi lemah, yang bidang 
usahanya diperkirakan menimbulkan dampak penting ini, untuk 
melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan, 

Pasal 17 

Ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal ini memuat upaya pe·· 

negalcan hukwnnya. 

Dal.am rangka penanggulangan pemerintah dapat membantu golongan 
ekonomi lemah yang usahanya diperkirakan telah merusak atau meg 
cemari lingkungan. 

Penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebaJ:?. 
kan oleh kegiatan di luar wilayah negara dilaksanakan dengan 
menggunakan sarana persetujuan antar negara. 

Pasal 18 

.Ayat (1) 

Pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkan suatu sistem 

dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. 

Oleh ka.rena itu, untuk menyelenggarakan pengelolaan lingkungan 

hidup perlu ditetapkan kebijaksanaan nasional terpadu pengelo­
laan lingkungan hidup, yang meliputi perumusan, pelaksanaan 1 

pengendalian, dan pengawasan, sebagai bagian dari kebijalcsanaan 
pembangunan nasional. 

Pengawasan ntas pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pe­
ngelolaan 1inglcungBn hidup dilakukan oleh lembaga-lembaga penga 

wasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Penyelenggaraan k.E:l. 
bijaksanaan terpadu tersebut memerlukan koordinasi agar J? elalc ··· 
sanaan pengelolaan lingkungan hidup secara mantap dengan kebi -
j aksanaan nas ional pengelolaan lingkungan hid up secara sekto ··· 
ral. dan didaerah -Gerka.i t secara mantap dengan kebijaksanaan na~· 
sional pengelolaan lingkungan hidup, serta memantapkan kesatu~ 
an gerak dan langkah yang menj amin tercapainya tuj uan pengelg. 
laan lingkungan hidup secara berdaya guna dan hasilguna. 

Untuk memberikan wadah koordinasi pada tingkat nasional diben F~ 

tuk perangkat kelembagaan yang dipimpin seorang menteri. 

Ayat ( 2) • • • • • 
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Ayat (2) 

Pelaksanaan pengelolaan iingkungan hidup sektoral di daerah di~· 
lakukan di bawah koordinas:i Kepala Wilayah dalam kaitan dengan 
keterpaduan pelaksa.naan kebijaksanaan nasional pengelolaan ling 
kungan hidup. 

Ayat (3) 

Cukup j elas. 

Pasal 19 

Lembaga swadaya mas~arakat mencakup antara lain ; 

a. kelompbk profesi1 yang berdasarkan profesinya tergeral{ me­

nangani masal~ lingkungan ; 

b. kelompok hobi1 yang mencintai kehidupan alam dan terdorong 
untuk melestar~kannya ; 

c. kelompok minat, yang berminat untuk berbuat sesuatu bagi pe-
ngembangan lingkungan hidup. 

Dalam menjalankan peranannya sebagai penunjang, lembaga swadaya 
masyarakat mendayagunakan dirinya sebagai sarana untuk mengiku~ 
sertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tu­
j uan pengelolaan lingkungan hidup. 

Pasal 20 

Ayat ( 1) 

Kewajiban ini merupakan konskuensi s etiap orang untuk melestar;b, 
kan kema.mpuan lingkungan guna menunjang pembangunan yang berke·­
sinambungan. 

Ayat ( 2) 

Bentuk d8.ll jenis kerugian akibat perusakan dan pencemaran al{an 
menentukan bes8.I'nya kerugian. 

P eneli tian ten tang bent uk, j eni s, dan be sarnya kerugian dilaku·~ 

kan oleh tim . ya.ng dibentuk pemerintah. Penelitian meliputi bi~ 
dang ekologi, medis, sosial budaya, dan lain-lain y8.l'.lg diperlu­
kan. 

Tim yang terdiri dari pihak penderi ta atau kuasanya, pihak pen·­
cemar atau kuas8llya; dan unsur pemerintah dibentuk untuk tiap -

tiap ••••••• 

'I 
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tiap kasus. 

Jika diperlukan dapat diangkat tenaga ahli untuk menjadi anggota 
tim. 

Bilamana tidak da1Ja-G tercapai kata sepakat dalam batas waktu te;£ 
tentu1 maka penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilaJ.~ negeri. 

Ayat (3) 

Di samping kewajiban membayar . ganti kerugian sebagaimana terse­
but dalam penjelasan ayat (2), perusak dan atau pencemar lingku­
ngan hidup berkewajiban juga membayar biaya pemulihan lingkungan 
hidup kepada Negara untuk keperluan pemulihan. Tim yang dimaksud 
dalam penjelasan ayat (2) dapat pula diserahi tugas untulr mene -
tapkan besarnya biaya pemulihan lingkungan hidup. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 21 

Tanggung jawab mutlak dikenakan secara selektif atas kasus yang 
akan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dP: 
pat menentukan jenis dan kategori kegiatan yang akan terkena o~ 

leh ketentuan termaksud. 

Pasal 22 

Mengingat aki bat :perusakan dan a tau pencemarr.t.n lingkungan dapat 

berbeda-beda, maka pas al ini hanya menen tukar.1. ancaman. pidana ma!s 
simal. 

Peraturan perundang-undangan yang mengatur segi-segi lingkungan 
hidup tetap dapat menetapkan ancaman yang jumlahnya tidak mele­
bihi anca.ma.n pidana yang ditetapkan dalam pasal ini. 

Jumlah denda sebagaimana tersebut dalam pasal ini adala11 nilai­
nilai nominal pada saat mulai berlakunya undang-undang ini. 

Pasal 23 

Cukup jelas 

Pasal 24 
Cukup j el.as. 

TAME.ARAN LEMEAR.AN NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3215 



INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 15 TAHUN 1970 

Ten tang 

SALIN.lu\J. 

TATA-CAR.A l'IEMPERSIAPKAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DAN RANCAlWAN 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

Menimbang 

Mengingat 

Kepada 

Untuk 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

bal1wa untuk menciptakan tertib hukum dan peningkatan 

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyelenggarg 

an tugas Pemerintah, dianggap perlu mengadakan tata-­

cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan Ranog 

ngan Peraturan Pemerintah. 

1 • Pasal 4 ayat ( 1 ) dan pasal 17 Undang-undang Dasar 

1945; 

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 ~ 

·t;ahun 1968. 

MENGINSTRUKSIKAN 

: 1. Semua Ment8rij 

2. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen. 

Memperhati~can ketentuan-ketentuan tersebut dibawah 

ini sebagr-.~- pedoman dalam pelaksr.maan tugas memper­

siapkan fu 1ncangan Undang-undang dan Rancangan Pera·~ 

turan Pennrintah Republik Indonesia. 

Pas al 1 

( 1). Masing-masing :J 3partemen dan Lembaga dapat mengambil praka~ 

sa untuk mempersiapkan Rancangan Undang-undang dan Rancangan 

Peraturan Peme1:intah, sepanj ang yang menyangkut bidang tugag 

nya. 

( 2). Prakarsa tersH'.mt dengan penj elasan pokok-pokok materi serta 

urgensinya su:9a.ya terlebih dulu dilaporkan kepada Presiden -

sebelum dilakf)anakan persiapan-persiapan penyusunannya. 

Pas al 2 

( 1). Dengan perse ··; ._1j uan Presiden, Menteri yang bersangkutan mela­

kukan langka'.i-langkah seperlunya untuk menyusun Rancangan 

Undang-undenf;/Rancangan Perat uran Pemerintah yang penyusun -

annya dapat c:Liselenggarakan dengan mengadakan s uatu Pani tya. 
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( 2). Pani tya terse but ayat ( 1) Pasal ini dapat berbentul{ suatu .... 

Panitya interdepartemen atau suatu Panitya intern diling­
kunga.n Depa.rtemen/Lembaga yang bersangkutan; sesuai dengan 
petunjuk Presiden. 

Pasal. 3 

(1). Ranoangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah 
sebagai hasil Panitya tersebut pada Pasal 2 Instruksi Pre­

siden ini, sebe1um diajukan kepada Presiden, harus disam -
paikan/diedarkan terlebih dahulu kepada : 

1. para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah yang erat hubu­
nga.nnya dengan materi yang diatur dalam Ranoangan yang -
bersangkutan, untuk mendapat tanggapan dan pertimbangan. 

2. Menteri Kehakiman untuk memperoleh tanggapan seperlunya 
dari segi hukum . 

.. 

3. Sekretaris Kabinet untuk persiapan penyelesaian Ranoang.-
an tersebut selanjutnya. 

( 2) ~- Tanggapa.n dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) pasal ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya harus 
disarnpaikan oleh para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerin~ 
tah kepada Depa.rtemen/Lembaga yang menyiapkan Rancanga.n Un­
da.ng-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah yang bersang­
kutan. 

Pasal 4 

Untuk mengolah t anggapan dan pertimbangan yang diajukan oleh 
masing-masing Departemen dan Lembaga Pemerintah tersebut ayat (2) 
pasal. 3 Instruks i Presiden ini. Departemen/Lembaga Pemerintah yang 
menyiapkan Ra.ncangan Undang-undang dan Rancanga.n Peraturan Pe~erig 
tah tersebut dapat mengadakan pertemuan-pertemuan konsultasi dan -
koordinasi dengan Departemen dan Lembaga Pemerintah ysng bersangk~ 
tan. 

Pas al 5 

Hasil terakhir sebagai kebulatan pendapat atas materi -sesuatu 
Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah;disam -
paikan kepada Presiden disertai penjelasan-penjelasan oleh Menteri 
/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan, tentang pokok-pokok materi dg 
ri Ranoa.ngan serta proses penggarapannya. 
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Pas al 6 

Bentuk suatu Rancangan Undang-undang dan Rancangan Peraturan 
Pemerintah adalah sebagai tercantum dalam Lampi.ran I dan II Ins­
truksi Presiden ini. 

Pasal 7 

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggaJ. ditetapkan. 

Disalin sesuai aslinya 
oleh : 

Sekreta.ris Kabinet 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggaJ. 29 Agustus 1970 

Presiden Republik Indonesia. 

ttd. 

SOEHARTO 
JENDERAL T.N.I. 
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L.AMPIRAN I. 

Lampiran I. 
Instruksi Presiden Nomor 15 
Tahun 1970 

BENTUK DARIPADA SUATU UNDANG--·UNDANG 

UNDAlif G-· UNDANG REPUBLIK INDONESIA ) 
NOMOR ••••••• T.AHUN ••••••• ) 1 ) 

) (Na.ma Undang-undang) 
DENGAN RAHM.AT TU1IAN YANG MAHA ESA 

) 

• .J..J • ..... ·oL--

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. 

Menimbang 
2) 

Mengingat 
2) 

a, bahwa 
b, bahwa 
c. ba.hwa 
dst. 
1 • 
2. 
3. 
dst. 

) Alasan-alasan pertimbangan 
) pembentukan Undang-uadang 
) merupakan Konstatering 
) fakta-fakta sGcara singkat. 
) Pasal-pasal Undsng-undang 

l 

Dasar; terutama pasal 5 · 
ayat ( 1) dan peratt.iran pe­
ra t uran Negara yang ber -~ 

) sangkutan dan/ a tau yang 
) menjadi dasar hukum pem -
) bentukan Undang-undnng ini. 
) 

3) 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 4) 

ME MU TUSK AN : 1) 

Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG (nama Unc~rtng-undang) 1) 

2) Pas al 1 

~ Pas al 2 5) 

Pas al 3 ~ 
dst ) 

6) 
7) 

Aga:r supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkail 
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lem­
baran Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di J al{arta 
pada tanggal ....•••.• 

Sekretaris Negara 
Republik Indonesia 

ALAJ.VISJ AH 

MAYOR JENDERAL T. N. I. 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal •.•••.•• 

Presiden Republik Indonesia 

SOEHARTO 
JENDERAL T.N.I. 



- 83 -

tampiran :t 
Instruksi Presiden Nomor 1.5 
'.rahun 1970. 

KE TERAN G .AJ.\]' : 

1) = Dit1.1lis dengan huruf besar semua. 
2) = Huruf awa1. adalah huruf besar. 
3) = Tata u.ruta.nnya disesuaikan dengan tingkat urutan (hierarchi) 

Peraturan Perundangan Negara dan mendahulukan yang pengelu­
arannya lebih tua. 
Hendaknya dalam menempatkan Peraturan-peraturan Negara yang 
dipergunakan sebagai dasar hukum disebutkan pula Nomor-nomor 
Lembaran Negara1 Tambahan Lembaran Negara. 

4) = Pada saa·l; ini Dewan Perwakilan Rakyat di beri narna 11 Dewan Pe~ 
wakilan Rakyat Gotong Royong". 

5) = Memuat materi Undang-undang. 
Perumusan . hendaknya singkat, jelas, tidak bertentangan satu 
sama lain; tidalc bertentangan dengan ketentuan perundang-un­
dangan lain dan memenuhi syarat-syarat aestetika dalrun tata 
bebasa. 
Kalau· didalam materi ini dipandang perlu diadalcan pengelom -· 
pokan; malca urutan pengelompokan i tu sebagai berikut : 

1. BAB 
.Angka dibelakang BAB adalah angka Romawi. 
Kata 11 BAB 11 dan judul ditulis dengan huruf besar semua. 

2. Bagian : 
Kata :iBagiann dan j udulnya hanya huruf awalnya adalah . hu­
ruf Besar .. 
.Angka dibelalcang Bagian di tulis dengan huruf (Pertama,Ke~~ 
dua, Ketiga dan seterusnya). 

3. Paragraf ~ 
Ditulis lengkap dengan kata-kata "Paragraf 11 • 

.Angka dibelakang kata 11ParagrafH adalah angka arab (1,2 -
3 dst). 

4. Pasal 
Huruf awal adalah huruf besar • 
.Angka dibelalrnng kata "Pasal 11 adalah angka arab ( 1; 2, 3 dst ). 

5. Ayat ~ 
Angka untulc sesuatu ayat adalah angka arab ditulis dalam 
kurung (1), (2), (3) dan seterusnya. 

Contoh pengelompokan adalah sebagaimana terlampir dalam Lam­
piran I A. 

6) = Kalau dipandang perlu adanya Ketentuan peralihan maka dibawah 
ka-Ca 11 BABn yang bersangkutan dicantmnkan kata 0 Aturan Pera ~ 
lihan. 11 yang ditulis dengan huruf besar semua. 

7) = • • • 0 ~ • • • • 
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7) = Ketentuan Penutup dapat di tuangkan dalam suatu pasoJ.. at a u 
apabila diadakan pengelompokan-pengelompokan dengan Bab ; 
Pasal • Penutup didahului oleh BAB PENUTUP. 
Pasal Penutup dapat dirumuskan sebagai berikut ~ 

a. Undang-undang ini dapat disebut ·'··· -, ...••.•...•...• 
dan mulai berlaku pada tanggal diundru \_kan ( atau pada 
tanggal/dengan cara lain yang ditentukan secara khusus 
oleh Undang-undang i tu). 

b. seperti a tersebut diatas tanpa menyebut nama Undang -
undang . 



LAMPIRAN I A. 

( 1). 

( 2). 

(3). 
dst 

dst. 
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B A B I 

Lampira.n : I. 
Instruksi Presiden Nomor 15 
Tahun 1970. 

( • • • . • • . . . j udul • • • • • • • • • • ) 

Bagian Pertama 

( • • • • • o • • • j ud ul • • . . . . o • • • ) 

Paragraf 

( • • . . . . . . • j ud ul . . . o • • • • • • ) 

Pasal 1. 

Pasal 2. 

( •••••• 000000000 •011100000••••) 

BAB II 

(••••••••• judtl]_ •••oo••••••) 

Bagia.n Pertama 

( .•....... judul ........... ) 

Paragraf 

( • • • o • • • • • • j ud fil • o o • • • • • • • • ) 

Pasal 3. 
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L.AMPIRAN II. 

Larnpiran II 
Instruksi Presiden Nomor 15 
Tahun 1970 

BENTUK DARIPAD.A SUATU PERATUR.AN PEMERINTAH R.I 

Menimbang 
2) 

Mengingat 
2) 

Menetapkan 

PERATURAN PEMERINT.AH REPUBLIK IND' 'ESLl\ ) 
NOMOR • • • . • • • T.AHUN •••.•.• l (narna Peraturan Pemerintah) 

PRJ~SIDEN REPUBLIK INDONESIA ) 

1 ) 

a. bahwa 
b. bahwa 
c. bahwa 
dst. 

1. 
2. 
3. 
dst. 

) Alasan-alasan pertimbangan 
) pembentukan P.P.merupakan 
) konstatering falda secara 
) singkat. 
) Pasal-pasal Undang-undang 
) Dasar 1945 terutama pasal 
) 5 ayat ( 2) dan Peraturan-~ 
) peraturan Negara yang ber 
) sangkutan dan/ at au yang 

)
) menj adi dasar pembentukan 

Peraturan PemerintnJ.1 ini.3) 

MEMUTUSK.AN: 1) 

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG (nama Peraturan Pemar:intah 1) 

Pasal 1) 
Pasal 

3
2) 4) 

Pasal ) 
dst ) 

5) 

6) 

Agax supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintaJ.1kan 
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal •••..•.•• 

Sekretaris lif egara 
Republik Indonesia 

ALAMSJ.AH 
MAYOR JENDERAL T. N. I • 

Ditetapkan di Jal~arta 
pada tanggal •...........• 
Presiden Republik Indonesia 

SOEl-IARTO 
JENDERAL T.N.I. 

LEf.IBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN • • • • • • NOMOR ••••••• 
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Larnpiran : II 
Instruksi Presiden Nomor 15 
Tahun 1970. 

KETER.ANGAN : 

1) == 
2) = 
3) = 

4) = 

Ditulis dengan huruf besar semua 
Huruf awal adalah huruf besar. 
Tata urutannya di s esuaikan dengan tingkci:'; ,_ -,~i1;i tan (hierarchi) 
Peraturan Pertmdangan Negara dan mendahulukan yang pengelu -
arannya l ebih tua . 
Oleh karena s uatu Peraturan Pemerintah adalah pelaksanaan 
dari suatu Undang-undang maka perlu secara tegas dicantwnkan 
Undang-undang yang bersangkutan. 
I-Iendalmya dalam menempatkan Perat uran-peraturan Negara yang 
dipergunakan sebagai dasar hukum disebutkan pula .nomor-nomor 
Lembaran l'Tegara, Tambahan Lembaran Negara dan perihalnya. 

:Memuat materi Peraturan Pemeri.ntah. 
Perumusan he.ndak.nya singkat, jelas, pasal-pasal tidak berten 
tangan satu sama lain, tidak bertentangan dengan ketentuan 
Peruil.d.ang-undangan lain dan memenuhi syare.t-syarat aestetika 
tata··bal1asa . 
Kalau didalam mater i ini dipandang perlu diadal{an pengelom­
pokan-pengelompokan maka urutan pengelompokan itu sebagai -
berikut : 

1. B A B 
Angka dibelal{ang BAB adalah angka Romawi. 
Kata t1B.AB 11 dan judulnya di tulis dengan huruf' besar semua. 

·-

2. Bagian : 
Kata HBagian n dan j udul hanya huruf awalnya adalah huruf 
besar, 
Angka dibelakang Bagian ditulis dengan huruf (Pertama, Ke 
du.a; Ketiga dan seterusnya). 

3 . Paragraf : 
Di-Culis lengkap dengan kata-kata "Paragraf 11 

- · 

Angka dibelakang kata 11 Pasal 11 adalah angka arab~1,2,3 dan 
seterusnya). 

4. Pasal : 
Huruf awal adalah huruf besar. 
Angka di belal-;:ang kata "Pas al n adalah angka arab ( 1; 2; 3 dan 
seterusnya) ~ 

5. Ayat : 
Angka untulc sesuatu ayat adalah angka arab di tulis dalam 
kurm1g (1)t(2),(3) dan seterusnya. 

Contoh pengelompokan adalah sebagaimana terlampir dalarn Lam­
piran II .A. 

5) • • ••••••• 
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5) = Kalau dipandang perlu adanya ketentuan peralihan maka dibawah 
kata "BAB 11 yang bersangkutan dicantumkan kata 11 .AtUX'an Peralih­
an11 yang ditulis dengan huruf besar aemua. 

6) = Ketentuan Penutup dapat langsung dituangkan dalam st,i..atu pasal 
atau apabila diadakan pengelompokan-pengeJ~mpokan dengan BAB, 
Pasal Penutup terse but didahului oleh BAB .. EHUTUP. 



LAMPIRAN II A, 

( 1 ) • 

( 2). 

(3). 
dst . 

dst. 
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B A B I 

Lampiran : II 
Instruksi Presiden Nomor 15 
Tahun 1970 

( • • o • • • • o o o o j ud ul . . . o o • o • • • ) 

Bagian Pertama 

( • • • • • • • • o o • j ud ul . . . . o • o o • • ) 

Paragraf 

( , . . . . . . . • • . j udul .. o ••••••• ) 

Pasal 1. 

Pasal 2, 

otoo •• 0 00 0 0 000 0 0 0 0 0 o 0 0 000 0 0•• 

B A B II 

( . . . . . .. . . . . • j ud ul . . o • • o • • • • • ) 

Bagian Pertama 

( • • , . . . . . . . . j ud ul • • • • . o • • • • • ) 

Paragraf 

( • . . . . . . . . . . . . j ud ul • • . • • . . . • • ) 

Pasal 3 . 

\ 
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DAS.t.R HUKUM : 

INSTTIUKSI Pf~ID:EN 
No. 15 T1'JIUN 1970 
'ffiL • 29 $USTUS 1970 

1 

I 
PRESIDEN MEM­
BERIKAN PERSE 
TUJUANNY A Nr 
PRAKARSA 
BUATAN RUU RPP 

2 

Bt.G/Jl rnos:rmun PErITELESll.Il~ mm / RPP 

PRESIDEN R.I. 

SEKRET/.JUS K11.Bn~. . 
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• 
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6 
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D.P.R.G.R. 
6 

8 
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c,:R:.J{.LlN DJ.LI 
SID..i'.NG DPOOR. 
DJ!NG/Jil ?:ITI:N ' 
RI YtiNG DIT 
JUK UNTUK i 
W.illa:LI PEME 

: RINTIUI 

9 

' IS!!n'UJUI i.; 
L.1lM SIDI.NG 
NO DPR-GR 

10 

T AH/J' PERSI-1 
D.l'.NG/iN 

• • 
i • 
i 
• • • • • • • • • • • • 

KETET'~G.t.N : 

11 12 6a 

s ,npp 
: RUU 

T /JIAP P::NGES!.H-
l.N D/Jl P~UN -
D:..NGJ.N . 



Menimbang 

Mengingat 

Menetapka.i.1 

PRE SI DEN 
REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUSAl.\f PRESIDEN REPUBLIK I NDONESIA 
NOMOR 44 T.AHUN 1974 

TEN TANG 

POKOK-POKOK ORGANISASI DEPARTEMEN 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

bahwa dipandang perlu untuk menegaskan dru1 

S.ALINAt.\f. 

me-

nyempurnakan kedudukan~ tugas pokok, fungsi; dan 

susunan organisasi Departemen sesuai dengan per­

kembangan keadaan Pemerintah Negara. 

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 

MEMUTUSKAN : 

Dengan mencabut Keputusan Presidium Kabinet 
Hornor 15/U/KEP/8/19 66 tanggal 3 Agustus 1966. 

KI~PUTUS.AN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
J:'EWJ:ANG POKOK ~ POKOK ORGANISASI 
DEPA.RTEMEN . 

BAB I 

KCDUDUKAN; TUGAS POKOK, DAN FUNGSI DEPARTEMEN 

Pas al 

Departemen dalam Pemerintaban Negara Republik Indonesia, se­

lanj utnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Departemen ; 

berkedudukan s ebae<;ai bagian dari Pemerintaban Negara yang di ~· 

pimpin oleh seorang Ilenteri yang bertanggung jawab langsLlng ke -

pada Presic1en. 

Pasal 2 

Tugas pokok Departemen adalah rnenyelenggarakan sebagian da~ 
ri tugas wnum pemerintaban dan pembangunan. 
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Pasal 3 

(1) Setiap Departemen menyelenggarakan fungsi kegiatan . perumusan 

kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis; pemberi­

an birnbingan dan pembinaan serta pemberia.ri perizinan, sesuai 
dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan ~leh Presiden dan 
berdasarkan per8,turan perundang-undangan yang berlaln1. 

(2) Setiap Departemen menyelenggarakan fungsi pengelolaan atas -

milik negara yang rn.enjadi tanggung jawabnya. 

(3) Setiap Departemen menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sesu­

ai dengan tugas pokoknya berdasarkan peraturan perundang 

lU1.dangan yang berlaku. 

(4) Setiap Departemen menyelenggarakan fungsi pengawasan atas 

pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan umum 

yong ditetapkan oleh Presiden dBn berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN 

Pasal 4 

Organisas i Depa.rtemen terdiri dari 

a. Unsur Pimpinon Menteri 9 

b. Unsur J?embantu Pimpinan ; Sekretariat Jenderal 

c. Unsur Pelaksana : Direktorat Jenderal ; 

d. Unsur Pengawasa..."l : Inspektorat Jenderal. 

BAB III 

TATi> KERJA DEPARTEMEN 

Pasal 5 

(1) Semua unsur Departemen dalam melaksanakan tugasnya masing -
masing 1rajib. menerapkan prinsip kordinasi, integrasi ; . dan 
sinkronisasi; baik dalam lingkungan Departemen sendiri; mau­
pun dalam hubungan antar Departemen/Instansi untuk kesatuan 

gerak yang serasi sesuai dengan tugas-pokoknya. 

(2) Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jend~ 

ral bertanggung jawab langsung kepada Menteri. 
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BAB IV 

KBDUDUK.AN DAN TUGAS MENTERI 

Pasal 6 

(1) Menteri adalnh pembantu Presiden dalam b~ - - J yang menjadi 
tugas kewa jibannya disamping kedudukannya s elaku pimpinan De 
partemen. 

(2) Menteri mempunyai tugas : 

a. memimpin Depar temennya sesuai dengan tugas-pokok yang te­

J_ah digariskan oleh Pemerintah, dan membina aparatur De­

partemennya agar berdayaguna dan berhasilguna ; 

b. menentukan kebijaksanaan pelaksanaan bidang pemerintahan 
yang secara fw.Lgsiona:J. menjadi tanggung jawabnya ses uai 
dengan kebijalrnanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden; 

c. membina dan melaksanakan kerjasama dengan Departemen;Ins~ 

tansi; dan Organisasi lainnya untuk memecahkan persoalan 

yang timbvl; terutama yang menyangkut bidang tanggung 

jawabn;y-a. 

BAB V 

SEKRETARIAT JENDER.AL 

Pasal 7 

( 1) Sekretariat Jenrleral Departemen, yang selanjutnya-dalam Ke­
putus an Pres iden i ni disebut Sekretariat Jenderal; adalah ~ 

unsur Pembantu Pimpinan dalam Departemen yang berada lang­
sung di bawah Nenteri. 

(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. 

Pasal 8 

Tugas-polrnk Sekretariat J enderal ialah menyelenggarakan pem­

binaan admini strasi, orga:..1isasi, dan ketatalaksana2..n terhadap 
seluruh unsur di lingkunga~ Departemen dan memberikan pelayanan 
teknis dan administratif kepada Menteri, Inspektorat Jenderal; 
Direktorat Jenderal; dan Unit Organisasi lainnya di lingkungan 
Depa:::'temen dalam rangka pelaksanaan tugas-pokok :Jepartemen. 

Pasal 9 •••• 
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Pasal 11 

( 1) Semua. uns ur Sekretariat Jenderal dalam melaksanakan tugas 
masing.~masing wajib menerapkan prins ip kordinasi, integrasi 
dan sinkronisasi; baik dalam lingkungan DP~artemen sendiri, 
mauptJn dala.rn hubungan antar Departemen/IP_;=1 .;-:insi untuk kesa -

tu.an gerak yang serasi sesuai denga.n tugas pokoknya. 

( 2) Sekreta.ris Jenderal melaksanakan tugasnya berdasarkan kcbi·A 
j alcsanaan yaJ1g di tetapkan oleh Mente:ci. 

(3) Sekretaris Jenderal berkewajiban memberikan petunjuk, meng­
awasi, dan mernbimbing pekerjaan Kepala Biro. 

(4) Sekretaris Jend.eral berkewajiban menyampaikan laporan berkaM 

la dan sewa."k:tu-waktu kepada Menteri tentang keadaan dan per~· 
kembangan Dcpartemen. 

(5) Dalam melal~sanalcan tugas tersebut pada ayat (4) pasal 
Sekretaris Jenderal berhak mendapatkan bahan dan atau 

terang:::m dari Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal; 

pimpinan unit organj asi lain dalam Departemen. 

ll1.i, 

ke -
dan 

(6) Kepala Biro bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal; Ke~ 
pal.a Bagian bertanggung jawab kepada Kepala Biro, dan Kepala 
Sub Bagian bertanggung jawab kepada Kepala Bagiax1. 

BAB VI 

DIREKTORAT JENDERAL 

Pasal 12 

(1) Direktorat Jender8l Departemen, yang selanjutnya dalam Kepu ... 

tusan Presiden ini disebut Direktorat Jenderal, ada1a.h unsur 

pelaksana da-ri sebagian tugas-pokok dan fungsi Depa.rtemen 
yang berada L mgsung di bawah Nenteri. 

( 2) Direktorat J-enderal dipimpin oleh Direktur Jenderal. 

Pasal 13 

Tugas·~pokok Direktorat Jenderal ialah melaksanakan sebagiG.n 

tuga s-pokok Departemen di bidangnya berdasarkan kebijaksanaan ·· 
yang ditetapkan oleh Menteri. 

Pasal 14 ••• 
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Pasal 14 

Direktorat J enderal yang menyelenggaral;:an fungsi : 

a, perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pem­

binaan serta pemberia..vi perizinan sesuai dE. ~Zan kebijaksanaan 

yang ditetapka.n oleh Menteri dan berdasarkan peraturan per~ 

dilllg-unclangan yang berlaku ; 

b. pelaksa.naan sesuai dengan tugas pokoknya dan berdasarkan pe~ 

aturan perundang-undangan yang berlaku ; 

c, pengarnanan teknis atas pela.ksanaan tugas pokoknya sesu.ai de­

ngan kebijalrsanaan yang ditetapkan oleh Menteri serta berda­

sarkan perat uran perundang~undangan yang berlaku. 

Pasal 15 

(1) Jumlah Direktora t ,Jenderal Departemen ditentukan menurut kc·~ 

butuhan. 

( 2) Direktorat Jena_eral terdiri clari sebanyak-banyaknya 5 (lima) 

Direktorat. 

(3) Setiap Direktorat terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Sub 

Direktorat. 

(~. ) Setiap Sub Direktorat terdiri dari sebanyak-bany2.kn.ya ~- (em­

o;at ) Seksi. 

( 5) Sekretariat Direktorat J ender al terdiri daI i. se banya.k~-banyalI~· 

nya 5 (lima) Bagian. 

(6) Setiap Bagian ·c ersebut dalam ayat (5) pasal ini terdiri dari 

sebanyak-bonyalmya 3 (tiga) Sub Bagian. 

Pasal 16 

( 1) Semuo. unsur Direktorat Jenderal dalam melaksanalrnn tugas ma~ 

aing-masing wa.jib menerapkan prinsip kordinasi, integrasi , 

dan si1ucronisasi baik dalam lingkungan Departemen sencli.ri , 

mauprm a_aJ_arn hubungan a...ntar Departemen/Instansi untuk keoa~ 

tuan gerak yang serasi sesuai dengan tugas pokoknya. 

( 2) Direktu.L' JendernJ_ melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijak~~ 

sanaan yang dite-bapkan oleh Menteri. 

( 3) Direktur •••• 
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(3) Direktur Jenderal berkewajiban memberikan petunjuk; mengawasi 1 

dan membimbing pekerjaan Direktur serta pimpinan unit organi·­

sasi l~.:dn yang berada di bawahnya. 

Direktux Jenderal berkewajiban mengadakan kerjasarna dan kon~ 

sultasi dengan Sekretaris Jenderal, InspeJ ··~1.:ir Jenderal; Di­

l"ektur Jenderal lainnya, serta pimpinan l 1
.:.:: · , ; :::rganisasi J_ain 

dalam. linglnmgan Depa;r'temen. 

( 5) Direkt ur J ender.;;i,l berkewaj i ban menyampaikan bahan dan o:tau 

ternbusan laporan kepada Sekretaris Jenderal untuk kepenting­

an pencatata..n; pene1i tian, pembinaan, perumusan kebijaksanaan; 

dan penyusunan laporan berkala atau sewaktu-waktu kepada Men·-· 

teri. 

( 6) Direktur Jenderal berkewajiban inenyampaikan bahe:m dun atau 

tembusan l aporm1 kepada. Inspektur Jenderal atas perr.1intaan, 

dalEJm rangka pelalrnanaan tugas~pokok Inspeldorat Jenderal. 

(7) Bilanuma ada usul perubahan mengenai kebijaksanaan yang te·­

lah ditot aplrn.r1 oleh Nenteri untuk Direktorat Jenderal1 maka. 

hal tersel)txc harns diaj ukan secara tertulis kepada Men-ceri 

untuk nendapa-CkcUl l;:eputusan lebih lanj ut. 

(8) Direktur bertanggung jawab kepada Direktur JenderaL, Kepala . 
Sub Direktora t bertanggung jawan kepada Direktur; . KepaJ_a Se~ 

si bertanggi.;mg j a.wab kepada Kepala Sub Direktorat; Sekretaris 

Direktorat Jender2J. bertanggung jawab kepPda Direktur Jende ~ 

r8.l, Kepala Ba gian. bertanggung jawab kep :-:~ 3ekretaris Direk-· 

torat Jenderal., d8Jl Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepa~ 

da Kepala JJagia.n. 

BAB VII 

INSPEKTOR.AT JENDERAL 

Pasal 17 

( 1 ) Inspektorat J endera.l Departemen, yEl!lg selanj utnya- dalam Ke-· 

putusa:n Presiden ini disebut Inspektorat Jenderal, ac1alah 

unsur p engawasan dalam Departemen yang berada langsung di 

bawah Henteri. 

(2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal. 

Pasal 18 ...... 
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Pasal 18 

Tugas-pokok Inspektorat Jenderal ialah melakukan pengawasan 

dalam lingkungan Departemen terhadap pelaksanaan tugas semua un~ 
sur Departemen, agar supaya dapat berjalan seE'.uai dengan rencana 
dan peratursJ1. yang berlaku, baik tugas yang t ,?:c·;Jifat rutin mau~4 

pun tugas pembangunan. 

Pasal 19 

Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi : 

a. pemeriksaan terhadap setiap unsur/instansi di lingkungan De­
p8..I'temen yang dipandang perlu yang meliputi bidang ad.minis -

trasi urnum, administrasi keuangan, hasil-hasil fisik dari P.§. 

laksana2n proyek-proyek pembangunan dan lain-lain ; 

b. pengaj uan serta penilaian atas hasil laporan berkala atau s.~ 

waktu-walctu dari setiap unsur/instansi di lingkungan Depart~ 
i.nen atas petunj uk Menteri ; 

c. pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang 

hambatan; penyimpangan atau penyalahgunaan di bidang ad.mi •A 

nistrasi atau ket.::a.Dgan, yang dilakuka.n oleh unsur/instansi di 
lingkungan Departemen. 

Pasal 20 

(1) Inspektur Jenderal membawahi beberapa oran3 Inspektur menurut 

kebutuhan. 

(2) Setiap Inspektur membawahi sebrulyak-banyaknya 5 (lima) orang 
Inspektur Pembantu. 

(3) Inspektur Pembantu dapat membawahi beoerapa orang pemeriksa 
menurut kebutuhru.1. 

(4) Sekretaris Inspektorat Jenderal terdiri dari sebanyak·-banyak-· 
nya 4 (em pat) Bagian. 

(5) Setiap Dagian di.maksud dalam ayat (4) pasal ini terdiri dari 
sebanyalc-bc:.myaknya 4 (empat) Sub Bagian. 

Pasal 21 

(1) Semua unsur Inspektorat Jenderal dalam melaksal.lakan tugas 
masing-masing wajib mengindahkan hirarki yang terdapat datam 
Departemen, serta wajib memperhatikan ketentuan pGraturan peE_ 
undang-u11do.ngnn y3Xlg berlal-cu. 
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( 2) Inspektur Jenderal. melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijak·· 

sanaan yang ditetapkan oleh :Menteri. 

(3) Ins~9 ektur Jenderal berkewajiban memberikan petunjuk; menga­

wasi, dan membimbing pekerjaan Inspektur. 

(4) InspekcLU" j-enderal berkewajiban menyampailc . .::...vi laporan pertim·­

bangan atau snran kepada Menteri. 

(5) Inspektui" JenderF.ll, Inspektur, Inspektur Pembantu; dan Peme­

riksa dal.ru:a rangka pelaksanaan tugasnya dapat mendatru1gi tem-~ 

pat kerja, baik dengan atau tanpa memberitahukannya terlebih 

dahulu kepada yang bersangkutan, dan meminta bahan dan atau 

keterangan yang diperlukan. 

( 6) Setiap penjabat atau insta.nsi wajib memberikan b&l1an dan atau 

keterane;an yang diminta oleh para penjabat yang disebut dalarn 

ayat ( 5) pasal ini, kecual.i jika terdapat al.asan yang sah ;::n .• 

tuk tidalc memberikannya menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

(7) Inspektur bertanggung jawab kepada Inspektur Jenderal; Ins··~ 

pektur Pembantu bertanggung jawab kepada Inspektur; Pemerik­

sa berto.nggung jawe.b kepada Inspektur Pembantu, Sekretaris 

Inspektorat J enderal bertanggung j awab kepada Inspektur Jen·· 

deral; Kepal.a :2agian bertanggung jawab kepada Sekretaris In.s. 

pektorat Jenderal, dan Kepala Sub Bagian bertanggui1g jawab 

kepada Kepala Bagian. 

BAB VIII 

UNIT ORGANISASI LAIN DAN STAF AHLI 

Pasal 22 

( 1) Presiden dapat membentuk suatu Badan atau Pusat dF.llam ling~ 

lnmgan Departemen sebagai pelaksana tugas tertentu yang lrn.··· 

rena sifatnyn tidak tercakup baik oleh unsur Pembantu Pimpi·­

nan1 unsur pelaksana maupun unsur Pengawasan. 

(2) Kedudukan, tugas1 fungsi, dan susunan organisasi Badan atau 

Pusat dimaksud dalarn aya t ( 1 ) pasal ini diat ur de.lam kepU·· 

tusan pembentukannya. 

Pasal 23 ••• 
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Pasal 23 

Perus aha M Jawa tan (Perjan) rnerupakan unit organisa.si dalam 

lingkungan D8partemen yang kedudukan, tugas, fungsi dan s usunan 

organisasi di tetapkan dalarn ketentuan peraturan perundang - un-~ 

danga.n tersendiri. 

Pasal 24 

( 1) .Apabila dipandang perlu, Menteri dapat di ban tu oleh Staf Ahli 

y~mg terdiri sebanyak--banyaknya. dari 6 ( enarn) orang . 

( 2) Staf Allli a dalah pegawai negeri yang bertugas rnengolah dan 

nenelaah nm s alah-masalah secara keahlian atas petunj tJJ;: Jvien·­

teri. 

( 3) Sta f Ahli dia.115kat dan diberhentikan oleh Menteri. 

(4) Staf Ahli secara adrninistratif berada dalarn lingkungan Se­

kretariat Jenderal. 

BAB IX 

INST.ANSI VERTIKAL 

Pasal 25 

(1) Sebagai p enyelenggara tugas dan fungsi Departemen di Propin-­

si7 di bentuk Kantor Wilayah Departemen ato. 1.1 Kantor Wilayah 

Direktorat Jenderal. 

( 2) Kan-cor Wila.ycl1 De2~;artemen a dalah Instansi Vertikal dari suatu 

Departemen yang Direktorat Jenderalnya secara keseluruhan me­

lal;:: i..:u;:an tugas dGn fungsi dengan ru.ang lingkup dan sifat yang 

sejenis. 

(3) Kantor Uila y ;::;,._h Direktora t Senderal adalah Instans i Vertilcal. 

dari suatu Departemen, yang ma s ing-masing Direkt orat Jencle-· 

raln;ya melakukan tugas dan fungsi yang berbeda-beda s atu c1o-· 

n gan lainnya. 

(4) Kantor Wilayah Direktora t Jenderal tersebut pada ayat (3) pa­

sal ini; dalain rangka pencapaian kesatuan gerak y ang serasi, 

dikordinasikan dalarn suatu Perwakilan Departemen. 

Pasal 26 •••••• 
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Pasal 26 

( 1 ) Depar-Cero.en yang dalarn pelaksanaan tugas dan fu.ngsinya mem· . 

pimyai ruang lingkup yang sejenis, hanya rnernpu.nyai sebuah K8:11: 
tor Wilayall Der:iarternen di Propinsi. 

(2) Kantor Wilayah Departemen tersebut pada a :y a. c (1) pasal i.ni 
menyelenggarakan kegiatan pelakJanaan yang rnenjadi tanggm1g 
jauab Departemen di Propinsi. 

(3) Wilu~rah kerja Kantor Wilayah Departemen tersebut pada ayat 

( 1) dan ayat ( 2) pasal ini d.isesuaikan dengan pembagian Wi·­

layah Pemerintahan Sipil yang dapat mencakup satu a.tau be M 

berapa Propinsi tergantu.ng dari tugas dan beban kerja yang 
menjadi tanggung jawabnya. 

(4) Kepala Kantor Wilayal1 Departernen bertanggung jawab kepada 

lYienteri. 

(5) Tugas; susu.nan organisasi, dan tatacara kerja Kantor Wilayab 
Departemen ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu 

mendapat pers etujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung 

jmmb dalam bi.dang penertiban dan penyempurnaan aparatur Ne-

gara. 

Pasal 27 

(1) Departemen yang Direktorat Jenderal rnenyeJ9nggarakan tugas 

dan ftll'lgsi dengan ruang lingkup yang berb~:y:;..::,·,-beda satu de-~ 

ngan lainnya , mernpu.nyai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

di Propinsi sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jen·­

deral dalo.rn Departemen. 

( 2) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal terse but pada ayat ( 1) pa-· 
sal ini menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan tugas Direkto­

rat Jenderal yang rnenjadi tanggung jawab Departernen di Pro -

pinsi. 

(3) Wilayah kerj a Kantor Wilayah Direktorat Jenderal teraebut pg 

da aya t (1) dan ayat (2) pasal ini disesuaikan dengan pemba­
gian Wilayah Pemerintahan Sipil yang dapat rnencaku.p s atu a~ 

tau beberapa Propinsi tergantu.ng dari tugas dan beban kerja 
yang menj adi tanggung jawabnya. 

(4) Kepala Ksntor Wilayah Direktorat Jenderal bertanggung jawab 

kepada Direktu.r Jenderal yang bersangkutan. 

(5) Tugas; ••• 
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(5) Tugas; susunan organisasi, dan tatakerja Kantor Wilcyah Di­
rektorat Jenueral ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih 
dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang ber~ 
tanggung jawab dalarn bidang penertiban dan penyempurnaan ap~ 
ratur Negara. 

Pasal 28 

(1) Gm1a tercapainya kesatuan gerak serasi sesuai dengan tugas 
pokok dan fungsi Departemen di wilayah yang bersangkutan , 
mal~a semua Kantor ·wilayaJ.1 Direktorat ,J enderal dikordinasikan 
dalam suatu Perwakilan. 

( 2) Perwal-dlan Depa..rtemen di Wilayah bertugas melakt}.kan kordina~­

si atas semua unsur pelaksana Departemen yang berada di Pro­

pinsi yang bersangkutan. 

(3) Perwakilan Departemen berfungsi sebagai wakil Departemen di 
\.Tilayahnya dan rnenjadi saluran hubungan Departemen 
Gubernur/Kepala Wilayah setempat. 

dengan 

(4) Kepala Perwakilan Departemen ditunjuk oleh Menteri dari an-
tnra Kepala Wilayah Direktorat Jenderal. 

( 5) Kepala Perwakilan Departemen bertanggung jawab kepada Mente-· 

ri. 

BAB X 

PENGAJ.IJGKATAN DAN PEMBE&.'-IBNTIAN 

Pasal 29 

(1) Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal , 

dan Pimpinan Unit Organisasi lainnya yang setingkat denean 
Direktui~ Jenderal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 

(2) Pimpinan Unit Organisasi lainnya di lingkungan 
diangkat dr:t.n diberhentikan oleh Menteri. 

BAB XI 

Departemen 

• • • • • • • • • • 
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BAB XI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 30 

J?erurn.usan kedudukan, tugas pokok~ dan su~ , -n organisasi 

Dopartem.en sarnpai dengan tingkat Biro, Inspektur, Direktorat 

clan Pusat dal2:.ffi lingkungan Departemen, diatu-r tersendiri de~ 

ngan Keputusan Presiden. 

'~ ) Peri.,i.r,1us8ll tu.gas dan susunan unit organisasi yang tinBkatnya 

lebih rendah dari unit organisasi dimaksud pada ayat ( 1) pa·· 

r:al ini, clitetapkan oleh JVIenteri setelah terlebih dalrnlu meg 

o.apa t persetuj uan tertulis dari J'.1enteri yang bertanggung j a ·. 

wa.b dal3L1 bidang ~)enertiban .dan penyempurnaan aparatur Ne~· 

gar a • 

. .Jj Penyimpangan atas susunan dan jumlah unit organisasi dalam 

lin.gkungan De11artemen, di tetapkan oleh Presiden. 

BAB XII 

PENTJTUP 

Pasal 31 

Pokok-pokok Organisasi Departemen Pertaha, ~an Keamanan diatur 

.::.arn Keputusan Presiden tersendiri. 

Pasal 32 

Den&.;an berlakunya Ke:~mtusan Presiden ini, maka ketentuan-ke~­

r:1::~ua.n ya..'11.g bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 33 

Keputusan Presid.en ini mvlai berlaku pada tanggal di tetapkan . 

Ditetapka.n di Jakarta 
pada tanggal 26 Agustus 197 4 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. 

.. ) i f-! "1 1 i.n sesuai dengan. aslinya oleh 
SB.l.Zjl.ETARIA~ KABINET RI. 

t.t.d • 

SOEHARTO 

JENDERAL TNI. 
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PRE SI DEN 
REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUS.AN PRESIDEN .REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 45 TAHON 1974 

TENT.ANG 
SUSUlf.AJ>T ORGANISASI DEPARTEMEN 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. 

SALIN.AN~ 

bahwa agar semua Departemen dalam Pemerintahcm 
Negara bergerak dan bekerjasama secara .serasi me­
nurut fungsinya masing-masing dipandang . perlu men~ 
tapkan perumusan kedudukan, tugas pokok; dan susu­
nru.1 organisasi Departemen dalam Pemerintahan Ne~ 

gara Republik Indonesia. 

1. Pasal 4 ayat ( 1) Undang-undang Dasar 1945; 
2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973; 
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974; 

MEMUTUSKAN 

Dengan mencabut Keputusan Presidium Kabinet Nomor 

75/U/KEP/11/1966 beserta seluruh lampirannya. 

Kedudukan; Tugas-Pokok, dan Susunan Organisasi: 
1. Departemen Dalam Negeri, 
2. Departemen Luar Negeri, 
3. Departemen Kehakiman, 
4. Departemen Penerangan 9 
5. Departemen Keuangan, 
6. Departemen Perdagangan9 
1. Departemen Pertanian 9 
8. Departemen Perindustrian, 
9. Departemen·Pertambangan 9 

10. Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, 
11. Departemen Perhubungan, 
12. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
13. Departemen Kesehatan 9 
14. Departemen Agama, 
15. Departemen Sosial 9 
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16. Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 
Koperasi, 

s ebagsi terlampir. 

: Kedudukan, tugas-pokok, dan susunan organisasi De­
partemen Pertahanan dan Kea.ma.nan aiatur dengan Ke~ 
putusan tersendiri. 

Peralihan dari susunan organisasi lama ke dalam su­
s tman or csanisasi menurut Keputusan Presiden · ini , 
cliselenggarakan dalam j a.ngka waktu sesingkat-sing~ 
katnya dan diselesaikan paling lambat akhir tahun 

anggaran 1974 - 1975. 

Perumus 211 tugas, fm1g s i dan susunan organisas i Biro, 
Inspektur, Direktorat, Pusat, Sekretariat Inspekto­
rat Jenderal, Sekretariat Direktorat Jenderal, d8ll 
Sekretariat Badan dalam lingkungan Departemen; di­
tetapkan oleh masing-masing Menteri setelah terle­
bih da...h.ulu mendapat persetuj uan tertulis dari Ment~. 

ri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban 
dan penyempurnaan aparatur Negara. 

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini beserta s.~ 

luruh lampirannya, maka segala ketentuan yang berteg 
tangan dengan Keputusan Presiden ini dinyataJ~an ti-­

dale berlaku lagi. 

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di 
tetapkan. 

Ditetapkan di: Jakarta 

Pada tanggal 26 Agustus 1974. 

PRESIDIDJ REPUBLIK I NDONESIA. 

t.t.d. 

Disalin sesui::ii aslinya oleh 
SEKRETARIAT KABINET RI. 

SOEHARTO 

JENDERAL TNI. 
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L.AMPIH.AN 12 
ICEPUTUSA-"l'if PRESIDEN RJ1PUBLIK INDONESIA 
NO:MOR 45 ·rAHUN 197 4 

TANGGAL 26 Agustus 1974. 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

BAB I 

KEDUDIBC.AN DAN TUG AS POK OK 

Pasal 1 

Departemen Pendidikan dan Ke budayaan se bagai bagian dari P§. 
merintahan Negara; dipimpin oleh seorang Menteri yang bertang -
gu11g jawab lanr;sung kepada Presiden. 

Pasal 2 

Tugas pokok Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah 
menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pem -
bangunsn di bidang pendidikan dan kebudayaan. 

BAB II 

SUSUN.AN ORG.ANISASI 

Pasal 3 

DeDartemen Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari 

( 1) Menteri; 
(2) Sekretariat Jenderal; 
(3) Inspektorat Jenderal; 

(4) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah; 
(5) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; 
( 6) Direktorat J-enderal Pendidikan Luar SekolaJ.1. dan Olah Raga; 
(7) Direldorat Jenderal Kebudayaan; 
(8) Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan: 
( 9) Pusat; 

( 10) Instansi Vertikal 
di wilayah. 
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Pasal 4 

Sekretariat Jenderal terdiri dari 

( 1 ) Biro Perencana~~L; 
( 2) Biro Ke:pegawaian; 
(3) Biro Keuangan; 
( 4) Biro Perlengkapan; 
( 5) Biro Orga.11.isasi; 
( 6) Biro Hu.l;:um dan I-Iubungan Masyarakat; 
(7) Biro Kerjaswna Luar Negerij 
(8) J3iro Tata Usaha. 

Pasal 5 

Inspektorat Jenderal terdiri dari 

(1) Sekretariat Inspektorat Jenderal; 
(2) Inspektur Kepegawaian; 
(3) Inspektur Keuangan; 
(4) InspekctJ.r Perlengkapan; 
( 5) Inspektur Tugas Umum; 
(6) Inspektur Proyek Pembangunan. 

Pasal 6 

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar daL ·:·Ienengah terdiri 
dari : 

( 1) Sela'etariat Direktorat Jenderal; 
( 2) Direktorat Pendidikan Dasar~ 
( 3) Direktorat Pendidil{an Menengah UmlJln; 
(4) Direktorat Pendic1ikan Nenengah Kejuruan; 
(5) Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis; 
( 6) Direktorat Sarana Pendidikan. 

Pasal. 7 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terdiri dari 

(1) Sekretariat Direktorat Jenderal; 
(2) Direktorat Pembinaan Sarana Akademis; 
(3) Direkcorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada 

Masyarakat; 

(4) Direktorat •••• 
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(4) Direktorat Perguruan Tinggi Swasta; 
(5) Direktorat Kemahasiswaan. 

Pasal 8 

Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olah Raga 

terdiri dari : 

(1) Sekretariat Direktorat Jenderal; 
(2) Direktorat Pendidikan Masyarakat; 
(3) Direktorat Keolahragaan9 
(4) Direktorat Pembinaan Generasi Muda; 
(5) Direktorat Pendidikan Tena ga Teknis. 

Pasal 9 

Direktorat Jenderal Kebudayaan terdiri dari ~ 

(1) Sekretariat Direktorat Jenderal; 

(2) Direktorat Pembinaan Kesenian; 
(3) Direl~torat Pengembangan Kesenian; 
(4) Direktorat Museum; 
( 5) Direktorat Sejarah dan Purbal{ala. 

Pasal 10 

Badan Peneli tian dan Pengembangan Pendi c~ . \. ~': 1 dan Kebudayaan 

terdiri dari : 

(1) Sekretariat Dadan; 
(2) Pusat Penelitian Pendidikan dan Kebudayaan; 
(3) Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan dan 

Ke budayaan; 
(4) Pusat Pengolahan Data, Statistik, dan Konsepsi; 

(5) Pusat Pengembangan Inovasi dan Teknologi Pendidikan. 

Pasal 11 

Puoat terdiri dari . . 
( 1) Pus at Pendiclikan dan Latihan Pegawai; 
( 2) Pusat Pembinaan Perpustakaan; 
(3) Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi; 

(4) Pusat •••• 
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( 4) Pusat Pembinaa n dan Pengembangan Bahasa; 
(5) Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional; 
( 6) Pusat Penelitian Sej arah dan Budaya. 

Pasal 12 

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah. 



KEPUTUSAN PRESIDEN R!EPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 27 TAHUN 1978 

TENTANG 

SALINAl'J. 

PERUBAHALIJ BEBER.AP A P ASAL DARI LAMP IRAN 1 , 8, 9, 10, DAL'if 
12 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 / 'J-IUN 197 4 

TENTAL\JG SUSUNAN ORGAlHSASI DEPA.tl'l'EMEN, 
SEBAGAIHANA DHJBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOHOR 1 2 
TAITI.JN 197 6 JIS, KEPUTUSAN PRES IDEN NOMOR 6 TAI-IU"'N 1977 
DAN KEPUTUSJJJ PRESIDEN NOMOR 1 5 TAHUN 1978 

Menimbang 

Mengingat 

0 
0 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

bahwa sesuai dengan perkembangan kegiatan pe­
merintahan dan dalam rangka untuk lebih me­
ningkatkan tugas pokok Departemen serta untuk 
disesuaikan dengan susunan Kabinet Pembangun., .. 
an III; dipandang perlu mengadakan Perubahan 
Susunan Organisasi Departemen Dalam Negeri, 
Departemen Perindustrian, Departemen Pertam­
bangan, . Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga 
Listril{, dan Departemen Pendidikan dan Kebu­
clayaan sebagaimana dimaksua. dalam Lampiran 1; 

8,9,10, dan 12 Keputusan Presiden Nomor 45 :_r§ 

hun 197 4, sebagaimana diubah dengan Keputusan 
Presiden Nomor 12 Tahun 1976 ~ :'_ ,: , Keputusan -
Presiden Nomor-6 Tahun 1977 dan Keputusan PrQ 
siden Nomor 15 Tahun 1978 ; 

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasa:c 1945, 

2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 te~ 
tang Pokok-pokok Organisasi Departemen 

3. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 ten 
tang Susunan Organisasi Departemen ; 

4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 teg 
tang Perubahan Lampiran 5 Keputusan Presi·· 
den Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Ot:: 
ganisasi Departemen ; 

5. Keputusan •• 
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5. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1977 ten-~ 
tang Perubahan Pasal 7 Lampiran 10 Keputll§. 
an Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang SR 
sunan Organisasi Departemen 

6. Keputusan Presiden Nomor 15 ''lhun 1978 ten, 
tang . Perubahan Beberapa Pasal dari Lrunpir­
ru~ 5,6,9, dan 16 Keputusan Presiden Nomor 
~- 5 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi -
Departemen, sebagaimana diubah dengan Ke­
putusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976, jo. 
Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1977 

7. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 ; 

rvI E M U T U S K A N 

KEPUTUSAl'J PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TillTT.Al\fG 
PERTJBAHJ;J'\f BEiBERAP A P ASAL DARI LAMP IRAN 1 ; 8 1 9; 
10; DAI\f 1 2 KEPUTUS.AliJ PRESIDEN NOMOR 45 '.J:'AHDN 
197 4 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEP ART:C:f.'.IEN , 
SEBAG.AIMANA DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEU 
NOMOR 12 T.AHUN 1976 JIS. KEPUTUS.AN PRESIDEN 
NOMO.R 6 TAHUN 1 977 DAN KEPUTUSAN PRESIDJJJN NO~~ 
NOR 15 T.AHUN 1978. 

Pasal I 

f1Iengub8l~ bebera.pa pasal dari .ud,wpi..can 118; 9 , 
10, dan 12 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 
1974, sebagai berikut ~ 

1. Lampiran 1 Keputusan Presiden Nomor 45 Ta~ 
hun i974o 

Pada Pasal 4. 

1. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi: 
iiBiro Hukum 11 • 

2. Ayat (7), diubah sehingga berbunyi : 
11Biro Hubungan Masyarakat. 11 

2. Lampiran 8 Keputusan Presiden Nomor 45 Ta­
hun 1974. 

a. Pada Pasal 3 ••• 
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a. Pada Pasal 3 

1. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi : 
11Direktorat Jenderal Industri Logarn 

Dasar. 11 

2 . Ayat (5), diubah sehingga berbunyi : 

"Direktorat Jenderal Industri Kimia 
Dasar. 11 

3. Ayat (6), diubah sehingga berbunyi 
11Direktorat Jenderal Aneka Industri.rr 

4. Ayat (7), diubah sehingga berbunyi : 
11Direktorat Jenderal Industri Kecil." 

5. Antara Ayat (7) dan Ayat (8) lama di~ 

sis ipkan Ayat (8) baru yang berbunyi : 

"Badan Penelitian dan Pengembangan 

Industri. 11 

6. Ayat ( 8 ) lama menjadi Ayat (9) baru, 

7. Ayat (9) lama menjadi Ayat (10) baru. 

b. Pada Pasal 4. 

1. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi 
11 Biro Hubungan Masyarakat. 11 

2. Ayat ( 5) 1 diubah sehir sa berbunyi 
"Biro Hukum dan Organise:tsi. Ii 

3. Ayat (7), diubah sehingga berbunyi 

"Biro Pengumpulan Data dan Analis a. 11 

c. Pada Pasal 5. 

1. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi 

"Inspektur Urusan Umum. 11 

2. Ditambah ketentuan baru, menjadi Ayat (5) 

baru yang berbunyi . sebagai beril:ut 

Hinspektur Pelaksanaan Progr:-am.. 11 

d . Pada Pasal 6. 

1. Kata-kata 0 Direktorat Jenderal Industri 

Logam dan Me sin 11 di ubah sehingga berbu­

nyi 11 Direktora t J enderal Industri Lo -

gam Dasar. a 

2. Aya t ( 2) , •••• 
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2. Ayat (2), diubah sehingga berbunyi 
"Direktorat Penyiapan Program. 11 

3. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi 

ttDirektorat Bimbingan dan Penyuluhan." 

4. Ayat (4), diubah sehiDgga berbunyi : 
nDirektorat Pengendalian dan Pengemba~ 
ngan. r1 

5. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi ~ 
11 Direktorat Evaluasi dan Standardisa~ 

si." 

6. Ayat (6), dihapus. 

e. Pada Pasal 7. 

1. Kata-kata rinirektorat Jenderal Industri 
Kimia" diubah sehingga berbunyi : 
"Direktorat Jenderal Industri Kimia 
Dasar. 11 

2. Ayat (2), diubah sehingga berbunyi 

"Direktorat Penyiapan Program. Ii 

3. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi 
11 Direktorat J3imbingan dan Penyuluhan. 11 

4. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi ~ 

HDirektorat Pengendal j .. ·:m dan P0ngemba­

ngan. 11 

5. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi ~ 

ttDirektorat Evaluasi dan Standardisa-

si. 11 

I. Pada Pasal 8 . 

1. Kata-kata 11 Direktorat Jende:::-sil Indus­
tri Tekstil n diubah s ehingga ber"bu ·­
nyi : 
nnirektorat Jenderal Aneka Industri.1< 

2. Ayat ( 2), diubah sehingga beJ:-bunyi 
nDirektorat Penyiapan Progr am. 11 

3. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi 
11 Direktorat Bimbingan dan PenyuJ..ui--.,an. 11 

4 • Ay:::i, t ( 4 ) , • • • • • 
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4. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi 

"Direktorat Pengendalian dan Pengem -

bangan. 11 

5. Ayat ( 5), diubah sehiL ·):ga berbu1'.1.yi ~ 
11 Direktorat Lvaluas i C:..wi Standardisa-

si. r1 

g . Pada Pasal 9. 

1. Kata~-kata "Direktorat Jende~L"al AY},eka 

Industri dan Kerajinan H diubah sehing-· 

ga berbunyi 
11Direktorat Jenderal Industri Kocil. 11 

2. Ayat (2), diubah sehingga berbunyi 
11Direktorat Penyiapan Program. 11 

3. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi 

"Direktorat Bina Peralatan dan Bahan 11
• 

4. Ayat (4), diubah sehingga be:r'.'bunyi 

nnirektorat Bina Kewiraswastaa.n . 11 

5. Ayat (5), diubah s ehingga berbunyi 
0 Direktorat Bina Produksi 11

• 

6. Ditambah ketentuan baru, menj a di ayat 

( 6) baru yang berbW'.J.yi sebagai ber· · 

ikut : 

"Direktorat Evaluasi dan Standardisasi. ;i 

h. Ditambah ketentuan baru menjadi Pasal 10 

baru yang berbunyi sebagai be:o..'ikut : 
11 Badan Peneli tian dan Pen gemb:>;1_gCJll T:1rl.us- · 

tri terdiri dari : 

(1) Sekretariat Ba dan 

(2) Pusat Penelitian Industri 

(3) P us at Pengembangan Industri 

(4) Pus at Peragaan Visualisasi I r.i.dustri 11 • 

i. Pacal 10 lama diubah menjadi Pa~:; al 11 ba-· 

ru dan berbunyi sebagai berikut : 

apusat Pendidikan dan Latihan Pc::-:c1-;:-ai n. 

j. Pasal 11 lama diubah menj adi Pasal 12 ba~· 

ru. 
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3. Lampiran 9 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 
1974. 

Pada Pasal 5. 

Ditambah ketentuan baru, me:".;iadi ketentuan 
Ayat (6) yang berbunyi sebagai berikut 
11 Inspektur Tenaga Listrik dan Gas ri. 

4. Lrunpiran 10 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 
1974. 

a, Judul diubah sehingga berbunyi seba gai ber­
ikut : 
11 Departemen Pekerjaan Um um 11

• 

b. Pas al 1 , Pas al 2, Pasal 3, dan Pas al 9. 
Kata-kata 11 dan Tenaga Listrik 11

, diha::)t".s. 

c. Pada Pasal 3. 
1. Ketentuan Ayat ( 7) dihapun ; 
2. Ayat (8) lama diubah menjadi A'rat (7) 

baru ; 
3. Ditambah ketentuan baru, menjadi Ayat 

(8) baru, yang berbunyi sebagai ber -
ikut 
11 Instansi Vertikal di Wilayah. 11 

d. Ketentuan Ayat (6) Pasal 5 dihapus. 

e. Ditambah ketentuan baru, menjadi Pasal 10 
baru yang berbunyi sebagai berikut : 
11 Instansi Vertikal terdiri dari K~'n-tor Wi~ 

layah Departemen Pekerjaan Umurn. di Wilayahn. 

5. Lampiran 12 Keputusan Presiden Nomor 45 TrJum 

1974. 

a. Pada Pasal 3. 
Ayat (6), diubah sehingga berbunyi : 
0 Direktorat Jenderal Pendidikan L-.: :;.r Seko-­

lah, Pemuda, dan Olah Raga 11
• 

b. Pada Pasal 5. 

1. Ayat ( 5), diubah sehingga ber~junyi : 

"Inspektur Pendidikan Dasar t1an Mene­
bgah. II 

2. Ditrunbah ••••••• 
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2. Ditambah ketentuan baru setelah Ayat . (5) 

menjadi ketentuan Ayat (6), Ayat (7)1 

dan Ayat (8) yang berbunyi sebagai ber·~ 

ikut : 

a. Ayat (6) : 

"Inspektur Pendidikan Tinggi 11
• 

b~ Ayat (7) : 
"Inspektur Pendidikan Luar Sekolah; 
Pemuda, dan Olah Raga. 11 

c. Ayat ( 8) : 
11 Inspektur Kebudayaan. 11 

3. Ayat (6) lama diubah menjadi Ayat (9) 
baru. 

c. Pada Pasal 6. 

Ditambah ketentuan baru, menjadi Ayat (7) 
baru yang berbunyi sebagai berikut 
11Direktorat Sekolah Swasta 11 • 

d. Pada Pasal 8. 

Kata-kata "Direktorat Jenderal Pendidikan 

Lnor Sekolah dan Olah Raga " di ubah sehing­
ga berbunyi : 
11Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Seko­
lah, Pemuda, dan Olah Raga. n 

e. Pada Pasal 9. 

Ditambah ketentuan baru, menjadi Ayat (6) 

baru yang berbunyi sebagai berikut : 
11 Direktorat Pembinaan Penghayatan Keperoa­
yaan Terhadap Tuhan Yang Maha :Csa. rr 

£. Pada Pasal 11. 

Ditambah 2 (dua) ketentuan baru1 menjadi 
Ayat (7) baru dan Ayat (8) baru; yang 
berbunyi sebagai berikut : 

Ayat ( 7) •••••• 
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Ayat ( 7) Pusat Telmologi Komunikasi Pendi~-' 

. dikan dan Kebudayaan. 

Ayat (8) Pusat Grafika Indonesia. 

Pasal II 

Keputusan Presiden ini mulai berlalcu pada 

tanggal ditetapka.n. 

Ditetapka.n di Jakarta 

pada tanggal 31 Agustus 1978 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

S 0 E H A R T 0 



KEPUTUS.AN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 40 TAHUN 1978 

TENT.ANG 

SALIN.AN. 

PERUBAH.AN- PASAL 9 L.AMPIRAN 12 KEPUTUS.AN PRESIDEN 
NOMOR 45 TAHUN 1974 JO PASAL I .ANGKA 5 HURUF E 
KEPUTUS.AN PRESIDE.N NOl\10R 27 TAHON 1978 TENTANG 

Menimbang 

Meng:Li'lgat 

SUSUN.Alf ORGANISASI DEPARTEMEN 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

bahwa untuk menyesuaikan nama Direktorat pada 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan 
bidang tugasnya, dipandang perlu untuk menga·~ 
dakan perubahan Po.s8.l 9 fo :mpircm 1 2 Keputusan 
Presiden Nomor 45 Tahun 1974 jo Pasal 1 angka 
5 huru:f e Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 
1978 ; 

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ; 
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 ; 
3. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 9 
4,_ Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 
5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1978 

MEMUTUSKAN~ 

Menetapkan KEPUTUS.AN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENT.ANG 
PEHUBAHAN PASAL 9 LAMPIRA N 1 2 KEPUTUS.Al'J PRESI 
DEN NOMOR 45 TAHUN 1974 TENTANG SUSUNAN ORGA ::: 
NISASI DEPARTEMEN JO PASAL I .ANGKA 5 1-illRUF E 
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1978. 

Pasal I 
Merubah Pasal 9 Lampiran 12 Kepu:cllsan Presi ~ 
den Hornor 45 Tahun 1974 jo Pasal I angka 5 hu­
ruf e Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1978, 
sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana ter­
ca.ntum pada Lampiran Keputusan Presiden ini. 

Pasal II 
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tang 
gal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal 9 Nopember 1973 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

S 0 E H A R T O. 
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LM'IPIRAN 
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUJ3LIK INDONESIA 
NOMOR 40 TAHUN 1978 
TANGGAL 9 Nopember 1978. 

DEPAR'.::EMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY.A.AN 

Pas al 9 

Direktorat Jenderal Kebudayaan terdiri dari 
(1) Sekretariat Direktorat Jenderal 9 

(2) Direktorat J?ernbinaan Kesenian 9 

(3) Direktorat Pengembangan Kesenian 
(4) Direktorat Museum ; 

(5) Direktorat Sejarah dan Purbakala 

( 6) Direl\torat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap 

Tuhan Yung Maha Esa. 



PRES IDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

KEPUTUS.AN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
NO:MOR 47 T.AHUN 1979 

TENT.ANG 

SALIN.AN. 

PERUBAH.AN -Jj.AMPIRAN-LM'IPIRAN 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 , 

12, 13, 14; 15, DAN 16 KEPUTUSAl~ PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1?74 

Menimbang 

Mengingat 

TENTAL~G SUSUN.AN ORGANISASI DEPARTEMEN 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan tugas 
pokok Departemen~ dipandang perlu mengadakan per­
ubahan Susunan Organisasi Departemen . Kehakiman ; 
Departemen Perdagangan dan K0 perasi, Departemen 
Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen 
Pertambangan dan Energi, Departemen Pekerjaan 
Umum; Departemen Perhubungan, Departemen Pendidi!_~ 
an dan Kebudayaan, Departemen Kesehatan; Departe­
men .Agama, Departemen Sosial, dan Departemen Te­
naga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimalcsud 
dalam Lampiran-lampiran 3, 6, 7, 8, 9; 10; 11 , 
12; 13, 14, 15, dan 16 Keputusan Presiden Nomor 
45 Tahun 1974, sebagaimana tel .,. 1 diubah dan di -
tarnbah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 
40 T8l1un 1978 ? 

1, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ; 

2, Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 197 4 ten tang 
Pokok-pokok Organisasi Departemen 

3. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang 
Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana te­

lah diubah dan di tam bah terakhir dengan Keputu§. 
an Presiden Nomor 40 Tahun 1978 ; 

4. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 ten­
tang Pembentukan Kabinet Pembangunan III 

MEMUTUSKAN: • • • • 
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MEMUTUSKAN 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -TENTANG P~ ­

HUBAHAN LAMPIR.A..T'J-LAMPIRAN 3, 6, 7, 8; 9; 10, 11, 

1 2, 1 3, 1 4, 1 5, DAN 1 6 KEPUTl ,_;AN PRESIDEN NOMOR 
45 TAHON 1974 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPAR-
TENEN. 

Pas al I 

Mengubah beberapa pasal dari Lampiran-lampiran 
5 1 6 , 7 , 8, 9 , 1 0 , 11 , 1 2 , 1 3 , 1 4, 1 5 ; dan 1 6 
Keputusan :?residen Nomor 45 Tahun 1974 sebagai 
berikut : 

1 • Lampirrui 3 Keputusan Presiden Nomor 45 T ~ '..hun 

197 4. 

a. Pada Pasal 3 

Ayat (6), diubah sehingga berbunyi : 
11Direktorat J enderal Pemasyarakatan 11

• 

b. Pada Pasal 5 
Ayat (6), diubah sehingga berbunyi 
11 Inspektur Pemasyarakatan". 

c. Pada Pasal 8 

1 • Kata-Qkata 11 Direktora"t u enderal BLna Tu­
na Warga 11 diubah, sehingga berbunyi g 

11Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 11
• 

2. Ayat ( 2), diubah sehingga berbunyi ~ 
11Direktorat Pembinaan Dalam Lembaga Pe·~ 
masyarakatan 11

• 

3. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi 
"Direktorat Pembinaan Luar Lembaga Pe­
masyarakatan 11

• 

2 Lampiran 6 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 

1974. 

a. • • • • • 
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a. Pada Pasal 4 

Ditambah ketentuan baru, menjadi ayat (7) ba­

ru yang berbunyi : 

;'Ayat (7) Biro Organisasi 11 

b. Pada Pasal 5 

'1. Ayat (2), diubah sehingga berbunyi 
11 I111~1pektur Kopegawaian 11

• 

2. Ayat (3) 1 diubah sehingga berbunyi 
11 Inspektm· Keuangan dan Perlengkapann. 

3. Ditambah tiga ketentuan baru, menjadi aya:l:; 

(4)~ ayat (5), dan ayat (6) yang berbu -

nyi : 

t:Ayat ( 4) Inspektur Pembangunan 

Ayat (5) Inspektur Perdagangan 

Ayat ( 6) Inspektur .Koperasi 11
• 

c. Pada Pasal 6 

Ayat (3), diubah sehingga berbunyi : 
11Direktorat Pengadaan dan Penyediac_m i;. 

3, Lampiran 7 KeputusBn Presiden Nomor 45 ~Cahun 

1974. 

a. Pada Pasal 4 

1. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi 
11Biro Hukum dan Organisasin. 

2. Ayat (6), diubah sehingga berbunyi 

nBiro Hubungan Masyaraka t 11
• 

3. Ditambah satu ketentuan baru; menjadi 

ayat ( 8) yang berbun;y i : 

11 Biro Ker j asama Luar N egeri 11 • 

b. • • • 
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b. Pada Pasal 5 

1. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi 
rrrnspektur Keuangan". 

2. Ditambah satu ketentuan •aru, menjadi ayat 
(4) baru yang berbunyi : 
0 Inspektur Perlengkapan 11 • 

3. Ayat (4) lama dan ayat (5) lama menjadi 
ayat (5) baru dan ayat (6) baru. 

c. Pada Pasal 6 

1. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi : 
11Direktorat Bina Usaha Petani Tanarnan . Pa-
ngan 11

• 

2. Ditarnbah satu ketentuan baru, menjac1i aya-C 
(6) yang berbunyi ~ 
0 Direktorat Perluasan Areal Pertaniana. 

d. Pada Pasal 7 

Ayat (4), diubah sehingga berbunyi ~ 
11Direktorat Tertib Pengusahaan Hutann. 

e. Pada Pas al 8 

1 • .Ayat (4), diubah sehingga berbunyi : 
11Direktorat Bina Usaha Petarli Nelayan1

;. 

2. Ditambah satu ketentuan baru1 menjadi ayat 

(6) yang berbunyi 11 Direktorat Bina 
Prasarana Perikanan 11

• 

f. Pada Pasal 9 

1. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi ~ 

"Direktorat Bina Usaha Petani Ternal;:ii. 

2. Ditarnbah satu ketentuan baru, menjadi ayat 
(6) yang berbunyi 
11Direktorat Penyebaran dan Pengembangan Pe·~ 
ternakan 11

• 

g. • • • • 



• 
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g. Pada Pas al 10 

1. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi: 
11 Direktorat Bina Usaha Petani Perkebunan i;. 

2. Di tarnbah dua ketentuan i:r_ru, menj adi ayat 

(5) dan ayat (6) yang berbunyi : 

i!Ayat (5) Direktorat Rehabilitasi dan Per­
luasan Perkebunan 11

• 

11Ayat (6) Direktorat Perlindungan Tanaman 

Perke bw.1.an 11
• 

h. Pada Pasal 11 

1. Ayat (2), diubah sehingga berbunyi : 
11 Pusat Pengolahan Data dan Statistik':. 

2. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi : 
"Pusat Penyiapan Program Penelitian Perta-
niani' c 

3. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi : 
"Pusat Perpustakaan Biologi dan Pertanian i;. 

4. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi : 
:rpusat Peneli tia.n Tanah;;. 

5. Ayat (6), diubah sebingga berbunyi 
11Pusat Peneli tian Agro Ekonomi 11 • 

6. Ayat (8), diubah sehingga berbunyi 
11Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman 
Pangani;. 

7. Ditambah empatketentuan baru menjadi ayat 
(9), ayat (10), ayat (11), dan ayat (12) 
yang berbunyi : 

11 Ayat (9) Pusat Penelitian dan Pengembang~ 
an Tanaman Industri 11 • 

11 Ayat (10) Pusat Penelitian dan Pengemban,g 
an Kehu tanan 11

• 

11 Ayat • • • • 
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11 Ayat ( 11) Pusat Peneli tian dan Pengembang 

an Peternakan" • 

11 Ayat (12) Pusat Penelitian dan Pengembang 
an P erikanan ; . 

4. Lampiran 8 Keputusan Presiden Nomor 45 'l'ahun 

197 4. 

Pada Pasal 10 

Di tambah tiga ketentuan baru., menj adi ayat 
(5), ayat (6), dan ayat (7) yang berblmyi : 

11Ayat (5) Balai Besar Penelitian dan Pengem~ 
bangan Industri Tekstil 11

• 

"Ayat (6) Balai Besar Penelitian dan Pengern­
bangan Industri Selulosa 11

• 

11 Ayat (7) Balai Besar Pengembangan Industri 
Logam dan Me sin 11

• 

5. Lampiran 9 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahtm 

1974. 

Pada Pasal 5 

1 • Ayat (5), diubah sehingga berbunyi 0 . 
1'Inspektur Tugas u .-1um 11 • 

2. Ayat ( 6) , diubah sehingga berbunyi 
11 Inspektur Pembangunan 11

• 

6. Lampiran 10 Keputusan Presiden Nomor 45 T8hlm 

197 4 . 

Pada Pasal 5 

1. Ayat (2), diubah sehingga berbunyi 
11 Inspekt ur Kepegawaian 11

• 

2. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi 
nrnspektur Keuangan 11

• 

3. • • • 
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3. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi : 
"Inspektur Peralatan dan Perlengkapan i : . 

4. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi 
· 

11 Inspektur Teknik Wilayah Baratli. 

5. Ditambah dua ketentuan baru, menjadi ayat 
(6) dan ayat (7) yang berbunyi : 

"Ayat ( 6) Inspektur Teknik Wilayab. Tengah n. 
11 Ayat ( 7) Inspektur Teknik Wilayah Tim.u.rn. 

7. Lampiran 11 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahu..11. 

1974. 

a. Pada Pasal 3 

1. Ditambah dua ketentuan baru; menjadi 
ayat (11) baru dan ayat (12) baru yang 
berbunyi : 

11 Ayat (11) Badan Search and Rescue Na­
sional H. 

11,Ayat (12) Badan :Meteorologi da.n Geofi­
sikarr. 

2. Ayat ( 11) laraa dan ayat (12) l runa menj a­

di ayat (13) dan ayat (14). 

b . Pada Pasal 4 

Ayat (7) dihapus. 

c. Pada Pasal 6 

1. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi : 
11Direktorat Lalu~Lintas dan Angkutan Su­

ngai, Danau, dan Penyeberang~1 11 • 

2. Ditambah satu ketentuan baru, menjadi 
ayat (4) yang berbunyi ~ 

"Direktorat Lalu-lintas dan Angkutan 
Kota 11

• 

d. • • • • 
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d. Pada Pasal 9 

Di tam bah satu ketentuan baru, menj adi ayat 

(4) yang berbunyi ~ 
11Direktorat Pengendaliar:·. Frekwensi 11

• 

e. Pada Pasal 11 

Ayat (5), diubah sehingga berbunyi : 

'
1Pusat Data In:f ormasi Perhubungan 11

• 

f. Pada Pasal 12 
Ayat (5) dihapus, sehingga ayat (6) lama 
menjadi ayat (5) baru. 

g. Ditambah dua ketentuan baru1 menjadi Pasal 
13 baru dan Pasal 14 baru yang berbunyi : 

Pasal 13 
Badan Search and Rescue Nasional terdiri 

dari : 

(1) Sekretariat Badan. 
(2) Pusat Pembinaan Fasilitas SAR. 
(3) Pusat Operasi SAR. 

Pasal 14 
Badan Meteorologi dan Gi: -i fisika tordiri 

dari : 
(1) Sekretariat Badan. 
(2) Pusat Analisa dan Pengolahan. 
(3) Pusat Bina Operasi. 

h. Pasal 13 lama menj ac1i Pasal 15 yang ber~· 

bunyi : 
"Pusat Administrasi Peradilan Pelayaran 11

• 

Pasal 14 lama menjadi Pasal 16. 

s. • • • • • 
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8. Lci;npiran 12 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 

1974. 

a. Pada :~Pasal 6 

Ditambah satu ketentuan :1J'.'u, menjadi ayat 

(8)' yang berbunyi : 

"Direktorat Pembinaan Kesiswaan 11
• 

b. Pada Pasal 9 

1. Ayat (2), diubah sehingga berbunyi : 
11 Direktorat Sej arah dan .Nilai Tradisio~ 
ni1 1:. 

2. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi 

"Direktorat Keseniant1. 

3. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi 

"Direktorat Permuseuman". 

4. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi : 
11 Direktorat Ferlindungan dan Pembinaan 

Peninggalan Sejarah dan Purbakala 11
• 

c. Pada Pasal 10 

1. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi : 
11Pusat Pengembangan Kurikulum don Sara...11a 

Pendidikan i;. 

2. Ayat (4), diubah sehingga berbunyi : 
11Pusat Informatik untuk Pengelolaan Pen~ 

didikan dan Ke buriayaan 11 
• 

3. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi : 

"Pusat Pengembangan Inovasi Pendidikan 

dan Ke b udayaan 11 
• 

4. Ditambah satu ketentuan baru; menjacli 

ayat (6) yang berbunyi : 

HAyat ( 6) Pusat Peneli tian dan Pengem~· 

bangan Sistim Penguj ian 11
• 

a. • • • • 
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d. Pada Pasal ll 

1. Ayat (5), diubah sehingga berbunyi : 
"Pusat Penelitian Arkeologi Nasional 11

• 

2. Ayat (6), dihapus. 

3. Ayat (7) lama dijadik:J.n ayat (6) baru. 
4.. Ayat ( 8) lama dij adikan ayat ( 7) baru. 

9. Lampiran 13 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 
1974. 

Pada Pasal 5 

1. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi: 
11 Inspektur Keuangan 11 • 

2. Ditambah ketentuan baru, menjadi ayat (4) 
baru yang berbunyi : 
11 Inspektur Perlengkapan 11 • 

3. Ayat (4) lama menjadi ayat (5). 

10. Lampiran 14 Keputusan Presiden Nomor 45 Ta­

hun 1974. 

- · 

Pada Pasal ll 
Ayat (2), diubah sehingga berbunyi : 
i;Pusat Peneli tian dan Peng . ·1bangan Kehidupan 

Beragema 11 
• 

11. Lr::unpiran 15 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 

197 4. 

Pada Pasal 5 

1. Ayat (3), diubah sehingga berbunyi 
"Inspektur Keuangan 11

• 

--
2. Di tam bah satu ketentuan baru, menj adi ayat 

(4) baru yang berbunyi : 
11 Inspekt ur Perlengkapan". 

3. Ayat (4) lama dijadikan ayat (5). 

12. • • • • 
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12. Lampiran 16 Keputusan Presiden Nomor 45 Ta­

hun 1974. 

a. Pada Pasal 3 

Ayat ( 5) diubah sehinggc1. berbunyi : 
aDirektorat Jenderal Pembinaan Hubungan 
Perburuhan dan Perlind.ungan Tenaga Kerja". 

b. Pada Pasal 5 

1. Ayat (3) diubah sehingga berbunyi 
iiinspektur Keuangan". 

2. Ditambah dua ketentuan baru menjadi 

ayat (4) baru dan ayat ( 6) baru yang 

berbunyi 

11 Ayat (4) Inspektur Perlengkapan 11
• 

11Ayat ( 6) Inspektur Pembinaan da.n 
Perlindungan Tenaga Kerja:i. 

3. Ayat (4) lama, ayat (5) lama dan . ayat 
( 6) lama dijadika.n ayat ( 6) baru 1 

ayat (7) baru, da.n ayat ( 8). 

c. Pada Pasal 7 

Kata-kata "Direktorat ,L f" dm"al Perlindu~ 
ngan dan Perawatan Tenaga Kerja 0 diubah 
sehingga berbunyi : 
11Direktorat J enderal Pembinaan Hubungan 
Perburuhan a.an Perlindungan Tenaga Kerj a 11 

dQ Pada Pasal 8 

Ditambah satu ketentuan baru menjadi ayat 

(5) yang berbunyi : 

"Direktorat Transmigrasi Swakarsa11
• 

Pasal II • • • • 
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Pasal II 

Keputusan P~es~den ini mulai berlaku pada tanggal di­
tetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 27 September 1979. 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

S 0 E H A R T 0 

*o* _.,._ ........... ..,.= • =-----
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